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KPU. Dana Kampanye Pemilihan Umum.
Pencabutan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan
Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, kegiatan kampanye pemilihan umum
didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan
umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian
hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam
pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye;
bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu
adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
juyjur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat
DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan
Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya
disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara
Pemilu di provinsi.
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Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah
Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya
disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah
badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kabupaten/kota.

Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD
kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota
DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang
selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan
calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang
diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang telah memenuhi persyaratan.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai
Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.

Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang
telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD
Kabupaten /kota.

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan
2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama
bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
Perseorangan Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut
Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah
memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota
DPD.

Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak
lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk
meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi,
program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut
Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang,
barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk
membiayai kegiatan Kampanye.
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Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya
disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana
Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan
Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta
Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan
Kampanye.

Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya
disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat
informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau
saldo pembukaan, pembukuan penerimaan dan
pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK,
dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari
Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye yang
selanjutnya disingkat LPSDK adalah laporan yang
memuat sumbangan yang diberikan oleh penyumbang
pihak lain.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran
Dana Kampanye.

Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan
sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya,

sesuai kewenangan berdasarkan anggaran
dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang
bersangkutan.

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan
Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional,
provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan
mandat oleh Peserta Pemilu sebagai penghubung antara
Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi,
penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan
lain yang terkait dengan Dana Kampanye.

Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP
adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang
tentang Akuntan Publik.

Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah
seseorang yang telah ~memperoleh izin untuk
memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
Perikatan Asurans adalah jasa Akuntan Publik yang
bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna
atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan
dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.

Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta
Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.

Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang
selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan
teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi
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tahapan kampanye dan Dana Kampanye serta
pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik.

33. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan
undang-undang yang mengatur tentang perbankan.

34. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2
Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon
Anggota DPD bertanggung jawab atas Dana Kampanye.

BAB II
TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILU

Pasal 3

(1) Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi:

a. pembukuan Dana Kampanye;
b. pelaporan Dana Kampanye; dan
c. audit Laporan Dana Kampanye.

(2) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LADK, LPSDK,
dan LPPDK.

(3) Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan audit Laporan Dana
Kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh
KPU.

Pasal 4
Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan
Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB III
DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu
Sumber dan Bentuk Dana Kampanye

Paragraf 1
Sumber Dana Kampanye

Pasal 5
(1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dapat diperoleh dari:
a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak
lain.
(2) Selain didanai oleh Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kampanye Pemilu Presiden dan
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(3)

Wakil Presiden dapat didanai dari anggaran pendapatan
dan belanja negara.

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dialokasikan pada bagian anggaran KPU.

Perolehan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilengkapi dengan informasi identitas yang
jelas.

Penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye
yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja
negara pada bagian anggaran KPU ditetapkan dengan
Keputusan KPU.

Pasal 6

Perolehan Dana Kampanye dari Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (1) huruf a,
berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon
yang bersangkutan.
Perolehan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta
Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berasal dari
keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon.
Perolehan Dana Kampanye yang bersumber dari
sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
berasal dari:
a. perseorangan;
b. kelompok;
c. perusahaan; dan/atau
d. badan usaha nonpemerintah.
Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari
hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan/atau yang Dbertujuan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak
pidana dan bersifat tidak mengikat.
Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, meliputi:
a. perorangan individu;
b. suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon; dan
c. suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai

Politik, anggota Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi
masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dan huruf
d, terdiri atas perusahaan dan/atau badan usaha
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nonpemerintah yang berbadan hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan
Partai Politik pengusul Pasangan Calon dapat
memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk
Pasangan Calon.

Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota
tidak dapat menerima sumbangan dari pihak lain.

Pasal 7

Dana Kampanye yang diperoleh dari Partai Politik
dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan
merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) harus
dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang
memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah
sumbangan.

Penyumbang yang berasal dari perseorangan, kelompok,

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus
mencantumkan informasi identitas yang jelas dan
jumlah sumbangan.

Informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mencakup:

a. nama Partai Politik;

b. alamat Partai Politik;

c. nomor Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang
termutakhir dimasing-masing tingkatan;

d. nomor pokok wajib pajak Partai Politik;

e. nama dan alamat Pimpinan Partai Politik;

f.  nomor telepon/telepon genggam Pimpinan Partai

Politik;

asal perolehan dana; dan

pernyataan bahwa:

1. penyumbang tidak menunggak pajak;

2. penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan
penundaan kewajiban pembayaran utang atau
dalam keadaan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

3. dana tidak berasal dari hasil tindak pidana
yang telah terbukti berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan/atau bertujuan
menyembunyikan atau menyamarkan hasil
tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mencakup:

a. perseorangan:

1. mnama;
2. tempat/tanggal lahir dan umur;
3. alamat penyumbang;
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nomor telepon/telepon genggam (aktif);

nomor induk kependudukan;

nomor pokok wajib pajak (apabila ada);

asal perolehan dana; dan

pernyataan bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam
keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang atau dalam keadaan
pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;

c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana
yang telah terbukti berdasarkan putusan
pengadilan yang telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atau
bertujuan menyembunyikan atau
menyamarkan hasil tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

b. kelompok:

nama kelompok;

alamat kelompok;

nomor akta pendirian kelompok;

nomor keputusan pengesahan badan hukum;

nomor induk kependudukan pimpinan

kelompok;

nomor telepon/telepon genggam (aktif);

nomor pokok wajib pajak kelompok atau

pimpinan kelompok;

8. nama dan alamat pimpinan kelompok;
9. asal perolehan dana; dan
10. pernyataan bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam
keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang atau dalam keadaan
pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;

c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana
yang telah terbukti berdasarkan putusan
pengadilan yang telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atau
bertujuan menyembunyikan atau
menyamarkan hasil tindak pidana;

d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan

e) tidak bersumber dari pengumpulan dana
yang dilakukan oleh organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

c. perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:
1. nama perusahaan, dan/atau badan usaha

nonpemerintah;

® N A
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2. alamat perusahaan, dan/atau badan wusaha
nonpemerintah;

3. nomor akta pendirian perusahaan dan/atau
badan usaha nonpemerintah;

4. nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau
badan usaha nonpemerintah;

5. nama dan alamat direksi atau pimpinan
perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah;

6. nomor telepon/telepon genggam direksi atau
pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah;

7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

8. asal perolehan dana,;

9. keterangan tentang status perusahaan atau
badan usaha nonpemerintah; dan

10. pernyataan bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam
keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang atau dalam keadaan
pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;

c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana
yang telah terbukti berdasarkan putusan
pengadilan yang telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atau
bertujuan menyembunyikan atau
menyamarkan hasil tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h
dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-SURAT
PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK.
Ketentuan mengenai formulir MODEL-SURAT
PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
selama masa Kampanye.

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau
badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf ¢, dan/atau huruf
d, paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) selama masa Kampanye.

Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang
bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan
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Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8)

berlaku ketentuan pembatasan sumbangan Dana

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan,

kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha

nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang

selama penyelenggaraan Kampanye.

Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang

yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang

berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan

pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi

ketentuan jumlah maksimal sumbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud,;

b. wajib melaporkan kepada KPU; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.

Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditetapkan

dengan Keputusan KPU.

Paragraf 2
Bentuk Dana Kampanye
Pasal 9

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat
berbentuk:
a. uang;
b. barang; dan/atau
Cc. jasa.

Pasal 10
(1) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi penerimaan

uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga

lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui

transaksi perbankan.

Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditempatkan

pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk

kegiatan Kampanye Pemilu.

Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. setoran tunai ke RKDK; dan

b. pemindahan dana dari rekening penyumbang ke
RKDK.

Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi

perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai

dengan informasi identitas penyumbang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).
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Dalam hal transaksi perbankan berupa pemindahan
dana dari rekening penyumbang ke RKDK tidak dapat
menyertakan informasi identitas penyumbang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dapat
menyertakan surat keterangan dari bank yang
bersangkutan.

Pasal 11
Pasangan Calon harus membuka RKDK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pada Bank Umum.
RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas
nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi
Pasangan Calon.
Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan sejak Pasangan Calon ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari
sebelum penyampaian LADK.
Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK
yang diterbitkan oleh KPU dengan menggunakan
formulir MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN
RKDK PASANGAN CALON.
Ketentuan mengenai formulir MODEL-SURAT
PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK PASANGAN CALON
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.
Pasangan Calon dapat menunjuk Tim Kampanye tingkat
nasional untuk mengelola RKDK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pasangan
Calon.
Pasangan Calon membuka dan melaporkan hanya 1
(satu) nomor RKDK kepada KPU.
Salinan RKDK dan rekening koran menjadi lampiran
pada LADK dan LPPDK.
RKDK Pasangan Calon tidak dapat ditarik dan/atau
dilakukan penggantian.

Pasal 12

Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon
berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon
sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) Hari sebelum masa
tenang, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling
lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon
pengganti/baru oleh KPU.
Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:
a. putusan Bawaslu; atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap,
yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang
tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu, RKDK
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dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon
oleh KPU.

Pasal 13
Pasangan Calon wajib menutup RKDK pada Bank Umum
paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye
putaran kedua.
Dalam hal Pasangan Calon masuk ke dalam Kampanye
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua maka
penutupan RKDK pada Bank Umum dilakukan 1 (satu)
Hari sebelum Pasangan Calon ditetapkan sebagai
Presiden dan Wakil Presiden.
Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan oleh Pasangan Calon dengan
menyampaikan surat permohonan penutupan RKDK
kepada Bank Umum yang dibuat dengan menggunakan
formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN
RKDK PASANGAN CALON.
Ketentuan mengenai formulir CONTOH  SURAT
PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK PASANGAN CALON
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.
Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) wajib dibuktikan dengan surat pernyataan
dari Bank Umum.
Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan
dari Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kepada KPU, 1 (satu) Hari setelah menerima surat
pernyataan dari Bank Umum.

Pasal 14

Dana Kampanye dalam bentuk barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dicatat berdasarkan
harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk
barang dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau
tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat
dihabiskan, yang dapat dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan, dan dapat dikonversikan dalam bentuk
uang.

Pasal 15

Dana Kampanye dalam bentuk jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dicatat berdasarkan
harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk
jasa dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pelayanan/pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain
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yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai
penerima jasa yang dapat dikonversikan dalam bentuk
uang.

Bagian Kedua
Pengeluaran Dana Kampanye

Pasal 16
Pengeluaran Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yaitu untuk:
a. pembiayaan aktivitas Kampanye;
b. pembayaran hutang; dan
c. pengeluaran lain-lain,
yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
Pembiayaan aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a termasuk pembelian barang
dan/atau pembayaran jasa.
Pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan pembayaran atas hutang
Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul
yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan
menjadi tanggung jawab Pasangan Calon dan/atau
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul
yang bersangkutan.
Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka;

c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada
umum;

d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di

tempat umum;
e. media sosial;

f. iklan media massa cetak, media massa elektronik,
dan media dalam jaringan;

g. rapat umum; dan

h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Nilai pengeluaran setiap bahan Kampanye yang
disebarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,
jika dikonversikan dalam bentuk uang berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan
dan penghitungan suara.
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Bagian Ketiga

Persiapan, Pembukuan, Jenis Laporan, dan Penyampaian

Laporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

(2)

(S)

Paragraf 1
Persiapan Pelaporan Dana Kampanye

Pasal 17
Pasangan Calon dan Tim Kampanye menunjuk 1 (satu)
orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk
melakukan koordinasi dengan KPU dan menyampaikan
Laporan Dana Kampanye.
Pasangan Calon dan Tim Kampanye dapat menunjuk
staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi
dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk
menyusun Laporan Dana Kampanye.
Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas
dan diserahkan kepada KPU.

Paragraf 2
Pembukuan Dana Kampanye

Pasal 18
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional,
tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota wajib
mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa
uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan Dana
Kampanye.
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional,
tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota wajib
menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam Laporan Dana
Kampanye.
Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi
Pasangan Calon/pengurus/personel Tim Kampanye
tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat
kabupaten/kota.
Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan
jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti
penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 19

Periode pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan
Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian
LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
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Pasal 20

Kegiatan Kampanye yang didanai dari anggaran pendapatan
dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) tidak dicatat ke dalam pembukuan Dana Kampanye.

(1)

Pasal 21

Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon
berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon
sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) Hari sebelum masa
tenang, maka periode pembukuan Laporan Dana
Kampanye untuk Pasangan Calon dimulai setelah
ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU
dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:
a. putusan Bawaslu; atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap,
yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang
tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu, maka
periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk
Pasangan Calon tersebut dimulai sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup 7 (tujuh)
Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU.

Paragraf 3
Jenis Laporan Dana Kampanye

Pasal 22
Laporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden terdiri dari:

a. LADK;
b. LPSDK; dan
c. LPPDK.

Laporan Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi
keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan
dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh Pasangan
Calon dan Tim Kampanye untuk membiayai kegiatan
Kampanye.

Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan gabungan dari Laporan Dana
Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat
nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 23
LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf a memuat informasi:
a. RKDK;
b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan
sumber perolehan;
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c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran
untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum
periode pembukuan;

d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan
Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon; dan

f.  bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Periode pembukuan LADK dimulai sejak 3 (tiga) Hari

setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta

Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian

LADK.

LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK

PASANGAN CALON.

Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PASANGAN

CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat

nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, ketua Tim

Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye.

LADK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat

provinsi dan kabupaten/kota ditandatangani oleh ketua

Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai

dengan tingkatannya.

Pasal 24

Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon
berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon
sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) Hari sebelum masa
tenang, maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga)
Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru
oleh KPU.
Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:
a. putusan Bawaslu; atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap,
yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana
diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal
penyelenggaraan Pemilu, LADK disampaikan paling
lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan
Calon oleh KPU.

Pasal 25
Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan
usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada
KPU.
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Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada KPU melalui Pasangan Calon
dan Tim Kampanye tingkat nasional.

Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam LPSDK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b.

Pasal 26

LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)

memuat informasi:

a. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4); dan

b. jumlah sumbangan Dana Kampanye.

LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

dengan menggunakan:

a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk
penyumbang yang berasal dari pihak lain
perseorangan;

b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK  untuk
penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok
dan dilampiri salinan keputusan pengesahan
pendirian badan hukum dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang
berbadan hukum; dan

c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU
BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk
penyumbang yang berasal dari pihak lain
perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah
dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian
perusahaan atau badan usaha.

Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK

PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK

KELOMPOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK

PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA

NONPEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 27

LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (1) huruf ¢ memuat informasi:

a. RKDK;

b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran
untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum
periode pembukuan;
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d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan
Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan
Calon;

f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;

g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan
LPPDK; dan

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan

Pasangan Calon dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum

penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh

KPU.

LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-

LPPDK PASANGAN CALON.

Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPPDK PASANGAN

CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat

nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, ketua Tim

Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye.

LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat

provinsi dan kabupaten/kota ditandatangani oleh ketua

Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai

dengan tingkatannya.

Paragraf 4
Penyampaian Laporan Dana Kampanye

Pasal 28
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional
wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 kepada KPU.
Tim Kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
wajib menyampaikan LADK sesuai dengan tingkatannya
kepada Tim Kampanye tingkat nasional.
LADK  Tim Kampanye tingkat provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi satu kesatuan dengan LADK Pasangan Calon
dan Tim Kampanye tingkat nasional dan wajib
disampaikan kepada KPU.
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional
menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang
diunggah melalui Sikadeka.
Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah
Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu,
paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon
dan Tim Kampanye tingkat nasional dikembalikan oleh
KPU maka Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat
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nasional wajib melengkapi dan/atau memperbaiki
dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan
menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN
PASANGAN CALON.

Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN
PASANGAN CALON sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan
Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU melalui
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan
dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 29
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional
menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 kepada KPU.
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional
menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang
diunggah melalui Sikadeka.
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai
dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 30
Pasangan Calon  wajib menyampaikan  LPPDK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU.
Tim Kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
wajib menyampaikan LPPDK sesuai dengan tingkatannya
kepada Tim Kampanye tingkat nasional.
LPPDK Tim  Kampanye tingkat provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Pasangan Calon
dan Tim Kampanye tingkat nasional dan wajib
disampaikan kepada KAP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional
menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang
diunggah melalui Sikadeka.
Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah
hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59
waktu setempat.
Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dan Tim
Kampanye tingkat nasional dilampiri dengan LADK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan LPSDK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
Dalam hal Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak
menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan
LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan
audit.
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BAB IV

DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI,

(1)

DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Sumber dan Bentuk Dana Kampanye

Paragraf 1
Sumber Dana Kampanye

Pasal 31

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota bersumber dari:

a. Partai Politik;

b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota  dari Partai Politik  yang
bersangkutan; dan

c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak
lain.

Selain  didanai oleh sumber Dana Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye Pemilu

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja
negara.

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota yang didanai oleh anggaran

pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dialokasikan pada bagian anggaran KPU.

Sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilengkapi dengan informasi identitas yang

jelas.

Penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye

yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja

negara pada bagian anggaran KPU ditetapkan dengan

Keputusan KPU.

Pasal 32
Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a
berasal dari keuangan Partai Politik bersangkutan.
Dana Kampanye yang bersumber dari calon anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b,
berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang
bersangkutan.
Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang
sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf ¢ berasal dari:
a. perseorangan;
b. kelompok;
c. perusahaan; dan/atau
d. badan usaha nonpemerintah.
Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari
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hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan/atau yang bertujuan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak
pidana dan bersifat tidak mengikat.
Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, meliputi:
a. perorangan individu;
b. suami/istri dan/atau keluarga calon; dan
c. suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai
Politik, anggota Partai Politik yang mengajukan
calon.
Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditujukan
kepada calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota wajib melalui Partai Politik yang
bersangkutan sesuai dengan tingkatannya, sebelum
digunakan untuk keperluan Kampanye.
Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
menjadi sumbangan dari Partai Politik untuk calon
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten /kota.
Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi
masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
Perusahaan dan/atau badan wusaha nonpemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dan huruf
d, terdiri atas perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah yang berbadan hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dapat
memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk Partai
Politik Peserta Pemilu.

Pasal 33
Penyumbang yang berasal dari perseorangan, kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) harus
mencantumkan informasi identitas yang jelas dan
jumlah sumbangan.
Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup:
a. perseorangan:
nama;
tempat/tanggal lahir dan umur;
alamat penyumbang;
nomor telepon/telepon genggam (aktif);
nomor induk kependudukan;
nomor pokok wajib pajak (apabila ada);
asal perolehan dana; dan
pernyataan bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak;
b) penyumbang tidak dinyatakan dalam
keadaan penundaan kewajiban

X®NONT RN
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pembayaran utang atau dalam keadaan
pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana yang
telah terbukti berdasarkan putusan
pengadilan yang telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atau
bertujuan menyembunyikan atau
menyamarkan hasil tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

kelompok:

1. nama kelompok;

2. alamat kelompok;

3. nomor akta pendirian kelompok;

4. nomor keputusan pengesahan badan hukum;

5. mnomor induk  kependudukan = pimpinan
kelompok;

6. nomor telepon/telepon genggam (aktif);

7. mnomor pokok wajib pajak kelompok atau
pimpinan kelompok;

8. nama dan alamat pimpinan kelompok;

9. asal perolehan dana;

10. pernyataan bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam
keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang atau dalam keadaan
pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;

c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana
yang telah terbukti berdasarkan putusan
pengadilan yang telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atau
bertujuan menyembunyikan atau
menyamarkan hasil tindak pidana;

d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan

e) tidak bersumber dari pengumpulan dana
yang dilakukan oleh organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:

1.

2.

3.

nama perusahaan, dan/atau badan wusaha
nonpemerintah,;

alamat perusahaan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah,;

nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau
badan usaha nonpemerintah;

nomor pokok wajib pajak perusahaan,
dan/atau badan usaha nonpemerintah;

nama dan alamat direksi atau pimpinan
perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah;
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6. nomor telepon/telepon genggam direksi atau
pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah;

7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

8. asal perolehan dana;

9. keterangan tentang status perusahaan atau
badan usaha nonpemerintah; dan

10. pernyataan bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam
keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang atau dalam keadaan
pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;

c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana
yang telah terbukti berdasarkan putusan
pengadilan yang telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atau
bertujuan menyembunyikan atau
menyamarkan hasil tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

Pasal 34

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3) huruf a, paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b,
huruf c, dan huruf d, paling banyak
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
selama masa Kampanye.
Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan,
kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang
selama penyelenggaraan Kampanye.
Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang
yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang
berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan
pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan
melebihi ketentuan jumlah maksimal sumbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3):
a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara

paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa

Kampanye berakhir.
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Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan
dengan Keputusan KPU.

Paragraf 2
Bentuk Dana Kampanye

Pasal 35

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
dapat berbentuk:

a.
b.
c.

(4)

uang;
barang; dan/atau
jasa.

Pasal 36

Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi penerimaan
uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga
lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui
transaksi perbankan.
Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditempatkan
pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk
kegiatan Kampanye Pemilu.
Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. setoran tunai ke RKDK; dan
b. pemindahan dana dari rekening penyumbang ke

RKDK.
Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi
perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai
dengan informasi identitas penyumbang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
Dalam hal transaksi perbankan berupa pemindahan
dana dari rekening penyumbang ke RKDK tidak dapat
menyertakan informasi identitas penyumbang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dapat
menyertakan surat keterangan dari bank yang
bersangkutan.

Pasal 37
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat
provinsi dan tingkat kabupaten/kota harus membuka
RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
pada Bank Umum.
RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas
nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari
rekening Partai Politik.
Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan sejak Partai Politik ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari
sebelum dimulainya masa Kampanye.
Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK
yang diterbitkan oleh KPU yang dibuat dengan
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menggunakan formulir MODEL-SURAT PENGANTAR
PEMBUKAAN RKDK PARTAI POLITIK.

Ketentuan mengenai formulir MODEL-SURAT
PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK PARTAI POLITIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.

Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas
untuk mengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilengkapi dengan surat pernyataan dari pengurus Partai
Politik.

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat
provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan
melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU,
KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya.

Salinan RKDK dan rekening koran menjadi lampiran
pada LADK dan LPPDK.

RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik
dan/atau dilakukan penggantian.

Pasal 38
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat
provinsi dan tingkat kabupaten/kota wajib menutup
RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan
pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.
Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota
dengan menyampaikan surat permohonan penutupan
RKDK kepada Bank Umum yang dibuat dengan
menggunakan formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN
PENUTUPAN RKDK PARTAI POLITIK.
Ketentuan mengenai formulir CONTOH  SURAT
PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK PARTAI POLITIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.
Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank
Umum.
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat
provinsi, dan tingkat kabupaten/kota wajib
menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU, KPU
Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) Hari
setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
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Pasal 39

Dana Kampanye dalam bentuk barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dicatat berdasarkan
harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk
barang dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau
tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat
dihabiskan, yang dapat dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan, dan dapat dikonversikan dalam bentuk
uang.

Pasal 40
Dana Kampanye dalam bentuk jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dicatat berdasarkan
harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk
jasa dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang
manfaatnya dinikmati oleh Partai Politik Peserta Pemilu
dan/atau Calon Anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD
kabupaten/kota sebagai penerima jasa yang dapat
dikonversikan dalam bentuk uang.

Bagian Kedua
Pengeluaran Dana Kampanye

Pasal 41
Pengeluaran Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu
yaitu untuk:
a. pembiayaan aktivitas Kampanye;
b. pembayaran hutang; dan
c. pengeluaran lain-lain,
yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
Pembiayaan aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a termasuk pembelian barang
dan/atau pembayaran jasa.
Pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan pembayaran atas hutang Partai
Politik yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain
menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu.
Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka;

c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada
umum,;

d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di

tempat umum,;
e. media sosial;
f. iklan media massa cetak, media massa elektronik,
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dan media dalam jaringan;

rapat umum; dan

kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Nilai pengeluaran setiap bahan Kampanye yang
disebarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,
jika dikonversikan dalam bentuk uang berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk
membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.

5 09

Bagian Ketiga

Persiapan, Pembukuan, Jenis Laporan, dan Penyampaian

Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

Paragraf 1
Persiapan Pelaporan Dana Kampanye

Pasal 42
Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk 1 (satu) orang
Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan
koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dan
menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk staf
khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi
dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk
menyusun Laporan Dana Kampanye.
Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas
dan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Paragraf 2
Pembukuan Dana Kampanye

Pasal 43
Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat seluruh
penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang,
dan/atau jasa dalam pembukuan Dana Kampanye.
Partai  Politik Peserta Pemilu wajib menyusun
pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke dalam Laporan Dana Kampanye.
Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan Partai
Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup pembukuan penerimaan dan
pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota wajib melakukan pencatatan
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penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang
bersangkutan dan menyampaikan kepada Partai Politik
Peserta Pemilu masing-masing sesuai tingkatan.

(6) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) mencakup
informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan
pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran
yang dapat dipertanggungjawabkan.

(7) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Partai Politik
Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 44
Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari
sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh
KPU.

Pasal 45
Kegiatan Kampanye yang dapat didanai dari anggaran
pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2) tidak dicatat ke dalam pembukuan
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

(1).

Paragraf 3
Jenis Laporan Dana Kampanye

Pasal 46
(1) Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu
terdiri dari:

a. LADK;
b. LPSDK; dan
c. LPPDK.

(2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat informasi keuangan berupa seluruh
transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang
digunakan Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk membiayai
kegiatan Kampanye.

(3) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan gabungan dari Laporan Dana
Kampanye Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 47
(1) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a memuat
informasi:
a. RKDK;
b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan
sumber perolehan;
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c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran
untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum
periode pembukuan;

d. catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan
RKDK;

e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai
Politik Peserta Pemilu; dan

f.  bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Periode pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik

ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu)

Hari sebelum penyampaian LADK.

LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk LADK calon anggota

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang

bersangkutan.

LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan

formulir MODEL-LADK PARPOL.

Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PARPOL

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Komisi ini.

LADK  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta

Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan tetap,

LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang

sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang berhalangan

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan

dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai

Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan dan/atau

instansi yang berwenang.

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

meliputi keadaan:

a. meninggal dunia;

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara
permanen; atau

c. sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

Pasal 48
Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan
usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada
KPU.
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Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada KPU melalui Partai Politik
Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatan.

Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam LPSDK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b.

Pasal 49

LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3)

memuat informasi:

a. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (2); dan

b. jumlah sumbangan Dana Kampanye.

LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

dengan menggunakan:

a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk
penyumbang yang berasal dari pihak lain
perseorangan;

b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK  untuk
penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok
dan dilampiri salinan keputusan pengesahan
pendirian badan hukum dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang
berbadan hukum; dan

c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU
BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk
penyumbang yang berasal dari pihak lain
perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah
dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian
perusahaan atau badan usaha.

Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK
PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK
KELOMPOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dan dilampiri
salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum
dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,
bagi kelompok yang berbadan hukum.

Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK

PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA

NONPEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dan
wajib  dilampiri dengan salinan akta pendirian
perusahaan atau badan usaha.

Pasal 50
LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf ¢ memuat
informasi:
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RKDK;

saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber

perolehan;

c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran
untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum
periode pembukuan;

d. catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan
RKDK;

e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai
Politik Peserta Pemilu;

f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;

g.  saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan

Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari

sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk

KPU.

LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk LPPDK calon anggota

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang

bersangkutan.

LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan

formulir MODEL-LPPDK PARPOL.

Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPPDK PARPOL

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Komisi ini.

LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh pengurus Partai Politik sesuai

dengan tingkatannya.

LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan tetap,

LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang

sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang berhalangan

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan

dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai

Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan dan/atau

instansi yang berwenang.

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

meliputi keadaan:

a. meninggal dunia;

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara
permanen; atau

c. sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

o p
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Paragraf 4
Penyampaian Laporan Dana Kampanye

Pasal 51
Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU,
KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan tingkatannya.
LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK
Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan
kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah
melalui Sikadeka.
Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari
sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye
Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul
23.59 waktu setempat.
Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib
melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK
dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir
MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL.
Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN
PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta
Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui
Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima
tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan
dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 52
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat
provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan
LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada
KPU.
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat
provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan
LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah
melalui Sikadeka.
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai
dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
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Pasal 53
Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU.
LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK
Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya
dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh
KPU dan/atau KPU Provinsi.
Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah
melalui Sikadeka.
Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah
hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59
waktu setempat.
Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu
dilampiri dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49.
Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak
menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan
LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan
audit.

BAB V
DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPD

Bagian Kesatu
Sumber dan Bentuk Dana Kampanye

Paragraf 1
Sumber Dana Kampanye

Pasal 54

Dana Kampanye Pemilu anggota DPD bersumber dari:
a. Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan
b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak

lain.
Selain didanai oleh sumber Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye Pemilu
Calon Anggota DPD dapat didanai dari anggaran
pendapatan dan belanja negara.
Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang didanai oleh
anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada bagian
anggaran KPU.
Sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilengkapi dengan informasi identitas yang
jelas.
Penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye
yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja
negara pada bagian anggaran KPU ditetapkan dengan
Keputusan KPU.
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Pasal 55
Dana Kampanye yang bersumber dari Calon Anggota
DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
huruf a, berasal dari harta kekayaan pribadi Calon
Anggota DPD yang bersangkutan.
Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang
sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b berasal dari:
a. perseorangan;
b. kelompok;
c. perusahaan; dan/atau
d. badan usaha nonpemerintah.
Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berasal dari
hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan/atau yang bertujuan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak
pidana dan bersifat tidak mengikat.
Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, meliputi:
a. perorangan individu; dan
b. suami/istri dan/atau keluarga Calon Anggota DPD.
Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi
masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
Perusahaan dan/atau badan wusaha nonpemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan huruf
d, terdiri atas perusahaan dan/atau badan wusaha
nonpemerintah yang berbadan hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Penyumbang yang berasal dari perseorangan, kelompok,

perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) harus
mencantumkan informasi identitas yang jelas dan
jumlah sumbangan

Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mencakup:

a. perseorangan:

nama;

tempat/tanggal lahir dan umur;

alamat penyumbang;

nomor telepon/telepon genggam (aktif);

nomor induk kependudukan;

nomor pokok wajib pajak (apabila ada);

asal perolehan dana; dan

pernyataan bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam
keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang atau dalam keadaan
pailit berdasarkan putusan pengadilan

XN R N
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yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana yang
telah terbukti berdasarkan putusan
pengadilan yang telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atau
bertujuan menyembunyikan atau
menyamarkan hasil tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

kelompok:

1. nama kelompok;

2. alamat kelompok;

3. nomor akta pendirian kelompok;

4. nomor keputusan pengesahan badan hukum;

5. mnomor induk  kependudukan = pimpinan
kelompok;

6. nomor telepon/telepon genggam (aktif);

7. mnomor pokok wajib pajak kelompok atau
pimpinan kelompok;

8. nama dan alamat pimpinan kelompok;

9. asal perolehan dana; dan

10. pernyataan bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam
keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang atau dalam keadaan
pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana yang
telah  terbukti berdasarkan putusan
pengadilan yang telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atau
bertujuan menyembunyikan atau
menyamarkan hasil tindak pidana;

d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan

e) tidak bersumber dari pengumpulan dana
yang dilakukan oleh organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:

1.

2.

3.

nama perusahaan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah,;

alamat perusahaan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah,;

nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau
badan usaha nonpemerintah;

nomor pokok wajib pajak perusahaan,
dan/atau badan usaha nonpemerintah;

nama dan alamat direksi atau pimpinan
perusahaan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah,;
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6. nomor telepon/telepon genggam direksi atau
pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah;

7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

8. jumlah sumbangan;

9. asal perolehan dana,;

10. keterangan tentang status perusahaan atau
badan usaha nonpemerintah; dan

11. pernyataan bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam
keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang atau dalam keadaan
pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana yang
telah terbukti berdasarkan putusan
pengadilan yang telah  memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atau
bertujuan menyembunyikan atau
menyamarkan hasil tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

Pasal 57
Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2) huruf a, bernilai paling  banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
selama masa Kampanye.
Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari
kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2) huruf b, huruf ¢, dan huruf d, bernilai paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah) selama masa Kampanye.
Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang
yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang
berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan
pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan,
kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha
nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang
selama penyelenggaraan Kampanye.
Calon anggota DPD yang menerima sumbangan melebihi
ketentuan jumlah maksimal sumbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
b. wajib melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
dan
c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.
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(6) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan
dengan Keputusan KPU.

Paragraf 2
Bentuk Dana Kampanye

Pasal 58
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
dapat berbentuk:

a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.

Pasal 59

(1) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi penerimaan
uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga
lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui
transaksi perbankan.

(2) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditempatkan
pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk
kegiatan Kampanye Pemilu.

(3) Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. setoran tunai ke RKDK; dan
b. pemindahan dana dari rekening penyumbang ke
RKDK.

(4) Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi
perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai
dengan informasi identitas penyumbang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).

(5) Dalam hal transaksi perbankan berupa pemindahan
dana dari rekening penyumbang ke RKDK tidak dapat
menyertakan informasi identitas penyumbang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dapat
menyertakan surat keterangan dari bank yang
bersangkutan.

Pasal 60

(1) Calon Anggota DPD harus membuka RKDK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) pada Bank Umum.

(2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas
nama Calon Anggota DPD dan terpisah dari rekening
pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan.

(3) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan sejak Calon Anggota DPD
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1
(satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

(4) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK
yang diterbitkan oleh KPU dengan menggunakan
formulir MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN
RKDK CALON ANGGOTA DPD.
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(5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-SURAT
PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK CALON ANGGOTA
DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(6) Calon Anggota DPD dapat menunjuk petugas untuk
mengelola RKDK Calon Anggota DPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(7) Pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilengkapi dengan surat pernyataan dari Calon Anggota
DPD.

(8) Calon Anggota DPD membuka dan melaporkan hanya 1
(satu) nomor RKDK kepada KPU.

(9) Salinan RKDK dan rekening koran menjadi lampiran
pada LADK dan LPPDK.

(10) RKDK Calon Anggota DPD tidak dapat ditarik dan/atau
dilakukan penggantian.

Pasal 61
Dalam hal terdapat Calon Anggota DPD yang ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:
a. putusan Bawaslu; atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
yang melewati tanggal penetapan Calon Anggota DPD
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan
dan jadwal penyelenggaraan Pemilu, RKDK dapat dibuka
pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD oleh KPU.

Pasal 62

(1) Calon Anggota DPD wajib menutup RKDK pada Bank
Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan
LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.

(2) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh  Calon Anggota DPD  dengan
menyampaikan surat permohonan penutupan RKDK
kepada Bank Umum yang dibuat dengan menggunakan
formulir CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN
RKDK CALON ANGGOTA DPD.

(3) Ketentuan mengenai formulir CONTOH  SURAT
PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK CALON ANGGOTA
DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(4) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank
Umum.

(5) Calon Anggota DPD wajib menyampaikan surat
pernyataan dari Bank Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kepada KPU Provinsi 1 (satu) Hari setelah
menerima surat pernyataan dari Bank Umum.
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Pasal 63

Dana Kampanye dalam bentuk barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dicatat berdasarkan
harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk
barang dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau
tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat
dihabiskan, yang dapat dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan, dan dapat dikonversikan dalam bentuk
uang.

Pasal 64
Dana Kampanye dalam bentuk jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dicatat berdasarkan
harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk
jasa dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang
manfaatnya dinikmati oleh Calon Anggota DPD sebagai
penerima jasa yang dapat dikonversikan dalam bentuk
uang.

Bagian Kedua
Pengeluaran Dana Kampanye

Pasal 65
Pengeluaran Kampanye Calon Anggota DPD yaitu untuk:
a. pembiayaan aktivitas Kampanye;
b. pembayaran hutang; dan
c. pengeluaran lain-lain,
yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
Pembiayaan aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a termasuk pembelian barang
dan/atau pembayaran jasa.
Pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan pembayaran atas hutang Calon
Anggota DPD yang timbul dari pembelian barang dari
pihak lain dan menjadi tanggung jawab Calon Anggota
DPD yang bersangkutan.
Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka;

c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada
umum,;

d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di

tempat umum,;

e. media sosial;

f. iklan media massa cetak, media massa elektronik,
dan media dalam jaringan;
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g. rapat umum; dan

h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Nilai pengeluaran setiap bahan Kampanye yang

disebarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,

jika dikonversikan dalam bentuk uang berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk

membiayai saksi Calon Anggota DPD dalam pemungutan

dan penghitungan suara.

Bagian Ketiga

Persiapan, Pembukuan, Jenis Laporan, dan Penyampaian

Laporan Dana Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD

Paragraf 1
Persiapan Pelaporan Dana Kampanye

Pasal 66
Calon Anggota DPD menunjuk 1 (satu) orang Petugas
Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi
dengan KPU melalui KPU Provinsi dan menyampaikan
Laporan Dana Kampanye.
Calon Anggota DPD dapat menunjuk staf khusus yang
mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor
jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan
Dana Kampanye.
Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas
dan diserahkan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Paragraf 2
Pembukuan Dana Kampanye

Pasal 67
Calon Anggota DPD wajib mencatat seluruh penerimaan
dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa
dalam pembukuan Dana Kampanye.
Calon Anggota DPD wajib menyusun pembukuan Dana
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
dalam Laporan Dana Kampanye.
Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi
Calon Anggota DPD.
Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan
jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti
penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Calon Anggota
DPD.
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Pasal 68
Periode pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon
Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup
7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang
ditunjuk KPU.

Pasal 69
Kegiatan Kampanye yang dapat didanai dari anggaran
pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (2) tidak dicatat ke dalam pembukuan
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat

(1).

Pasal 70
Dalam hal terdapat Calon Anggota DPD yang ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:
a. putusan Bawaslu; atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
yang melewati tanggal penetapan Calon Anggota DPD
sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan
dan jadwal penyelenggaraan Pemilu, maka periode
pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Calon Anggota
DPD tersebut dimulai sejak ditetapkan sebagai Calon Anggota
DPD oleh KPU dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum
penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.

Paragraf 3
Jenis Laporan Dana Kampanye
Pasal 71
(1) Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD terdiri dari:
a. LADK;
b. LPSDK; dan
c. LPPDK.

(2) Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi
keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan
dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh Calon
Anggota DPD untuk membiayai kegiatan Kampanye.

Pasal 72
(1) LADK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 71 ayat (1) huruf a memuat informasi:

a. RKDK;

b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan
sumber perolehan;

c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran
untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum
periode pembukuan.

d. catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota
DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD; dan
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f.  bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(2) Periode pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota
DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1
(satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

(3) LADK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-
LADK DPD.

(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(5) LADK Calon Anggota DPD ditandatangani oleh Calon
Anggota DPD yang bersangkutan.

Pasal 73
Dalam hal terdapat Calon Anggota DPD yang ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu berdasarkan:
a. putusan Bawaslu; atau
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap,

yang melewati tanggal penetapan Calon Anggota DPD
sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang tahapan dan
jadwal penyelenggaraan Pemilu, maka LADK disampaikan
paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Calon
Anggota DPD oleh KPU.

Pasal 74

(1) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan
usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada
KPU.

(2) Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada KPU melalui Calon Anggota
DPD.

(3) Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam LPSDK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b.

Pasal 75
(1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3)
memuat informasi:

a. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2); dan

b. jumlah sumbangan Dana Kampanye.

(2) LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dengan menggunakan:

a. formulir MODEL-LPSDK PERSEORANGAN untuk
penyumbang yang berasal dari pihak lain
perseorangan;

b. formulir MODEL-LPSDK KELOMPOK  untuk
penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok
dan dilampiri salinan keputusan pengesahan
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pendirian badan hukum dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang
berbadan hukum; dan
c. formulir MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU
BADAN USAHA NONPEMERINTAH untuk
penyumbang yang Dberasal dari pihak lain
perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah
dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian
perusahaan atau badan usaha.
Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK
PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK
KELOMPOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dan dilampiri
salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum
dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,
bagi kelompok yang berbadan hukum.
Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPSDK
PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA
NONPEMERINTAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dan
wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian
perusahaan atau badan usaha.

Pasal 76

LPPDK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 ayat (1) huruf ¢ memuat informasi:

a. RKDK;

b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo
hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran
untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum
periode pembukuan;

d. catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota
DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;

e. nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD;

f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;

g. saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan

h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan

Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7

(tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP

yang ditunjuk KPU.

LPPDK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-

LPPDK DPD.
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Ketentuan mengenai formulir MODEL-LPPDK DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.

LPPDK Calon Anggota DPD ditandatangani oleh Calon
Anggota DPD yang bersangkutan.

Paragraf 4
Penyampaian Laporan Dana Kampanye

Pasal 77
Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 kepada KPU
melalui KPU Provinsi.
Calon Anggota DPD menyampaikan LADK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan
dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari
sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye
Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul
23.59 waktu setempat.
Apabila LADK yang disampaikan oleh Calon Anggota
DPD dikembalikan oleh KPU melalui KPU Provinsi, maka
Calon Anggota DPD wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat
dengan  menggunakan  formulir MODEL LADK
PERBAIKAN-DPD.
Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN
DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
LADK perbaikan disampaikan oleh Calon Anggota DPD
kepada KPU melalui KPU Provinsi melalui Sikadeka
paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda
pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari
KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 78
Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 kepada KPU melalui KPU
Provinsi.
Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan
dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai
dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
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Pasal 79

(1) Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LPPDK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada KAP yang
ditunjuk oleh KPU dan difasilitasi oleh KPU Provinsi.

(2) Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

(3) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah
hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59
waktu setempat.

(4) Penyampaian LPPDK Calon Anggota DPD dilampiri
dengan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
dan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

(5) Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan
LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada
KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

BAB VI
PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu
Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 80

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima
koordinasi dan konsultasi dari Peserta Pemilu dalam
proses penyusunan LADK.

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara
berkala  memantau  proses  pengunggahan dan
pengiriman dokumen LADK yang dilakukan oleh Peserta
Pemilu melalui Sikadeka.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 81

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima
LADK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa
penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat
tanda bukti penerimaan penyampaian LADK dari Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4),
Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 77 ayat (2) sesuai dengan
jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5),
Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).

(3) KPU tidak memberikan tanda bukti penerimaan apabila
telah melewati batas akhir waktu penyampaian LADK
sebagaimana dimaksud 28 ayat (5), Pasal 51 ayat (4),
dan Pasal 77 ayat (3).
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Pasal 82

Dalam penerimaan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:

a.

(1)

(4)

(2)

melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan
cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Peserta
Pemilu melalui Sikadeka;

menetapkan status penyampaian LADK dari Peserta
Pemilu; dan

memberikan bukti tanda pengembalian atau tanda bukti
penerimaan penyampaian LADK kepada Peserta Pemilu
melalui Sikadeka.

Paragraf 3
Pencermatan

Pasal 83
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
melakukan pencermatan atas LADK yang disampaikan
oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
82 huruf a untuk memastikan bahwa:
a. LADK ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
b. LADK lengkap; dan
c. LADK memuat cakupan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1),
dan Pasal 72 ayat (1).
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
menentukan hasil pencermatan atas LADK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui Sikadeka.
Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. pengembalian; dan
b. penerimaan.
Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.

Paragraf 4
Pengembalian

Pasal 84
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
mengembalikan LADK berdasarkan hasil pencermatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) kepada
Peserta Pemilu dalam hal LADK:
a. tidak ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
b. tidak lengkap; dan/atau
c. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1),
dan Pasal 72 ayat (1).
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
memberikan tanda pengembalian dan berita acara hasil
pencermatan kepada Peserta Pemilu.
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Pasal 85

(1) Apabila LADK dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (1), Peserta Pemilu diberikan waktu 5 (lima)
Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita
acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (2) untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK.

(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN
PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran X, Lampiran XV, dan Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini.

Paragraf 5
Penerimaan

Pasal 86
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima:
a. LADK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) kepada Peserta
Pemilu dalam hal LADK:
1. ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
2. lengkap; dan/atau
3. memuat cakupan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47
ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1); dan
b. LADK yang telah dilengkapi dan diperbaiki oleh
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85.
(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
memberikan tanda terima kepada Peserta Pemilu.

Pasal 87

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun
dan menuangkan hasil penerimaan LADK dari Peserta
Pemilu setelah masa penyampaian LADK berakhir ke
dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LADK
Peserta Pemilu.

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan
LADK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada:

a. Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya; dan
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 88
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan
LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan
LADK perbaikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (1) pada papan pengumuman dan laman KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
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Bagian Kedua

Penerimaan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye

(2)

Peserta Pemilu

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 89

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima
koordinasi dan konsultasi dari Peserta Pemilu dalam
proses penyampaian LPSDK.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara
berkala ~memantau  proses pengunggahan dan
pengiriman dokumen LPSDK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (2) yang dilakukan oleh Peserta
Pemilu melalui Sikadeka.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 90

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima
LPSDK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama
masa penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 78
ayat (3).

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat
tanda bukti penerimaan penyampaian LPSDK dari
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (2), Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (2) sesuai
dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (3), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (3).

Bagian Ketiga

Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Peserta Pemilu

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 91
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat
menerima konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses
penyusunan LPPDK.
Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan
Dana Kampanye Peserta Pemilu yang harus
dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat
meneruskan hasil konsultasi kepada KAP.
KAP secara berkala memantau proses pengunggahan dan
pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh
Peserta Pemilu melalui Sikadeka.
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Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 92
KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 menerima
LPPDK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama
masa penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (5), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 79
ayat (3).
KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat
tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK dari
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (4), Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 79 ayat (2) sesuai
dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (5), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 79 ayat (3).
KAP tidak membuat tanda bukti penerimaan apabila
telah melewati batas akhir waktu penyampaian LPPDK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Pasal 53
ayat (4), dan Pasal 79 ayat (3).

Pasal 93

Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92, KAP mempunyai tugas:

a.

(2)

melakukan pencermatan atas kelengkapan dan cakupan
informasi LPPDK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu
melalui Sikadeka; dan

memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian
LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2)
dari Peserta Pemilu.

Paragraf 3
Pencermatan

Pasal 94
KAP melakukan pencermatan atas LPPDK Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a untuk
memastikan bahwa:
a. LPPDK ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
b. LPPDK lengkap; dan
c. LPPDK memuat cakupan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 50 ayat (1),
dan Pasal 76 ayat (1).
KAP menentukan hasil pencermatan atas LPPDK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sikadeka.
Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.

Paragraf 4
Penerimaan

Pasal 95

KAP menerima LPPDK yang telah lengkap dan telah
ditandatangani oleh Peserta Pemilu.
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LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 76
ayat (1).

LPPDK yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima
penerimaan oleh KAP.

Pasal 96

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun
dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dari Peserta
Pemilu ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan
LPPDK Peserta Pemilu.
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan
LPPDK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada:
a. Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya; dan
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan  Bawaslu

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu
Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

Pasal 97
Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu dilakukan oleh
AP dengan bentuk perikatan audit Laporan Dana
Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam
kerangka Perikatan Asurans.
Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kepatuhan atas pelaporan Dana Kampanye
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai Dana Kampanye.
Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa opini patuh atau terdapat
ketidakpatuhan yang material atas salah satu Asersi
atau lebih.

Bagian Kedua
Seleksi Kantor Akuntan Publik

Pasal 98

KPU menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan di

setiap provinsi.

KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. membuat pernyataan tertulis diatas kertas
bermeterai cukup yang menyatakan bahwa rekan
yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan
Dana Kampanye Pemilu tidak berafiliasi secara
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langsung ataupun tidak langsung dengan Peserta
Pemilu dan/atau Tim Kampanye; dan
b. membuat pernyataan tertulis diatas kertas
bermeterai cukup yang menyatakan bahwa rekan
yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan
Dana Kampanye Pemilu bukan merupakan anggota
atau pengurus Partai Politik, atau pengurus Partai
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk dalam kategori jasa konsultan yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Biaya pelaksanaan kerja KAP untuk melakukan audit
Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja negara.
Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT
PERNYATAAN INDEPENDENSI KAP.
Ketentuan mengenai formulir CONTOH  SURAT
PERNYATAAN INDEPENDENSI KAP  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketiga
Perikatan Audit

Pasal 99

AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan

surat tugas dari KAP yang ditetapkan oleh KPU.

AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas

bermeterai cukup yang menyatakan:

a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak
langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon atau calon anggota DPR, DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan DPD;

b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik
dan/atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye
Pasangan Calon; dan

c. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.

AP dan ketua tim audit yang akan melakukan audit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang

telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Laporan Dana

Kampanye dari asosiasi profesi AP.

AP yang ditugaskan untuk melakukan audit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri

pertemuan atau sosialisasi Peraturan Komisi ini yang
diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota.
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AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT
PERNYATAAN INDEPENDENSI AP.

Ketentuan mengenai formulir CONTOH  SURAT
PERNYATAAN INDEPENDENSI AP sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye

Pasal 100

KAP wajib menyelesaikan audit paling lama 30 (tiga puluh)
Hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye
dari Peserta Pemilu.

(1)
(2)

(3)

Pasal 101

Peserta Pemilu wajib memberikan keterangan yang benar

dalam laporan Dana Kampanye Pemilu.

Peserta  Pemilu dalam  memberikan  keterangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. menyediakan semua catatan, dokumen, dan
keterangan yang diperlukan dengan tepat waktu;
dan

b. memberikan akses bagi auditor dan KAP.

Pemberian akses bagi auditor sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b berupa:

a. mendapatkan informasi mengenai pembukuan
penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye,
RKDK, bukti, dan dokumen pencatatan, serta data
lain yang berkaitan dengan penerimaan dan
pengeluaran Dana Kampanye;

b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan
identitas penyumbang;

c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila
dianggap perlu; dan

d. memperoleh surat representasi dari pihak yang di
audit.

Bagian Kelima
Penyampaian dan Pengumuman Hasil
Audit Laporan Dana Kampanye

Pasal 102

KAP menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye
kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya
Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

Hasil audit Dana Laporan Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan
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rangkuman kertas kerja audit wuntuk keperluan
pemeriksaan keuangan KPU.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat
tanda terima hasil audit Laporan Dana Kampanye yang
ditandatangani bersama dengan KAP.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
menuangkan hasil audit Laporan Dana Kampanye yang
disampaikan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ke dalam berita acara.

Pasal 103

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye
kepada Peserta Pemilu, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah
menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).

KPU mengumumkan hasil audit Laporan Dana
Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah
menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP
pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB VIII
TANGGAPAN MASYARAKAT

Pasal 104
Masyarakat dan pemantau Pemilu yang telah
terakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berperan serta
mengawasi pelaporan Dana Kampanye.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam bentuk laporan yang disampaikan secara
langsung kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota, dan/atau melalui laman resmi KPU
yang didalamnya menerangkan bahwa ada indikasi
terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
Pemilu.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan dengan menggunakan formulir MODEL-
TANGGAPAN MASYARAKAT DANA KAMPANYE sampai
dengan sebelum penyampaian hasil audit Laporan Dana
Kampanye dari KAP kepada KPU.
Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilampiri dengan:
a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;
b. bukti yang mendasari atau memperkuat
laporannya; dan
c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang
dilaporkan.
Dalam hal laporan disampaikan oleh kelompok, identitas
kependudukan yang disampaikan yaitu identitas
kependudukan pimpinan kelompok.
Ketentuan mengenai formulir MODEL-TANGGAPAN
MASYARAKAT DANA KAMPANYE sebagaimana dimaksud
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pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini.

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada KPU, dan dapat digunakan oleh
KAP sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye.

BAB IX
SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

Pasal 105

(1) Dalam pelaksanaan tahapan pelaporan Dana Kampanye,
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu
dan KAP dengan memanfaatkan teknologi informasi
berupa Sikadeka yang berpedoman pada Peraturan
Komisi ini.

(2) Peserta Pemilu menggunakan Sikadeka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun dan
menyampaikan Laporan Dana Kampanye.

(3) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sikadeka dalam
penerimaan Laporan Dana Kampanye, serta pelaksanaan
pengadaan KAP.

(4) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
Sikadeka dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye
dan penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye.

Pasal 106

(1) KPU membuka akses Sikadeka untuk Pasangan Calon
dan Partai Politik tingkat pusat yang telah mengajukan
surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada
KPU melalui Sikadeka.

(2) KPU Provinsi membuka akses Sikadeka untuk Calon
Anggota DPD yang telah mengajukan surat permohonan
pembukaan akses Sikadeka kepada KPU Provinsi melalui
Sikadeka.

(3) Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat
dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT
PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES  SIKADEKA
PESERTA PEMILU.

(4) Ketentuan mengenai formulir CONTOH  SURAT
PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES  SIKADEKA
PESERTA PEMILU sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(5 KPU dan KPU Provinsi mengirimkan persetujuan
permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada
Pasangan Calon, Partai Politik tingkat pusat, dan Calon
Anggota DPD melalui surat elektronik yang tercantum
pada surat permohonan pembukaan akses Sikadeka
dengan menggunakan formulir MODEL-PERSETUJUAN
AKSES SIKADEKA PESERTA PEMILU.

(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-PERSETUJUAN
AKSES SIKADEKA PESERTA PEMILU sebagaimana
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dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.

Pasal 107
KAP yang melakukan audit Laporan Dana Kampanye
mengajukan permohonan akses Sikadeka kepada KPU.
Permohonan akses Sikadeka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir
CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES
SIKADEKA KAP.
Ketentuan mengenai formulir CONTOH  SURAT
PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA KAP
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam
Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
KPU mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan
akses Sikadeka kepada KAP melalui surat elektronik
yang tercantum pada surat permohonan pembukaan
akses Sikadeka dengan menggunakan formulir MODEL-
PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA KAP.
Ketentuan mengenai formulir MODEL-PERSETUJUAN
AKSES SIKADEKA KAP sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini.

Pasal 108
KPU memberikan akses pembacaan data Laporan Dana
Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada:
Bawaslu;
Bawaslu Provinsi;
Bawaslu Kabupaten/Kota;
lembaga negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang  pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
e. lembaga negara yang berwenang dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang
ada pada Sikadeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan setelah ada pengajuan permohonan akses
Sikadeka kepada KPU.
KPU mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan
akses pembacaan data Sikadeka kepada:
Bawaslu;
Bawaslu Provinsi;
Bawaslu Kabupaten/Kota;
lembaga negara yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang  pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
e. lembaga negara yang berwenang dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi,
melalui surat elektronik yang tercantum pada surat
permohonan pembukaan akses pembacaan data
Sikadeka dengan menggunakan formulir MODEL-
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PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA PEMANGKU
KEPENTINGAN.

Ketentuan mengenai formulir MODEL-PERSETUJUAN
AKSES SIKADEKA PEMANGKU KEPENTINGAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 109
KPU mengumumkan informasi penerimaan dan
pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap hari secara berkala melalui laman KPU.

BAB X
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA

Pasal 110
Dalam hal terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua, KPU berkewajiban menyusun program
dan jadwal kegiatan tahapan Dana Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.
Ketentuan mengenai Dana Kampanye Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S5 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap Dana Kampanye Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden putaran kedua.

Pasal 111
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional
wajib menyampaikan LADK Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden putaran kedua.
Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye dimulai.
Ketentuan mengenai penyampaian LADK Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23, Pasal 24, dan Pasal 28 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penyampaian LADK Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden putaran kedua.

Pasal 112
Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan
usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan
Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
putaran kedua, harus melaporkan sumbangan tersebut
kepada KPU.
Laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam LPSDK.
LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan 1 (satu) Hari setelah penyampaian LADK
sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye
putaran kedua berakhir.
Ketentuan mengenai penyampaian LPSDK Pemilu
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Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 29 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penyampaian LPSDK Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

Pasal 113
Pasangan Calon wajib menyampaikan LPPDK Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua kepada KAP
yang ditunjuk oleh KPU.
Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan
suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran
kedua.
Ketentuan mengenai penyampaian LPPDK Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dan Pasal 30 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penyampaian LPPDK Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden putaran kedua.

Pasal 114

Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden putaran kedua dilaksanakan selama 15
(lima belas) Hari sejak KAP menerima Laporan Dana
Kampanye.

Ketentuan mengenai pelaksanaan audit Laporan Dana
Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan
Pasal 103 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

BAB XI
PEDOMAN TEKNIS

Pasal 115

KPU menetapkan pedoman teknis mengenai:

a.
b.
C.

pembukaan dan penutupan RKDK;
pelaporan Dana Kampanye; dan
audit Laporan Dana Kampanye,

dengan Keputusan KPU yang berpedoman pada peraturan
perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini.

BAB XII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 116
Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye dilarang
menerima sumbangan Dana Kampanye atau bantuan
lain untuk Kampanye yang bersumber dari:
a. pihak asing;
b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas
identitasnya;

www.peraturan.go.id



2023, No. 696

-58-

c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan
putusan pengadilan yang telah ~memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan
menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak
pidana; dan

d. pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah
desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan
lain.

Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye yang menerima

sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. dilarang menggunakan sumbangan Dana Kampanye
tersebut;

b. wajib melaporkannya kepada KPU; dan

c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara
paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa
Kampanye berakhir.

Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. warga negara asing;

b. pemerintah asing;

c. perusahaan asing yang didirikan di luar negeri
dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya
dimiliki asing;

d. perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya
dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima
puluh persen) dimiliki asing;

e. lembaga swadaya masyarakat asing; dan

f.  organisasi masyarakat asing.

Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas

identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi:

a. penyumbang yang menggunakan identitas orang
lain; dan

b. penyumbang yang menurut kewajaran dan
kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk
memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh
pelaksana Kampanye.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
yang mengatur mengenai pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta
tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan
narkotika.

Pasal 117

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan:

a.
b.

Tim Kampanye atau petugas Kampanye Peserta Pemilu;
pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau
pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta
Pemilu;

orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi
dengan Peserta Pemilu,;
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anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat
kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih
dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja
sehari-hari,

ke dalam struktur tim audit Dana Kampanye.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 118
Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu
tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK
kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan
dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta
Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan
LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai
sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu
tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi
berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon
terpilih.
Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan
LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 ayat (3), Calon Anggota DPD yang bersangkutan
dikenai sanksi administrasi berupa tidak ditetapkan
menjadi calon terpilih.

Pasal 119

Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan
usaha nonpemerintah yang memberikan Dana
Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34
ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2),
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan penerimaan
sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 120

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 47
ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 72 ayat
(1), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana
Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121
Apabila KAP yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dalam proses
pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi
yang benar mengenai persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), KPU membatalkan
penunjukan KAP yang bersangkutan.
Apabila KAP yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dalam proses
pelaksanaan audit diketahui melibatkan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, KPU
membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan.
KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berhak
mendapat pembayaran jasa.
KPU menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan
pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta
Pemilu yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Sanksi

Pasal 122

Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 118 sebagai berikut:

a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang
diberikan sanksi pembatalan; dan

b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, diputuskan dalam rapat pleno.

Sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi,

dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya.

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121

ditetapkan dengan Keputusan KPU.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun
2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974);

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175); dan

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.
HASYIM ASY’ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

JADWAL
NO. | PROGRAM /KEGIATAN AL AR
L. Pembukaan RKDK
a. Pasangan Calon Senin, 13 November Minggu, 26
2023 November 2023
b. Partai Politik Peserta
Pemilu
1) Partai Politik | Rabu, 14 Desember | Senin, 27 November
Peszerta Pemilu 2022 2023
yang ditetapkan
tanggal 14
Desember 2022
2} Partai Politik Jumat, 30 Senin, 27 November
Pezerta Pemilu Desember 2022 2023
yang ditetapkan
tanggal 30

Dezember 2022
c. Calon Anggota DPD Jumat, 3 November | Senin, 27 November

2023 2023
2. Penutupan REDEK
a. Pasangan Calon Jumat, 23 Februari | Sabtu, 1 Juni 2024
2024
b. Partai Politik Peserta | Jumat, 23 Februari | Rabu, 28 Februari
Pemilu 2024 2024
c. Calon Anggota DPD | Jumat, 23 Februari | Rabu, 28 Februari
2024 2024
3. Periode pembulkuan
LADK
a. Pasangan Calon Kamis, 16 Minggu, 26
November 2023 November 2023
b. Partai Politik Peserta
Pemilu
1] Partai Politilk Sabtu, 17 Sabtu, 6 Januari
Peserta Pemilu Desember 2022 2024
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JADWAL
NO. PROGRAM /KEGIATAN AWAL AKHIR
yang ditetapkan
tanggal 14
Desember 20232
2) Partai Politik Senin, 2 Januari Sabtu, 6 Januari
Peserta Pemilu 2023 2024
yvang ditetapkan
tanggal 30
Desember 2022
c. Calon Anggota DPD Senin, 6 November Sabtu, 6 Januari
2023 2024
4, Penyampaian LADK
a. Pasangan Calon Kamis, 16 Senin, 27 November
November 2023 2023
b. Partai Politik Peserta | Minggu, 7 Januari Minggu, 7 Januari
Pemilu 2024 2024
c. Calon Anggota DPD Minggu, 7 Januari Minggu, ¥ Januari
2024 2024
5. Perbaikan LADK
a. Pasangan Calon Jumat, 17 Sabtu, 2 Desember
November 2023 2023
b. Partai Politik Peserta Senin, 8 Januari Jumat, 12 Januari
Pemilu 2024 2024
c. Calon Anggota DPD Senin, 8 Januari Jumat, 12 Januari
2024 2024
0. Pengumuman LADK
a. Pasangan Calon Jumat, 17 Minggu, 3 Desember
November 2023 2023
b. Partai Politik Peserta Senin, 8 Januari Sabtu, 13 Januari
Pemilu 2024 2024
c. Calon Anggota DPD Senin, 8 Januari Sabtu, 13 Januari
2024 2024
7. Penyampaian LPSDK Selasa, 28 Minggu, 11 Februari
November 2023 2024
8. Periode pembukuan
LPPDK
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NO. PROGRAM /KEGIATAN AWAL AKHIR
a. Pasangan Calon Kamis, 16 Kamis, 22 Februari
November 2023 2024
b. Partai Politik Peserta
Pemilu
1) Partai Politik Sabtu, 17 Kamis, 22 Februari
Peserta Pemilu Desember 2022 2024
yang ditetapkan
tanggal 14
Desember 2022
2] Partai Politik Senin, 2 Januari Kamis, 22 Februari
Peserta Pemilu 2023 2024
yang ditetapkan
tanggal 30
Desember 2022
c. Calon Anggota DPD Senin, 6 November | Kamis, 22 Februari
2023 2024
9. Penyampaian Laporan | Jumat, 23 Februari | Kamis, 29 Februari
Dana Kampanye kepada 2024 2024
KAP
10. Audit Laporan Dana| Jumat, 23 Februari Jumat, 29 Maret
Kampanye 2024 2024
11. Penyampaian hasil Sabtu, 23 Maret Jumat, 29 Maret
audit dari KAP kepada 2024 2024
KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota
12. Penyampaian hasil | Minggu, 24 Maret | Jumat, 5 April 2024
audit kepada Peserta 2024
Pemilu
13. Pengumuman hasil | Minggu, 24 Maret Senin, § April 2024
audit 2024
TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILU DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN
PUTARAN KEDUA
1. Penutupan REDK Rabu, 3 Juli 2024 Rabu, 3 Juli 2024
2. Penyvampaian LADK Senin, 3 Juni 2024 | Senin, 3 Juni 2024
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JADWAL
NO. PROGRAM /KEGIATAN AWAL AKHIR
3. |Perbaikan LADK Selasa, 4 Juni 2024 | Sabtu, 8 Juni 2024
4. Pengumuman LADK Selasa, 4 Juni 2024 | Minggu, 9 Jum 2024
5. Penyampaian Laporan | Kamis, 4 Juli 2024 | Kamis, 4 Juli 2024
Dana Kampanye kepada
KAP
6. Audit Laporan Dana| Kamis, 4 Juli 2024 | Kamis, 18 Juli 2024
Kampanye
7 Penyampaian hasil audit | Kamis, 4 Juli 2024 | Kamis, 18 Juli 2024
dari KAP kepada KPU,
KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota _
8. Penyampaian hasil audit | Jumat, 5 Juli 2024 | Kamis, 25 Juli 2024
kepada Peserta Pemilu
9. Pengumuman hasil | Jumat, 5 Juli 2024 Minggu, 28 Juli
audit 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI
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LAMPIRAN 11

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK

NOMOR:

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik

Alamat Partai Politik

Nomor Keputusan Kepengurusan Partai
Politik yang termutakhir dimasing-
masing tingkatan

Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik
Nama Pimpinan Partai Politik

Alamat Pimpinan Partai Politik

Nomor  Telepon/Telepon  Genggam
Pimpinan Partai Politik (aktif)

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. kami tidak dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam
keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap;

3. sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti
berdasarkan putusan pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan/atau bertujuan menyvembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan scbenar-benarnya agar dapat
digunakan scbagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan dan nama lengkap

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK
PASANGAN CALON

SURAT PENGANTAR
PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

WOMORY :icninisisisiisnisisissssninissisissssninisissisnianss
Yth s (diisi nama Bank Umum yang dituju)
di-
Tempat

1. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dana Kampanye Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden berupa uang wajib ditempatkan pada rekening khusus
dana kampanye Pasangan Calon pada bank.

2. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

3. Berdasarkan Surat ... |diisi dengan nomor surat permohonan Pengantar
pembukaan RKDK dari Pasangan Calon) perihal Permohonan Pengantar
Pembukaan RKDK.

Dengan ini disampaikan bahwa:
Nama Calon Presiden
Mama Calon Wakil Presiden
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adalah peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Nama Ketua Tim Kampanye | i
tingkat Nasional
Nama Bendahara T 1 Tl Tae——

Kampanye tingkat Nasional

adalah Tim Kampanye tingkat nasional dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024,

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon agar dapat memfasilitasi
Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon dimaksud
dengan keterangan sebagai berikut:

Nama pada rekening : RKDK PILPRES ... dan ... (diisi dengan nama
Pasangan Calon)
Jenis rekening : Tabungan/Giro*
Penanda tangan rekening @ 1 Nama d L rnaeansa AR ARR AV xR RS Aas AR
NIK e BRI e o TR A RO T AP SRR
AlaMAL 3 iR R SR
JADARIY 1% ormerermmsnvonansrsesrsmsramyy
2 NAMEE Rt ieashsavss ke saRKRERARARS
NIK: 3 ciisssaanissimnmimnine
Al D omesvencousnosnensssrenssiRanaEn s
TRDRAN: 25 i irivesansasinannnsonssa

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

(Tanda tangan dan nama lengkap)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN IV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK
PASANGAN CALON

SURAT PERMOHONAN
PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOOY: 2:voveveraxavavavaxe
Perihal : Penutupan RKDK

G 4 1 TP (diisi nama Bank Umum yang dituju)
di-
Tempat

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
menyatakan bahwa Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional
wajib menutup RKDK pada bank umum.

2. Berkenaan dengan angka 1 di atas, Pasangan Calon.......... (diisi dengan
nama Pasangan Calon) merupakan:

D Pasangan Calon yang tidak masuk ke dalam Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua maka penutupan RKDK
pada bank umum dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa
kampanye putaran kedua.

D Pasangan Calon yang masuk ke dalam Kampanye Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden putaran kedua maka penutupan RKDK pada bank
umum dilakukan 1 (satu) Hari sebelum Pasangan Calon ditetapkan
sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional wajib menyampaikan
surat pernyataan dari Bank Umum kepada KPU 1 (satu) Hari setelah

menerima surat pernyataan penutupan dari bank umum.
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Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan permohonan penutupan
RKDK dengan rincian:

Nama Calon Presiden Ay S A L
Nama: Calon Waldl: Preafden: st iaiaiys
Nama Ketna Tin KRMPANYE:  $aaasasisisaisasisisssaaisssisssssdsdassiassssdadsasasadasasass
tingkat nasional

Nama: BenUatiare “THIIE sy sy sy sy sy Ay Ca U Sy A N A s A A T AN U AN AU
Kampanye tingkat nasional

Nama RKDK NS IR (diisi nama sesuai RKDK)
Nomor RKDK Pt sssasssass s D GBGGAN (diisi nomor RKDK)
Mohon berkenan kepada bank ....... (diisi dengan nama bank) untuk dapat

menutup RKDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana
tersebut diatas dan dapat diberikan surat pernyataan penutupan RKDK
dimaksud.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

........................ gesesssssstisssstcssssissssssasssstans

Calon Presiden /Wakil Presiden*® Ketua/Bendahara Tim Kampanye
Tingkat Nasional*

(Tanda tangan dan nama lengkap) (Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:
*Jpilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 158 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIE MODEL-LADK PASANGAN CALON

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

CALON

LOGO PASANGAN

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON
TIM KAMPANYE TINGEAT NASIONAL

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode

s/fd 2

NOMOR=>

AKTIVITASS

BENTUEK DANA KAMPANYE

UANG [Rp)

BARANG |Rp)s JASA [Rp)

Al

Penerimaan sebelum pericde
pembukuan®

A2

Penerimaan Sumbangan

L.

Pasangan Calon®

2.

Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik'®

Sumbangan Pihalk Lain
Perseorangan!!

Sumbangan Pihak Lain
Kelompok'?

Sumbangan Pihak Lain
Perusahaan danj/atau Badan
Usaha Nonpemerintah'

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBAMNGAN!4

Al

Penerimaan Lain-Lain

Bunga Bank®*

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-
LAIN:&

www.peraturan.go.id
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BENTUK DANA KAMPANYE
UANG [Rp) BARANG (Rp)' JASA [Rp)

NOMOR:> AKTIVITASs

A4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian

1. Penerimaan Barang  Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye 17

b

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye 18

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN'"

TOTAL PENERIMAAN™

B Pengeluaran sebelum periode
pembukuan®!

B.1 Pengeluaran

Rapat Umum?*?

k2

Pertemuan Terbatas®

Perternuan Tatap Muka®*
Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, Media
Sosial, dam Media Dalam
Jaringan?®

Pembuatan Bahan/Design

B b

g

dan/atau Alat Peraga
Kampanye*

6. Penyebaran Bahan Kampanye
Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga

Kampanye®™

Kegiatan Lain wyang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan?#

a. Pengeluaran Lain-lain

Administrasi Bank>

-]

Pembelian Kendaraan®

Pembelian Peralatan®?

Ble|e

Pembayaran Utang
Pembelian Barang 32

e. Pengeluaran Lain™

TOTAL PENGELUARAN

www.peraturan.go.id
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BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR> AKTIVITASA —
UANG [Rp)* BARANG (Rp)® JASA [Rp)°
C. Utang
1. Utang Pembelian Barang »*
D. Saldo
1 Kas di Rekening Khusus Dana
’ Kampanye™®
2. Kas di Bendaharas"
Barang*®
CALON PRESIDEN CALON WAKIL PRESIDEN:0
tid. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE TINGEAT NASIONAL®! BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGEAT NASIONAL*?
tid. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

Diisi nama Calon Presiden dan 'Wakil Presiden.

Diisi dengan periode pembukuan LADK.

Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.

Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon,

gerta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon.

6. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan cleh Pasangan
Calon, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon yang telah dikonversi ke
dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

7. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

8. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yvang diterima
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum periode pembukuan
LADK. Nilai penerimasn Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama
dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nilai sumbangan

Lo L bd =
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Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pasangan Calon pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung
Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik atau
Gabungan Partai Polittk pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perscorangan. Nilai sumbangan
Perscorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak
Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah. Nilai sumbangan Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah pada FORMULIR
2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LADK.

15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.

16. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.

17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka secbagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

19. Diisi dengan jumlah dari pencrimaan barang hasil pembelian dalam bentuk
barang.

20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah
penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam
bentuk uang, barang, dan jasa.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang
dikeluarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum periode
pembukuan LADK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa
sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

www.peraturan.go.id
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Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa clektronik, media
sosial, dan media dalam jaringan.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat
peraga Kampanye vang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
vang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain scperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musikj, kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye
melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening
Khusus Dana Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
metode utang.

Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.

Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.

Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rckening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.

Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada sclain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.

Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan
Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.

Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.
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B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGD PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MNAMA PASANGAN CALON __ :

TIM KEAMPANYE TINGEAT NASIONAL

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode sfd 2
BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR= SUMBER DANA KAMPANYE+ - - .
UANG [Ep)* BARANG [Rp)’ JASA [Rp)
1. Pasangan Calon ®
a. Nama Calon Presiden®
b. Nama Calon Wakil Presidenss
Jumlah®
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
a. MNama Partai Politik '™
b. Dat "™
Jumlah®
3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan'?
a. Nama Penyumbang: ..........12=
Tempat Tanggal Lahir dan Umur
Penyumbang: ..........13®
Alamat Penyumbang: .........."2
Nomor Telepon / Telepon genggam
Penmyumbang (aktif): ..........12
Nomor Induk Kependudukan: ... '
Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang
[apabila ada): .........."*
b. Dat. 12
Jumlah®?
4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok+
a. MNama Kelompok: ........ .19
Alamat Kelompobo: .. -
Nomor Akta Pendirian Kelompok:
SR 1%
Nomor Keputusan Pengesahan Badan
Hukum: .........."
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NOMOR=

SUMBER DANA KAMPANYES

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp)®

BARANG [Rp)’ JASA (Rp)

Nomor Induk Kependudukan Pimpinan
Kelompok ...._.....1%

Nomor Telepon [ Telepon Genggam

Kelompobk: ...

Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau
Pimpinan Kelompok: ..........1%

Nama Pimpinan Kelompok: .........."%

Alamat Pimpinan Kelompok: ..........1%

b. Dst '

Jumlah!

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau

Badan Usaha Nonpemerintaht

a. Nama Perusahaan danfatau Badan
Usaha Nonpemerintah: _........ 16«

Alamat Perusahaan danfatau Badan
Usaha Nonpemerintah: .......... "5
Nomor akta pendirian Perusahaan

dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nama direksi atau pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Alamat

direksi atau pimpinan
Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah: ...._....."

Nomor teleponftelepon gengegam direksi

atau pimpinan Perusahaan danfatau

Badan Usaha Nonpemerintah: .........."

Nama Pemegang saham mayoritas:

Alamat Pemegang saham mayoritas:

Keterangan tentang status perusahaan
atau badan wusaha nonpemerintah:

b. Dast, 15

Jumlah'?

TOTAL FENERIMAAN SUMBANGAN™
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KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL=2!

-78-
CALON PRESIDEN"™ CALON WAKIL PRESIDEN*
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun olch Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

g i

o

10.

11.

12.

Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Diisi dengan periode pembukuan LADK.

Diisi dengan nomor.

Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima olch

Pasangan Calon.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima olch

Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga

pasar.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan

Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari

harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

a. Diisi dengan nama Calon Presiden.

b. Diisi dengan nama Calon Wakil Presiden.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima

dari Pasangan Calon.

Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari

keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

a. Diisi dengan nama Partai Politik.

b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya {apabila ada).

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima

dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari

pihak lain perscorangan dan diisi sesual identitas penyumbang perscorangan:

Diisi dengan nama penyumbang.

Diisi dengan tanggal lahir dan umur penyumbang.

Diisi dengan alamat penyumbang.

Diisi dengan nomor telepon/telcpon genggam penyumbang yang dapat

dihubungi (aktif).

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).

g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perscorangan lainnya (apabila
ada).

ap e

ol
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Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yvang diterima
dari pihak lain perscorangan.
Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi scsuai identitas penyumbang kelompok:
a. Diisi dengan nama kelompok.

b. Diisi dengan alamat kelompolk.

c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian kelompok.

d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.

e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pimpinan kelompok.

f. Diisi dengan nomor telepon)/telepon genggam kelompok yang dapat
dihubungi {aktf).

g- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.

h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.

i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.

J- Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya {apabila
ada).

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang

diterima dari pihak lain kelompok.

Penerimaan dalam bentuk uwang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan

pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas

perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah:

a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah

. Diisi dengan alamat perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah.

c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

f. Diisi dengan alamat dircksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

g- Diisi dengan momor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan
perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi
(alktif].

h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.

i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.

j- Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha
nonpemerintah.

k. Diisi dengan identitas perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah
lainnya [apabila ada).

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang

diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang

bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik danfatau Gabungan FPartai

Politik/Pihak lain perseorangan/Fihak lain kelompok/perusahaan dan/atan

badan usaha nonpemerintah.

Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan

Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

Ditandatangani cleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye

Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

Ditandatangani olch Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.

Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.
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F. FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON

TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI /KABUPATEN /KOTA™) :

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PFENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Periode sfd '

Nama Ketua Tim Kampanye i 4
Nama Bendahara Tim Kampanye
Nomor Rekening I &
Nomor Induk Kependudulkan H dan

Nomor Pokok Wajib Pajak : dan o

BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR® AKTIVITAS®
UANG (Rp)' BARANG [Rp)= JASA [Rp)

Penerimaan scbelum periode

Al
pembukuan™

A2 Penerimaan Sumbangan

1. Pasangan Calon dan Tim
Kampanye Tingkat Nasional 15

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN!®

A3 Penerimaan Barang Hasil Pembelian

Penerimaan Barang Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '7

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN:#

TOTAL PFENERIMAAMN!Y

Pengeluaran sebelum pericde
pembukuan®™

B.l Pengeluaran

L Rapat Umum?!

Pertemuan Terbatas:

Pertemuan Tatap Muka®?
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BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR® AKTIVITAS!@ — - -
UANG (Rp)"! BARANG [Rp)'? JASA (Rp)*2
4. Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, Media
Sosial, dan Media Dalam
Jaringan24
5. Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye2®
6. Penyebaran Bahan Kampanye
Kepada Umum dan/atau
PCMAasangan Alat Peraga
Kampanye"
T. Kegiatan Lain yang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan®”
8. Pengeluaran Lain-lain
a. Administrasi Bank™
b. Pembelian Kendaraan?®
c. Pembelian Peralatan™
d. Pengeluaran Lain®!
TOTAL PENGELUARAN>2
C Saldo
1. Kag™
3. Barang®+
KETUA TIM KAMPANYE BENDAHARA TIM KAMPANYE
PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA®)........ = PROVINSI/KABUPATEN /KOTA®)........ .
ted. tid.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat
Provinsi/ Kabupaten/Kota

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Diisi nama Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.

www.peraturan.go.id



10.

11.

12.

13.

14.

13.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

232,

23.

- 2023, No. 696

99-

Diisi dengan Nama Ketua Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai
tingkatan.

Diiai dengan Nama Bendahara Tim Kampanye Provinsif Kabupaten /Kota sesuai
tingkatan.

Diisi dengan rekening yang digunakan untuk menerima penyampaian dana
dalam bentuk uang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan /atau
Tim Kampanye Provinsif Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Ketua Kampanye dan Bendahara Tim
Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

Diisi dengan Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Ketua dan Bendahara Tim
Kampanye Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
Diisi dengan uraian aktivitas pencrimaan dan pengeluaran Tim Kampanve
Provinsif Kabupaten {Kota sesuai tingkatan.

Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan cleh Tim Kampanye
Provinsif Kabupaten /Kota sesuai tingkatan.

Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanve
ProvinsifKabupaten /[Kota sesuai tingkatan yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah jasa vang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanve
Provinsi/Kabupaten /Kota sesuai tingkatan sesuai tingkatan yang telah
dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yvang diterima
Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sebelum periode
pembukuan LADE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/ jasa
yang berasal dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional.

Diiai dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LADK.

Diisi dengan jumlah barang yvang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Tim Kampanye
Provinsif Kabupaten/Kota sesuai tingkatan vang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diiai dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang hasil pembelian pada
periode LADE.

Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah
Penerimaan jumlah barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan
jasa.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang
dikeluarkan Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sebelum
periode pembukuan LADE.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biayva sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copyy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biayva sewa gedung/ruangan, cctak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
pertemuan  tatap muka antara lain biaya sewa godung/ruangan, cctak
undangan, fote copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertervian tatap mules.
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24, Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya
pembuatan produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media
sogial, dan media dalam jaringan.

25. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya
pembuatan bahan /design dan/atau alat peraga Kampanye.

26. Diiai dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uwang untuk bisya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/ataua alat
peraga Kampanye yang disebarkan yvang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

27. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
vang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial [bazar, domor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanyve
melalui media sosial.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.

32. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.

33. Diisi dengan jumlah saldo uang per tanggal penutupan periode LADE.

34. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai

dengan harga pasar.

335. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai
tingkatan.

36. Ditandatangani oleh Bendaharas Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota
sesuai tingkatan.

*Pilih salah satu
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G. FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON !
TIM KAMPANYE TINGEKAT NASIONAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWARB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
FERIODE ____5/D____ =

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Nomor Induk Kependudukan I
Jabatan : Calon Presiden

2. MNama
Alamat
Nomor Induk Kependudukan I
Jabatan :  Calon Wakil Presiden

3. Nama
Alamat
Nomor Induk Kependudukan I
Jabatan : Ketua Tim Kampanye tingkat Masional

4. Nama
Alamat
Nomor Induk Kependudukan I
Jabatan : Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode tanggal
sampai a

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

a. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden.

b bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2023 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. bahwa scluruh penerimaan dan pengeluaran vang dilakukan sclama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
vang sebenarnya.
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d. bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran yang
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

e. bahwa Dana Kampanye vang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada
transaksi pengeluaran yang dilakukan.

f. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya,

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON PRESIDEN* CALON WAKIL PRESIDEN*
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL® _BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL?

ttd. ttd.
-Nama Lengkap- ~Nama Lengkap-
Keterangan;
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat
Nasional:

1.  Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanyve

3.  Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.

4.  Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim
Kampanye tingkat Nasional.

5. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan
Tim Kampanye tingkat Nasional.

6.  Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional,

(8 Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.

by Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN VI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LPSDK PERSEORANGAN

LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PIHAK LAIN PERSEORANGAN

NOMOR:

Pada hari _ tanggal yvang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Tempat /tanggal lahir

Umur

Alamat

Nomor telepon /telepon
genggam (aktif)

Nomor Induk Kependudukan
Nomor Pokok Wajib Pajak
(apabila ada)

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dcngan ini menyatakan bahwa:

. saya tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. saya tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yvang telah terbukti
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian saya sampaikan semua informasi tersebut di atas dan saya buat dengan
sebenar-benarnya agar dapat disampaikan kepada KPU.

Yang mcmbuat pernyataan,

Tanda tangan dan nama lengkap

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
td.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN VII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIE MODEL-LPSDK KELOMPOK

LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PIHAK LAIN KELOMPOK

NOMOR:

Pada hari tanggal vang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok

Alamat Kelompolk

Nomaor Akta Pendirian
Kelompaolk

Nomor Keputusan
Pengesahan Badan Hulum
Momor Induk Kependudukan
pimpinan kelompok

Momor Telepon/Telepon
Gengpam (altif)

Nomor Pokok Wajib Pajak
Kelompok atau Pimpinan
Kelompaok

Mama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompolk
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. kami tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempeéeroleh keluatan hulum tetap;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh keluatan hulbum tetap dan/atan
bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;

4. sumbangan bersifat tidak mengikat; dan

3. tidak bersumber dar pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi
ktmasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Organisasi Kemasyarakatan.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan

Huloum dar Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hulum
dan hak asasi manusia.
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Demikian kami sampaikan semua informasi tersebut di atas dan kami buat dengan
sebenar-benarnya agar dapat disampaikan kepada KPU.

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan dan nama lengkap

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY’ARI
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LAMPIRAN VIII

FPERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LPSDK PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA
NONPEMERINTAH

LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PIHAK LAIN PERUSAHAAN DAN/ATAU BADAN USAHA NONPEMERINTAH

NOMOR:

Pada hari tanggal vang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah

Alamat Perusahaan dan fatau Badan Usaha
Nonpemerintah

Nomor  Akta  pendirian  Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
Nama Direksi atau Pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
Alamat Direksi atau Pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
Nomor Telepon/Telepon Genggam Direlsi
atau Pimpinan Perusahaan dan/atau
Badan Usaha Nonpemerintah (alktif)

Nama Pemegang Saham Mayoritas

Alamat Pemegang Saham Mayoritas

Keterangan tentang status Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. kami tidak dalam keadaan menunggak pajal:

2. kami tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh keluatan hukum tetap;

3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kelmatan hulbum tetap dan/atan
bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengilat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Perusahaan atau Badan
Usaha.
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Demikian kami sampaikan semua informasi tersebut di atas dan kami buat dengan
sebenar-benarnya agar dapat disampaikan kepada KPU.

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan dan nama lengkap

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY’ARI
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LAMPIRAN IX

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 158 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LPPDK PASANGAN CALON

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MNAMA PASANGAN CALON 1

TIM KAMPANYE TINGEAT NASIONAL

LAPORAN FENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode sfd 2

BENTUEK DANA KAMPANYE

NOMOR: ARTIVITAS? UANG (Rp)* BARANG (Rp)® JASA [Rp)”
Al Penerimaan sebelum periode
pembukuan®
A2 Penerimaan Sumbangan

L. Pasangan Calon *

2 Partai Politik atau Gabungan
Partai Politil'o

3. Sumbangan Pihak Lain
Perscorangan''

4. Sumbangan Pihak Lain
Kelompok'?

5. Sumbangan Pihalk Lain

Perusahaan danj/atau Badan
Usaha Nonpemerintah 2
JUMLAH PENERIMAAN
SUMBAMNGAN:!4

A3 Penerimaan Lain-Lain

L. Bunga Bank®*
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BENTUK DANA KAMPANYE
UANG (Rp)’ BARANG (Rp)' JASA [Rpf

NOMOR:> AKTIVITASs

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-

LAIN™
A4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian
1. Penerimaan Barang  Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga

Kampanye 17

b3

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye 18

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN'™

TOTAL FENERIMAAN

B Pengeluaran sebelum periode
pembukuanz!

B.1 Pengeluaran

Rapat Umum?22

b

Pertemuan Terbatas™

Pertemuan Tatap Muka24

Sl

Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, Media
Sosial, damn Media Dalam
Jaringan?

gn

Pembuatan Bahan/Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye®

6. Penyebaran Bahan Kampanye
Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga
Kampanye®™

Kegiatan Lain yang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan?#

a. Pengeluaran Lain-lain

Administrasi Bank™

a.
b. Pembelian Kendaraan®

c. Pembelian Peralatan®!

d. Pembayaran Utang
Pembelian Barang 32
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NOMOR= AKTIVITASs

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rpf*

BARANG (Rp)® JASA [Rpf

e. Pengeluaran Lain™

TOTAL PENGELUARAN™

C. Utang
1. Utang Pembelian Barang *
D. Saldo
; Kas di Rekening Khusus Dana
’ Kampanye3t

Kas di Bendahara™™

Barang*®

CALON PRESIDEN™
ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE TINGEAT NASIONAL+:

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

CALON WAKIL FRESIDEN*
td.
-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGEAT NASIONAL+=2

ttd.
-Nama Lengkap-

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

LN o= L oba

Diiai nama Calon Presiden dan Walkil Presiden.
Diisi dengan periode pembukuan LPPDE.
Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
Diiai dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
Diisi dengan jumlah wang vang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon,

serta jumlah utang dan saldo uwang Pasangan Calon.

6. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan
Calon, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon yvang telah dikonversi ke
dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

7. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu yang telah dikonwversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga

pasar.

8. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum periode pembukuan
LPPDK. Nilai penerimaan Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama
dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon pada FORMULIRE 5 LAPORAN
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18.

19.

20.

21.

22.
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AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nilai sumbangan
Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pasangan Calon pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung
Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik atau
Gabungan Partai Polittk pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perscorangan. Nilai sumbangan
Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak
Lain Perscorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah. Nilai sumbangan Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah pada FORMULIR
2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.

Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.

Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.

Diisi dengan jumlah barang vang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon
yvang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka scbagai hasil pembelian
barang metode utang olch Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk
barang.

Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah
penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam
bentuk uang, barang, dan jasa.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang
dikeluarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum periode
pembukuan LPPDK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon  berupa
uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon pada
FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
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alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biava sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

24, Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
pertemuan  tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, octak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertenmuan tatap muka.

25. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya
pembuatan/ produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media
gosial, dan media dalam jaringan.

26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uwang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat
peraga Kampanye yvang discbarkan vang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun], dan Kampanye
melalui media sosial.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening
Khusus Dana Kampanye.

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

32. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
metode utang.

33. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.

34. Diisi dengan total pengeluaran wang, barang, dan jasa.

35. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang vang belum dilunasi.

36. Diisi dengan jumlah saldo uwang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LEPDE.

37. Diisi dengan jumlah saldo uang vang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDE.

38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

39. Ditandatangani olch Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan
Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

40. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanve
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

41. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tinglat Nasional.

42. Ditandatangani olch Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.
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B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGD PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MNAMA PASANGAN CALON __ :

TIM KEAMPANYE TINGEAT NASIONAL

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode s,/d -'

2023, No. 696

NOMOR=

BENTUK DANA KAMPANYE
SUMBER DANA KAMPANYE®

UANG [Rp)® | BARANG [Rp)’ JASA (Rp)

1.

Pasangan Calon ®

a. MNama Calon Presiden®

b. MNama Calon Wakil Presidenst

Jumlah*

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik!o

a. Mama Partai Politik "

b. Dat. "™

Jumlaht!

Sumbangan Pihak Lain Persecrangan'?

a. Nama Penyumbang: ......._.. 13

Tempat Tanggal Lahir dan Umur
Penyumbang: ......... 13

Alamat Penyumbang: ..........'%

Nomor Telepon [ telepon EcngEam
Penyumbang (aktif]): ..........12

Nomor Induk Kependudukan: ... 12

Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang
|apabila ada): ..........""H

b. Dst. 128

Jumlah'?

Sumbangan Pihak Lain Kelompok!#

a. Nama Kelompok: ..........19a

Alamat Kelompolk: ...

Momor Akta Pendirian Kelompok:

Nomor Keputusan Pengesahan Badan

Hukum: .........."%
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NOMOR=>

SUMBER DANA KAMPANYES

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp)®

BARANG [Rp)’ JASA (Rp)

Momor Induk Kependudukan Pimpinan
Kelompok .......... Ls

Nomaor
Kelompok: .........."

Telepon [ Telepon

Gengegam

Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau
Pimpinan Kelompok: ..........1%

Nama Pimpinan Kelompok: ......... 1%

Alamat Pimpinan Kelompok: ...t

b. Dast. 4

Jumlah!

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan danjatau

Badan Usaha Nonpemerintahs

Nama Perusahaan danfatan Badan

Usaha Nonpemerintah: ......_.. .16

a.

Alamat Perusahaan
Usaha Nonpemerintah: .........

dan/atau Badan
16h

Nomor akta pendirian  Perusahaan

dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:
LBd

Nama direksi atau pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Alamat direksi atau
Perusahaan dan/fatau Badan

Nonpemerintah: ..........'"™

pimpinan
Usaha

Nomor Telepon/telepon genggam direksi
atau pimpinan Perusahaan danj/atan
Badan Usaha Nonpemerintah: ... .15

Nama Pemegang saham mayoritas:
-

Alamat Pemegang saham mayoritas:

Keterangan tentang status perusshaan
atau badan wusaha nonpemerintah:

Jumlah'?

TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN'
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CALON PRESIDEN*" CALON WAKIL PRESIDEN*
td. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL2: BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL=2
td. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun olch Pasangan Calon Tim Kampanye Tingkat Nasional
Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
Diisi dengan nomor.
Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima olch
Pasangan Calon.
Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima olch
Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.
7. Diisidengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan
Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
a. Diisi dengan nama Calon Presiden.
b. Diisi dengan nama Calon Wakil Presiden.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Pasangan Calon.
10. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
a. Diisi dengan nama Partai Politik.
b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya {apabila ada).
11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perscorangan dan diisi sesual identitas penyumbang perscorangan:
Diisi dengan nama penyumbang.
Diisi dengan tanggal lahir dan umur penyumbang.
Diisi dengan alamat penyumbang.
Diisi dengan nomor telepon/telcpon genggam penyumbang yang dapat
dihubungi (aktif).
Diisi dengan nomor induk kependudukan penyumbang.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain persecorangan lainnya (apabila
ada).

g i

o

ap e

ol
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13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yvang diterima
dari pihak lain perscorangan.
14, Penerimaan dalam bentuk uwang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi scsuai identitas penyumbang kelompok:
a. Diisi dengan nama kelompok.

b. Diisi dengan alamat kelompolk.

c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian kelompok.

d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.

e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pimpinan kelompok.

f. Diisi dengan nomor telepon)/telepon genggam kelompok yang dapat
dihubungi {aktf).

g- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.

h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.

i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.
J- Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya {apabila
ada).

15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok.

16. Penerimaan dalam bentuk uwang/barang/fjasa yang berasal dari sumbangan
pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas
perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah:

a. Diisi dengan nama perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah.

. Diisi dengan alamat perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah.

c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

f. diisi dengan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

g- Diisi dengan momor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan
perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi
(alktif].

h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.

i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.

j- Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha
nonpemerintah.

k. Diisi dengan identitas perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah
lainnya [apabila ada).

17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

18. Diisi dengan total keseluruhan penerimasan sumbangan uang/barang/jasa yvang
bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik danfatau Gabungan FPartai
Politik/Pihak lain perseorangan/Fihak lain kelompok/perusahaan dan/atan
badan usaha nonpemerintah.

19. Ditandatangani olch Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan
Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

21. Ditandatangani olch Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.

22, Ditandatangani olch Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.
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PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

LOGO PASANGAN

CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MNAMA PASANGAN CALON
TIM KAMPANYE TINGEAT PROVINSI /KABUPATEN fKOTA™) 2

LAPORAN FENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PENCATATAN PFENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Nama Ketua Tim Kampanye

Nama Bendahara Tim Kampanye
Nomor Eekening

Nomor Induk Kependudukan
Nomor Pokok Wajib Pajak

Periode sfd

dan

dan

NOMOR=

AKTIVITAS!2

BENTUE DANA KAMPANYE

UANG [Rp)®

BARANG [Rp)!2 JASA (Rpj=

Al

Penerimaan sebelum periode
pembukuan™

A2

Penerimaan Sumbangan

1.

Pasangan Calon dan Tim
Kampanye Tingkat Nasional 1=

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBAMNGAN!®

Al

Penerimaan Barang Hasil Pembelian

Penerimaan Barang Hasil
Permnbuatan Bahan fDesign
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '™

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN:#

TOTAL FENERIMAAN

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan®

Pengeluaran

Rapat Umum?2?

Pertemuan Terbatas™

Pertemuan Tatap Muka22

Sl

Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
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BENTUK DANA KAMPANYE
UANG (Rp)* BARANG [Rp)* JASA [Rp)*™

NOMOR? AKTIVITAS!2

Massa Elektronik, Media
Sosial, dan Media dalam
Jaringan=+

a. Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye®*

6. Penyebaran Bahan Kampanye
Kepada Umum dan/atau
pPCmMASangan Alat Peraga
Kampanye"

T. Kegiatan Lain vyang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan??

Pengeluaran Lain-lain

5]

Administrasi Bank®

Pembelian Kendaraan?@

kal

7

Pembelian Peralatan™

Pengeluaran Lain?!

TOTAL PENGELUARAN>z

C Saldo

I | Kas™

3. Barang®

KETUA TIM KAMPANYE BENDAHARA TIM KAMPANYE
PROVINSI/KABUPATEN /KOTAY)........ 22 PROVINSI/KABUPATEN fKOTA")........ 8
ted. ) ttd.

-Nama Lengkap- , -Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Tim Kampanye Pasangan Calon di Tingkat
Provinsi f Kabupaten/Kota

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Diisi nama Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDE.

4. Diisi dengan Nama Ketua Tim Kampanye Provinsif/Kabupaten/Kota sesuai

tingkatan.

www.peraturan.go.id
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5. Diisi dengan Nama Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten /Kota sesuai
tingkatan.

6. Diisi dengan rekening yang digunakan untuk menerima penyampaian dana
dalam bentuk uang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau
Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

7. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Ketua Kampanye dan Bendahara Tim
Kampanye Provinsi/Kabupaten /Kota sesuai tingkatan.

8. Diisi dengan Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Ketua dan Bendahara Tim
Kampanye Provinsi/Kabupaten /Kota sesuai tingkatan.

9. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

10. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Tim Kampanye
Provinsi/Kabupaten /Kota sesuai tingkatan,

11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan olch Tim Kampanye
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan olch Tim Kampanye
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan olech Tim Kampanye
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sesuai tingkatan yang telah
dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

14. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuail tingkatan sebelum periode
pembukuan LPPDK.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

16. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.

17. Diisi dengan jumlah barang vang diterima sebagai hasil pembelian bahan /design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Tim Kampanye
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

18. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang hasil pembelian pada
periode LPPDK.

19. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah
penerimaan jumlah barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan

asa.

20. JDiiai dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang
dikeluarkan Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten /Kota sesuai tingkatan sebelum
periode pembukuan LPPDK.

21. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media
sosial, dan media dalam jaringan.
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Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat
peraga Kampanye yang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
vang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye
melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.

Diisi dengan jumlah saldo uang per tanggal penutupan periode LPPDK.

Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

Ditandatangani olch Ketua Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai
tingkatan.

Ditandatangani olch Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota
sesuai tingkatan.

Pilih salah satu
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G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
ASERSI ATAS LAPORAN FENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama
Alamat
Nomor [Induk Kependudukan
Jabatan Calon Presiden
2. Nama
Alamat
Nomor Induk Kependudukan
Jabatan Calon Wakdl Presiden
3. Nama
Alamat
Nomor [nduk Kependudukan
Jabatan Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional
4. Nama
Alamat
Nomor [Induk Kependudukan
Jabatan Bendahara Tim Kampanye tingkat
Nasional
Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum, sebagai berikoat:
PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 3
A. | Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)]

Pembukaan

Bank Umum atas

a. Kami membuka RKDK pada | Pasal 11 ayat (1) dan

nama | ayat (2} Peraturan

Pasangan Calon dan terpisah | Komisi Pemilihan
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PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
dari rekening pribadi Pasangan | Umum tentang Dana
Calon. Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
b. Kami membuka RKDK pada|Pasal 11 ayat (3)
Bank Umum sejak Pasangan | Peraturan Komisi
Calon ditetapkan sebagai Peserta | Pemilihan Umum
Pemilu sampai dengan 1 (satu) | tentang Dana
Hari  sebelum  penyampaian | Kampanye Pemilihan
LADK. Umum  Nomor 18
Tahun 2023
c. Kami membuka dan melaporkan | Pasal 11 ayat (8)
hanya 1 (satu) nomor RKDK | Peraturan Komisi
kepada KPU. Pemilihan Umum
tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum  MNomor 18
Tahun 2023
2. Pengelolaan Kami menempathkan penermaan | Pasal 10 ayat (2)
Dana Kampanye wang berbentuk | Peraturan Komasi
uang pada RKDK terlebih dahulu | Pemilihan Umum
sebelum digunakan untuk kegiatan | tentang Dana
Kampanye Pemilu. Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
a. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada Bank | Pasal 13 ayat (1)
Umum paling lambat 1 (satu) | Peraturan Komisi
Hari sebelum masa kampanye | Pemilihan Umum
putaran kedua. tentang Dana

Kampanye Pemilihan
Umum  MNomor 18

b. Kami menvampaikan  surat

pernyvataan penutupan rekening
khusus dana kampanye dari
bank umum kepada KPU, 1
{satu] Har setelah menerima
surat pernyataan dari Bank
Umum.

Tahun 2023

Pasal 13 ayat ([6)
Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
tentang Dana

Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
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PATUH/

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

B. | Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. | Muatan Kami menyusun LADK yang|Pasal 23 ayat (1)

Informasi memuat informasi: Peraturan Komisi

a. RKDK; Pemilihan Umum

b. saldo awal RKDK atau saldo | tentang Dana
pembukaan dan sumber | Kampanye Pemilihan
perolehan; Umum Nomor 18

c. saldo awal pembukuan yang | Tahun 2023
merupakan sisa saldo hasil
peneérimaan sumbangan dan
pengeluaran  untuk kegiatan
Kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukuan;

d. catatan peénerimaan dan
pengeluaran Pasangan Calon
termasuk sebelum pembukaan
RKDK;

e. nomor pokok wajib pajak
masing-masing Pasangan
Calon; dan

f. bukti penerimaan dan
pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2. | Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan | Pasal 23 ayat (2)
Periode  pembukuan  yang | Peraturan Komisi
dimulai sejak 3 (tiga) Hari | Pemilihan Umum
setelah Pasangan Calon | tentang Dana
ditetapkan sebagai Peserta | Kampanye Pemilihan
Pemilu dan ditutup 1 (satu) | Umum Nomor 18
Hari sebelum penyampaian | Tahun 2023
LADK.

b. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 18 ayat (3)
terpisah  dari  pembukuan | Peraturan Komisi
keuangan pribadi Pasangan | Pemilihan Umum
Calon/pengurus /personel Tim | tentang Dana
Kampanye tingkat nasional, | Kampanye Pemilihan
tingkat provinsi, dan/atau | Umum  Nomor 18
tingkat kabupaten /kota. Tahun 2023

c. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 18 ayat (4)
mencakup informasi tentang | Peraturan Komisi
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PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
bentuk dan jumlah penenmaan | Pemilihan Umum
dan pengeluaran disertai buldti | tentang Dana
penerimaan dan pengeluaran | Kampanye Pemilihan
yang dapat | Umum  Nomor 18
dipertangpungjawablcan. Tahun 2023
. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 18 ayat (3)
menjadi tanggung jawab | Peraturan Komisi
Pasangan Calon. Pemilihan Umum
tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
3. | Penyampaian . Kami menyampaikan LADK | Pasal 28 ayat (4]
Laporan kepada KPU dengan | Peraturan Komisi
mengirimkan data dan | Pemilihan Umum
dokumen LADK yang diunggah | tentang Dana
melalui Sikadela; Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
. Kami meényampaikan LADK 14 | Pasal 28 ayat (3)
paling lama (empat belas) Hari | Peraturan Komisi
setelah Pasangan Calon | Pemilihan Umum
ditetapkan sebagai Peserta | tentang Dana
Pemilu, paling lambat pubul | Kampanye Pemilihan
23.59 waktu setempat; Umum  Nomor 18
Tahun 2023
. Apabila terdapat perbaikan, | Pasal 28 ayat (8)
maka kami menyampaikan | Peraturan Komisi
LADK perbaikan kepada KPU | Pemilihan Umum
melahu Sikadeka paling lambat | téntang Dana
5 (lima) Han sejak meneérima | Kampanye Pemilihan
tanda pengembalian dan berita | Umum  Nomor 18
acara hasil pencermatan dari | Tahun 2023
KPU, paling lambat pubul 23.59
waktu setempat.
4. | Kelengkapan (a. Kami menyampaikan LADK

secara lengkap yang terdin atas:
1) FORMULIRE 1 LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;
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MNO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

FPERATURAN TERKAIT | TIDAK

PATUH/

PATUH

3

=

b= ]

2) FORMULIR 2 DAFTAR
PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIE 3 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE;
4) FORMULIR 4 DAFTAR
PERSEDIAAN BARANG

DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN
AKTIVITAS  PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

6) FORMULIE & LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN,;

7) FORMULIR 7 SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran
Rekening Khusus Dana

Kampanye;

9) Surat Pernyataan
Penyumbang; dan

10) Bulkti-bulkti transaksi

peneérimaan dan transaksi
pengeluaran.

. Apabila LADK yang kami

sampaikan dikembalikan oleh

KPU, maka kami melengkapi

dan fatau memperbaild dolumen

LADK dimaksud dengan LADK

perbaikan yang terdini atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

2} FORMULIR 2 DAFTAR
PENERIMAAN
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NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

5

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

SUMBANGAN
KAMPANYE;
FORMULIR 3 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;
FORMULIR 4
PERSEDIAAN
DANA KAMPANYE;
FORMULIR 5 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

FORMULIR 6 LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN;
FORMULIR 7  SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;
Salinan dan  Rekening
Koran Rekening Khusus
Dana Kampanye;

Surat Pernyataan
Penyumbang; dan
Bukti-bukti transaksi
penerimaan dan transaksi
pengeluaran,

DANA

DAFTAR
BARANG

DAN

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Muatan
Informasi

Kami menyampaikan LPSDK dari
penyumbang kepada KPU yang
memuat informasi:

a. identitas penyumbang; dan

b. jumlah

sumbangan  Dana

Kampanye.

Pasal 26
Peraturan
Pemilihan Umum
tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023

ayat (1)
Komisi
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PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
2. | Penyampaian | Kami menyampaikan LPSDK 29 ayat (3)
Laporan kepada KPU mulai dari awal masa | Peraturan Komisi
Kampanye sampai dengan 1 (satu) | Pemilihan Umum
Hari setelah masa Kampanye Dana
beralkhir. Kampanye Pemilihan
Nomor 18
Tahun 2023
3. | Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara
lengkap yang terdiri atas:
a. LPSDK Pihak Lain
Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok;
dan
c¢. LPSDK Pihak Lain Perusahaan
dan fatau Badan Usaha
Nonpemerintah.
D. | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK])

Muatan
Informasi

Kami menyusun LPFDK vyang

memuat informasi:

a. REDK;

b. saldo awal atau saldo
pembukaan dan sumber
perolehan;

¢. saldo awal pembuluan yang
merupakan sisa saldo hasil
penerimaan  sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan
Kampanye apabila diterima
sebelum periode pembuluan;

d. catatan penerimaan dan
pengeluaran Pasangan Calon
termasulk sebelum pembukaan
REDK;

e. nomor pokok wajib  pajak
masing-masing Pasangan
Calon;

f. bukt penérimaan dan
pengeluaran vang dapat
dipertangpungjawablean;

g. saldo akhir pada saat
penutupan pembulkuan LFPDE;
dan

Peraturan
Pemilihan

Kampanye Pemilihan

Tahun 2023

27 ayat (1)
Komisi
Umum

Dana

MNomor 18
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PATUH/
MNO. HAL UNSUR KEPATUHAN FPERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 3
h. Asersi atas Laporan Dana
Kampanye.
2. | Pembukuan Pasal 27 ayat (2
. Kami menyusun LPPDK dimulai Peraturan Komisi
sejake 3 (tiga) Har setelah | pooibiban 1 —
penetapan Pasangan Calon dan tentang Dana
ditutup 7 (tujuh) Hari sebehim Kampanye Pemilihan
penyampaian  LPPDK  kepada |0 w0200 s
KAP yang ditunjuk oleh KPU. Tahun 2023
. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 18 ayat (3
terpisah dari pembukuan Peraturan Komisi
keuangan pribadi  Pasangan | Pemilihan Umum
Calon /pengurus /personel  Tim | tentang Dana
Kampanye tingkat nasional, | Kampanye Pemilihan
tingkat provinsi, dan/atau | Umum  Nomor 18
tingkat kabupaten /kota. Tahun 2023
. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 18 ayat [4)
mencakup informasi tentang | Peraturan Komasi
bentuk dan jumlah penerimaan | Pemilihan Umum
dan pengeluaran disertai bukti | tentang Dana
penerimaan  dan pengeluaran | Kampanye Pemilihan
yang dapat Umum  Nomor 18
dipertangpungjawablan. Tahun 2023
. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 18 ayat (5
menjadi tangEung jawab | Peraturan Komisi
Pasangan Calon. Pemilihan Umum
tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum  MNomor 18
Tahun 2023
3. | Penyampaian . Kami menyampaikan LPPDK | Pasal 30 ayat ([4)
Laporan kepada KAP yang ditunjuk oleh | Peraturan Komasi
KPU dengan mengirimkan data | Pemilihan Umum
dan dokumen LPPDK wvang | tentang Dana
diunggah melalui Sikadeka. Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
. Kami menyampaikan LPPDK |Pasal 30 ayat (5
paling lama 15 (lima belas) Hari | Peraturan Komisi
sesudah hari pemungutan suara, | Pemilihan Umum
tentang Dana
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PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
paling lambat pukul 23.59 waktu | Kampanye Pemilihan
setempat. Umum Nomor 18
Tahun 2023

4. | Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara
lengkap yang terdiri atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR
PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA
KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR
PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS
LAPORAN  PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

8) Salinan dan  Rekening
Koran Rekening Khusus
Dana Kampanye;
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PATUH/

NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK

PATUH

1 2 3 4 5

9)  Surat Pernyataan dari Bank
Umum yang menyatakan
bahwa rekening Pasangan
Calon bersanglutan telah
ditutup.

10) Surat Pernyataan
Penyumbang; dan

11} Bukti-bukti transaksi
penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

D. | Ketentuan Lainnya

1. | Sumber Dana | Kami menerima Dana Kampanye | Pasal 5  ayat (1)
Kampanye Pemilu Presiden dan Walal Presiden | Peraturan Komasi

vang diperoleh dari: Pemilihan Umum
a. Pasangan Calon vang | tentang Dana
bersangkutan; Kampanye Pemilihan
b. Partas Politik danfatau | Umum  Nomor 18
Gabungan Partai Politik yvang | Tahun 2023
mengusulkan Pasangan Calon;
dan
¢. sumbangan yang sah menurut
hukum dari pihak lain.

2. | Pembatasan/ | Kami mematuhi jumlah maksimal | Pasal & Peraturan
Kesesuslan batasan penerimaan sumbangan | Komisi Pemilihan
Sumbangan yang mencakup wuwang, barang | Umum tentang Dana

danfatau jasa yang dikonversikan | Kampanye Pemilihan
dengan nilai vang, téermasuk diskon | Umum ~ Nomor 18

pembelian barang ataun jasa yang

melebihi batas kewajaran transalesi

secara umum dan kami laporkan
dalam LADK, LPSDK, dan LFFDK.

Rincian pembatasan maksimal

sumbangan sebagai berikout:

a. Dana Kampanye Pemilu
Presiden dan Walkil Presiden
yvang berasal dari perseorangan
paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah)
selama masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2023
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hutang, dan pengeluaran lain-lain,
yvang dinilai berdasarkan harga
PASAr YAng wajar.

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye
termasuk peéembelian barang
dan/ atau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan
pembayaran atas hutang
Pasangan Calon yang timbul dari
pembelian barang darn pihak lain
dan menjadi tangpung jawab
Pasangan Calon Vang
bersanglutan.

¢] Dana Kampanye
digunakan

tidak dapat
untuk membiayai

Umum  Nomor 18
Tahun 2023

PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
vang berasal dan  kelompok,
perusahaan, dan/fatau badan
usaha nonpemerintah paling
banyak Rp25.000.000.000,00
(dua puluh lima miliar rupiah)
selama masa Kampanye.
3. | Sumbangan Kami tidak menggunakan dana dari | Pasal & ayat (6] dan
yang Dilarang | sumbangan yvang dilarang, Apabila | Pasal 116 ayat (2)
kami meneérima sumbangan yang | Peraturan Komisi
dilarang maka kami mematuhi | Pemilihan Umum
ketentuan sebagai berilout: tentang Dana
a. tidak menggunakan sumbangan 5“19&"3'& Pemilihan
tersebut: mum  Nomaor 18
b. melaporkan sumbangan yang | 1opun 2023
dilarang tersebut kepada KPU;
dan
c. menyerahkan sumbangan
tersebut ke kas Negara paling
lambat 14 (empat belas) Hari
setelah masa Kampanye
berakhir.
4. | Pengeluaran Kami mencatat dan membukukan | Pasal 16 Peraturan
Dana seluruh pengeluaran Dana | Komisi Pemilihan
Kampanye Kampanye untuk pembiayaan | Umum tentang Dana
aktivitas Kampanye, pembayaran | Kampanye Pemilihan
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PATUH/
HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
2 gL 4 5
saksi Pasangan Calon dalam
pemungutan dan penghitungan
suara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
CALON PRESIDEN'S CALON WAKIL PRESIDEN'®
trd. d.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE'” BENDAHARA TIM KAMPANYE*
td. 1td.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:

*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN X

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LADK PERBAIKAN PASANGAN CALON

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MNAMA PASANGAN CALON S
TIM KAMPANYE TINGEAT NASIONAL

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode sfd ¥

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR= AKTIVITAS®

UANG [Rp)* BARANG (Rp)® JASA [Rp)™
Al Penerimaan sebelum pericde
pembukuan®
A2 Penerimaan Sumbangan
L. Pasangan Calon®
2 Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik'®
3. Sumbangan Pihalk Lain
Perseorangan!!
4. Sumbangan Pihak Lain
Kelompolo2
3. Sumbangan Pihak Lain

Perusahaan danj/atau Badan
Usaha Nonpemerintah'
JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN'S

A3 Penerimaan Lain-Lain

L. Bunga Bank?=

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-
LAIN:&
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NOMOR:>

AKTIVITASs

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp)

BARANG (Rp)' JASA [Rp)

A4

Penerimaan Barang Hasil Pembelian

Penerimaan Barang  Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '™

b3

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '®

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN

TOTAL FENERIMAAN=t

Pengeluaran sebelum periode
pembulkuan®!

B.1

Pengeluaran

Rapat Umum?22

]

Pertemuan Terbatas™

Pertemuan Tatap Muka24

el

Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, Media
Sosial, damn Media Dalam
Jaringan?

gn

Pembuatan Bahan/Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanyet

Penyebaran Bahan Kampanye
Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga
Kampanye®™

Kegiatan Lain wyang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan®®

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank™

b. Pembelian Kendaraan®

Pembelian Peralatan®?

n

&

Pembayaran Utang
Pembelian Barang 2

e. Pengeluaran Lain®

TOTAL PENGELUARAN
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BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR= AKTIVITASS —
UANG [Rp)* BARANG (Rp)* JASA [Rp)”
C. Utang
1. Utang Pembelian Barang 3»
D. Saldo
1 Kas di Rekening Khusus Dana
’ Kampanyess
Kas di Bendahara™
Barang®s
CALON PRESIDEN™ CALON WAKIL PRESIDEN=
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE TINGEKAT NASIOMAL®! BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT MASIONAL*?
ttd. tid.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Diisi dengan periode pembukuan LADK.

Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.

Diisi dengan jumlah wang yvang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon,

serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon.

6. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan
Calon, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon yang telah dikonversi ke
dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

7. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima ataun dikeluarkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

8. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum periode pembukuan
LADK. Nilai penerimaan Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama
dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa

yvang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nilai sumbangan

Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan

Lo Wk o~
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16.

17.

18.

19.

20.
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Pasangan Calon pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung
Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan
Persecorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak
Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah. Nilai sumbangan Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah pada FORMULIR
2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LADK.

Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.

Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.

Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon
yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk
barang.

Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah
Penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam
bentuk uang, barang, dan jasa.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang
dikeluarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden scbelum periode
pembukuan LADK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa
sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
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24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

25. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa clektronik, media
sosial, dan media dalam jaringan.

26. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat
peraga Kampanye vang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
vang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain scperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musikj, kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye
melalui media sosial.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening
Khusus Dana Kampanye.

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

32. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
metode utang.

33. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.

34. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.

35. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.

36. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Reckening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.

37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada sclain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LADK

38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

39. Ditandatangani olch Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan
Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

40. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

41. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.

42. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.
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B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MNAMA PASANGAN CALON 1

TIM KEAMPANYE TINGEAT NASIONAL

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode s,/d -'

2023, No. 696

BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR= SUMBER DANA KAMPANYE+ UANG [RpF BARANG [Rpl JASA (Rpr
1. Pasangan Calon ®
a. Nama Calon Presiden®
b. Nama Calon Wakil Presidens®t
Jumlah®
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik!o
a. Mama Partai Politik "=
b. Dst. '™
Jumlah®
3. Sumbangan Pihak Lain Persecrangan'?
a. Nama Penyumbang: ..........12=
Tempat Tanggal Lahir dan Umur
Penyumbang: ......... 13
Alamat Penyumbang: ..........'%
Nomor Telepon [ telepon EcngEam
Penyumbang (aktif]): ..........12
Nomor Induk Kependudukan: ... 12
Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang
|apabila ada): ..........""H
b. Dst. 128
Jumlah®?
4.

Sumbangan Pihak Lain Kelompok!#

a. Nama Kelompok: ..........19a

Alamat Kelompolk: ...

Momor Akta Pendirian Kelompok:

Nomor Keputusan Pengesahan Badan

Hukum: .........."%
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NOMOR=>

SUMBER DANA KAMPANYES

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp)®

BARANG [Rp)’ JASA (Rp)

Momor Induk Kependudukan Pimpinan
Kelompok .......... Ls

Nomaor
Kelompok: .........."

Telepon [ Telepon

Gengegam

Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau
Pimpinan Kelompok: ..........1%

Nama Pimpinan Kelompok: ......... 1%

Alamat Pimpinan Kelompok: ...t

b. Dast. 4

Jumlah!

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan danjatau

Badan Usaha Nonpemerintahs

Nama Perusahaan danfatan Badan

Usaha Nonpemerintah: ......_.. .16

a.

Alamat Perusahaan
Usaha Nonpemerintah: .........

dan/atau Badan
16h

Nomor akta pendirian  Perusahaan

dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:
LBd

Nama direksi atau pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Alamat direksi atau
Perusahaan dan/fatau Badan

Nonpemerintah: ..........'"™

pimpinan
Usaha

Nomor Telepon/telepon genggam direksi
atau pimpinan Perusahaan danj/atan
Badan Usaha Nonpemerintah: ... .15

Nama Pemegang saham mayoritas:
-

Alamat Pemegang saham mayoritas:

Keterangan tentang status perusshaan
atau badan wusaha nonpemerintah:

Jumlah'?

TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN'
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CALON PRESIDEN*" CALON WAKIL PRESIDEN*
td. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL=: BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL=2
td. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun olch Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional
Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Diisi dengan periode pembukuan LADK.
Diisi dengan nomor.
Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima olch
Pasangan Calon.
Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima olch
Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.
7. Diisidengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan
Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
a. Diisi dengan nama Calon Presiden.
b. Diisi dengan nama Calon Wakil Presiden.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Pasangan Calon.
10. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
a. Diisi dengan nama Partai Politik.
b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya {apabila ada).
11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
12. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perscorangan dan diisi sesual identitas penyumbang perscorangan:
Diisi dengan nama penyumbang.
Diisi dengan tanggal lahir dan umur penyumbang.
Diisi dengan alamat penyumbang.
Diisi dengan nomor telepon/telcpon genggam penyumbang yang dapat
dihubungi (aktif).
Diisi dengan nomor induk kependudukan penyumbang.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain persecorangan lainnya (apabila
ada).

g i

o

ap e

ol
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13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yvang diterima
dari pihak lain perscorangan.
14, Penerimaan dalam bentuk uwang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi scsuai identitas penyumbang kelompok:
a. Diisi dengan nama kelompok.

b. Diisi dengan alamat kelompolk.

c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian Kelompok.

d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.

e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pimpinan kelompok.

f. Diisi dengan nomor telepon)/telepon genggam kelompok yang dapat
dihubungi {aktf).

g- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.

h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.

i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.
J- Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya {apabila
ada).

15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok.

16. Penerimaan dalam bentuk uwang/barang/fjasa yang berasal dari sumbangan
pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas
perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah:

a. Diisi dengan nama perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah.

. Diisi dengan alamat perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah.

c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

f. Diisi dengan alamat dircksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

g- Diisi dengan momor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan
perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi
(alktif].

h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.

i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.

j- Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha
nonpemerintah.

k. Diisi dengan identitas perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah
lainnya [apabila ada).

17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

18. Diisi dengan total keseluruhan penerimasan sumbangan uang/barang/jasa yvang
bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik danfatau Gabungan FPartai
Politik/Pihak lain perseorangan/Fihak lain kelompok/perusahaan dan/atan
badan usaha nonpemerintah.

19. Ditandatangani olch Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan
Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

21. Ditandatangani olch Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.

22, Ditandatangani olch Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.
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F. FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

LOGD PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

MNAMA PASANGAN CALON

TIM KAMPANYE TINGEAT PROVINSI /KABUPATEN fKOTA™)

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Periode sfd 1

Nama Ketua Tim Kampanye I y
Nama Bendahara Tim Kampanye i s
Nomor Eekening : .

Nomor Induk Kependudukan I dan

Nomor Pokok Wajib Pajak I dan o

NOMOR®

BENTUE DANA KAMPANYE

AKTIVITAS!™

UANG [Rp|" BARANG [Rp)™ JASA [Rp)™

Al

Penerimaan sebelum periode
pembukuan®

A2

Penerimaan Sumbangan

1.

Pagangan Calon dan Tim
Kampanye Tingkat Nasional '*

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN:=

Al

Penerimaan Barang Hasil Pembelian

Penerimaan Barang Hasil
Pembuatan Bahan/Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye 17

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN'®

TOTAL PENERIMAAN®

Pengeluaran scbelum periode
pembuluan

Pengeluaran

Rapat Umum?2?

Pertemuan Terbatas®

Perternuan Tatap Muka??

Sl ]

Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
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NOMOR? AKTIVITAS!2

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp)"!

BARANG [Rp)'? JASA [Rp)'?

Massa Elektronik, M

Jaringan=+

edia

Sosial, dan Media Dalam

a. Pembuatan Bahan / Design

dan/atau Alat P
Kampanye®*

raga

6. Penyebaran Bahan Kampanye

pPCmMASangan Alat Pe
Kampanye"

Kepada Umum dan/atau

raga

7. Kegiatan Lain yang T

Perundang-undangan??

idak

Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan

a. Pengeluaran Lain-lain

5]

Administrasi Bank®

kal

Pembelian Kendaraan?@

7

Pembelian Peralatan™

Pengeluaran Lain?!

TOTAL PENGELUARAN

Saldo

Kag™

Barang®*

KETUA TIM KAMPANYE
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA®)
ted.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun

Provinsi f Kabupaten/Kota

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

BENDAHARA TIM KAMPANYE

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA")........ s

olech Tim Kampanye

ttd.
-Nama Lenghkap-

FPasangan Calon di Tingkat

2. Diisi nama Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADE.
4. Diisi dengan Nama Ketua Tim Kampanye Provinsif/Kabupaten/Kota sesuai

tingkatan.

w

tingkatan.

Diiai dengan Nama Bendahara Tim Kampanye ProvinsifKabupaten /Kota sesuai
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6. Diisi dengan rekening yang digunakan untuk menecrima penyampaian dana
dalam bentuk uang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan fatau
Tim Kampanye ProvinsifKabupaten/Kota sesuai tingkatan.

7. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Ketua Kampanye dan Bendahara Tim
Hampanye Provinsif Kabupaten /Kota sesuai tingkatan.

8. Diiai dengan Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Ketua dan Bendahara Tim
Hampanye Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

9. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

10. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Tim Kampanye
Provinsif Kabupaten /Kota sesuai tingkatan.

11. Diisi dengan jumlah uang vang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanye
Provinsi/ Kabupaten [Kota sesuai tingkatan.

12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Tim Kampanye
ProvinsifKabupaten /Kota sesuai tingkatan yang telah dikonwversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan olch Tim Kampanyve
Provinsif Kabupaten/Kota sesuai tingkatan yvang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

14. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Tim Kampanye ProvinsifKabupaten/Kota sesual tingkatan scbelum periode
pembukuan LADE.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat Nasional.

16. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jass pada periode LADK.

17. Diisi dengan jumlah barang vang diterima sebagai hasil pembelian bahan/ design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Tim Kampanye
ProvinsifKabupaten /Kota sesuai tingkatan yang telah dilkkonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

18. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang hasil pembelian pada
periode LADE.

19. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah
Penerimaan jumlah barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan
jasa.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang
dikeluarkan Tim Kampanye Provinsif Kabupaten Kota sesuai tingkatan sebelum
periode pembukuan LADE.

21. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copyy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biayva sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
Jfoto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumasi, perizinan, dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

24, Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yvang terkait dengan biaya
pembuatan/ produksi iklan media massa cetak, media massa elekironik, media
sosial, dan media dalam jaringan.

25. Diiai dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yvang terkait dengan biaya
pembuatan bahan /design dan/atau alat peraga Kampanye.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

179

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa
penycbaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat
peraga Kampanye yang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye
melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.

Diisi dengan jumlah saldo uang per tanggal penutupan periode LADK.

Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai
tingkatan.

Ditandatangani olch Bendahara Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota
sesuai tingkatan.

Pilih salah satu
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G. FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON !
TIM KEAMPANYE TINGEAT NASIOMNAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
FERIODE 5/D 2

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan
Jabatan

Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudulkan
Jahatan

Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan
Jabatan

Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan
Jabatan

Calon Presiden

Calon Wakil Presiden

Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional

Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode tanggal

sampai a

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:
a.

b.

bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden.

bahwa laporan terscbut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan/atau fakta

yang scbenarnya.
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d. bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran yang

dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

e. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan

perundang-undangan vang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada
transaksi pengeluaran yang dilakukan.

f.  bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON PRESIDEN* CALON WAKIL PRESIDEN®
d. ud.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL® BENDAHARA TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONALY

ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun olch oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat
Nasional:

1. Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

3. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye,

4. Ditandatangani oleh Calon Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim

S.

6.

Kampanye tingkat Nasional,

Ditandatangani oleh Calon Wakil Presiden untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan
Tim Kampanye tingkat Nasional,

Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye tingkat Nasional.

7. Ditandatangani oleh Bendahara Tim Kampanye tingkat Nasional.
*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN XI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK PARTAI POLITIK

A. FORMULIR 1 MODEL SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING
KHUSUS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SURAT PENGANTAR
PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

I M O R s S s
Yth ......... (diisi nama Bank Umum yang dituju)
di-
Tempat

1. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dana Kampanye Pemilu berupa uang
ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta
Pemilu pada bank.

2. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan
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Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

3. Berdasarkan Surat

Pengantar pembukaan RKDK dari
Pengantar Pembukaan RKDK.

Dengan ini disampaikan bahwa:

Nama Partai Politik
Alamat Partai Politik
Nama Ketua Umum
atau sebutan lain
Nama Bendahara
Umum atau sebutan
lain

dengan nomor surat permohonan

Partai Politik) perihal Permohonan

adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum tingkat pusat Tahun 2024,

Berkenaan dengan hal tersebut diatas,

mohon agar dapat memfasilitasi

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik dimaksud dengan

keterangan sebagai berikut:

Nama pada rekening

Jenis rekening
Penanda tangan

rekening

Keterangan:
*jpikih salah satu

RKDK PARPOL ... (diisi dengan nama Partai

Politik)

Tabungan Giro®

1

Ketua Komisi Pemilihan Umum

(Tanda tangan dan nama lengkap)
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B. FORMULIR 2 MODEL SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING
KHUSUS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA")...........

Yth ......... fdiisi nama Bank Umum yang dituju)
Tempat

Berdasarkan dengan ketentuan 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, Dana Kampanye Pemilu berupa uang
ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu
pada bank. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022
tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal
Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
Tahun 2024 sebagaimana terlampir, disampaikan bahwa:

Nama Partai Politik R (diisi nama partai politik sesuai tingkatan|
Alamat Partai Politik -
Nama Ketua atau sebutan @ . e
lain

Nama  Bendahara 1 - PP PP

sebutan lain
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adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau Partai
Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh/ Dewan Perwakilan Kabupaten /Kota®)............... Tahun 2024.

Berkenaan dengan terscbut diatas, dimohon agar dapat memfasilitasi
Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik dimaksud dengan

keterangan scbagai berikut:
Nama pada Rekening : RKDK PARPOL ..... (diisi nama partai politik sesuai
tingkatan)
Jenis Rekening : Tabungan/Giro?*)
1. Nama YT e SR
NIK $ RS RRRNR S S e
AIBEIAL! 3 ssasmesnaricasasivnisrsas o vl
JEbatan: . 53 . et rerr s VSRR

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

........................ JeeescsceccsadcncntiantnnansnnnnnEnnn

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

1. “pilits salah Satu

2. Nama partai politik dsawali dengan nama tingkatan sesum dengan AD/ART Partai Politik ing: ing dan diakhiri
dengan nama wilayah. (contoh: DPW Partas Mangga Prov DK Jakarta)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

2023, No. 696
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LAMPIRAN XII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILITHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK PARTAI
POLITIK

SURAT PERMOHONAN
FENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Perihal: Penutupan RKDK

b i« (diisi nama Bank Umum yang difuju)
di-
Tempat

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Partai
Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah
penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Partai
Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum
kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank

Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan permohonan penutupan
RKDK dengan rincian:

Nama Partai Politik i B B R R B R R RS0
Tingkat : Pusat/Provinsi......... [Kabupaten /Kota.......... *
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Nama Ketua Umum/

Ketua/sebutan lain

Nama Bendahara Umum/ AR R AR R A R S
Bendahara/sebutan lain

Nama RKDK A (diisi nama sesuai RKDK)
Nomor REDEK PPN [diisi nomor RKDK)

Mohon berkenan kepada bank ....... {diisi dengan nama bank] untuk dapat
menutup RKDK Partai Politik sebagaimana tersebut diatas dan dapat diberikan
surat pernyataan penutupan RKDK dimaksud.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

Nama Ketua Umum, Ketua/ Nama Bendahara Umum/
sebutan lain* Bendahara /sebutan lain*
[Tanda tangan dan nama lengkap) (Tanda tangan dan nama lengkap)
Eeterangam:
*Ipilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LADK PARPOL

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK .

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/ DFRD

KABUPATEN fKOTA®)

DEWAN PIMFPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN KOTA®)

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode sfd 1

NOMOR?

AKTIVITAS®

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rpl BARANG (Rp)” JASA [Rp)®

Al

Penerimaan scbelum periode
pembukuan®

A2

Penerimaan Sumbangan

1.

Partai Politik'®

Calon Angpota Legialatift!

Sumbangan Pihak Lain
Persecorangan'?

Sumbangan Pihak Lain
Kelompok'

Sumbangan Pihak Lain
Perusahaan danj/atau Badan
Usaha Nonpemerintah 14

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN'

A3

Penerimaan Lain-Lain

Bunga Bank®s

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-
LAIN1T

Ad

Penerimaan Barang Hasil
Pembelian
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NOMOR:

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp]®

BARANG (Rp)’ JASA [Rp)*

Penerimaan Barang  Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye 18

b3

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye 1#

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN™

TOTAL PENERIMAANT!

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan®

B.1

Pengeluaran

Rapat Umum?*?

b

Pertemuan Terbatas®

Pertemuan Tatap Muka?®

Sl

Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, Media
Sosial, dan Media Dalam
Jaringan®*

o

Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye3"

Penyebaran Bahan Kampanye
Partai Politik Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat
Peraga Kampanye28

Penyebaran Bahan Kampanye
Calon Anggota Legislatif
Kepada Umum  dan/atau
pemasangan Alat Peraga
Kampanye=

Kegiatan Lain vyang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan??

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank

Pembelian Kendaraan®®

Pembelian Peralatan®®

Bl e

Pembayaran Utang
Pembelian Barang

e. Pengeluaran Lain®
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BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR: AKTIVITAS® - —
UANG [Rp)® BARANG (Rp)” JASA [Rp)®
TOTAL PENGELUARAN=
C. Utang
1. Utang Pembelian Barang?
. Saldo
: Kas di Rekening Khusus Dana
’ Kampanye
Kas di Bendahara™
3. Barang*"
KETUA UMUM /KETUA DEWAN PIMPINAN BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PUSAT /DAERAH FIMPINAN PUSAT /DAERAH
PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA®........ il PROVINSI/KABUPATEN fKOTA")....... B
ttd. td.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tinghkatan

Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.

Diisi nama Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

Diiai dengan periode pembukuan LADE.

Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta

Pemilu.

6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu, serta jumlah utang dan saldo uang Partai Politik Peserta Pemilu.

7. Diisi dengan jumlah barang vang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu, serta jumlah saldo barang Partai Politik Peserta Pemilu yang
telah dikonwversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu yang telah dikonwversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Partai Politik Peserta Pemilu sebelum periode pembukuan LADK. Nilai
penerimaan Partai Politik Peserta Pemilu berupa uang/barang/jasa sama
dengan jumlah sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu pada FORMULIR 5

o L bkd o=
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18.
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20.
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LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan. Nilai sumbangan
Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan berupa uang/barang/jasa sama
dengan jumlah sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan pada
FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari Calon Anggota Legislatif dimasing-masing tingkatan. Nilai
sumbangan Calon Anggota Legislatif berupa uang/barang/jasa sama dengan
Jumlah sumbangan Calon Anggota Legislatif pada FORMULIR 2 DAFTAR
PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perscorangan. Nilai sumbangan
Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak
Lain Perscorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah. Nilai sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah pada FORMULIR
2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LADK.

Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.

Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.

Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke
dalam rupiah scsuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah dari pencrimaan barang hasil pembelian dalam bentuk
barang.

Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah
penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam
bentuk uang, barang, dan jasa.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang
dikeluarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebelum periode pembukuan LADK.
Nilai pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu berupa uang/barang/jasa sama
dengan jumlah pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu pada FORMULIR 5
LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.
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24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

26. Diisi dengan jumlah kesecluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan/produksi iklan di media massa cetak, media massa clektronik,
media sosial, dan media dalam jaringan.

27. Diisi dengan jumlah kesecluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran Partai Politik dalam bentuk uang untuk biaya
jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat
peraga Kampanye yvang discbarkan Partai Politik yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran Calon Anggota Legislatif dalam bentuk uang
untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye
dan/atau alat peraga Kampanye yang disebarkan Calon Anggota Legislatif yang
telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye
melalui media sosial.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening
Khusus Dana Kampanye.

32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
metode utang.

35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.

36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.

37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.

38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.

39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.

40. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

41. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.

42. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu
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B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK 1

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/ DFRD
KABUPATEN fKOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN KOTA™)

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode sfd__
BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR* SUMBER DANA KAMPANYE - -
UANG [Rp)® BARANG [Rp)” JASA (Rp)®
1. Fartai Politik
Jumlah!
2. Para Calon Angpota Legislatifi1

a. Dapil Calon Anggota Legislatif1ts

1} Momor Urutiis

a) MNama Calon Angpota
Legialatifi -

b} NIK Calon Anggota Legislatiftt?

2] Datros

b. Dst '

Jumlaht2

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan'?

a. MNama Penyumbang: .........."3=

Tempat Tanggal Lahir dan Umur
Penyumbang: ......... 13

Alamat Penyumbang: ..........'%*

Nomor Telepon [ Telepon Gengegam
Penyumbang [aktif): .........."*

Nomor Induk Kependudukan: ... . 13

Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang
[apabila ada): .........."

b. Dst. 12e

Jumlah'*

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok!

a. Nama Kelompol: ... ... .15
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NOMOR:

SUMBER DANA KAMPANYE

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp)®

BARANG [Rp)” | JASA (Rpf

Alamat Kelompolk: ......... 138

Nomor Akta Pendirian Kelompok:

Nomor HKeputusan Pengesahan Badan
Hukum: ..........13d

Nomor Induk Kependudukan Pimpinan
Kelompok .......... 1.

Nomor Telepon [ Telepon Genggam
Kelompok: .........."™

Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau
Pimpinan Kelompok: ..........1%

Nama Pimpinan Kelompol: ........ "%

Alamat Pimpinan Kelompok: ..........19

b. Dat. *=

Jumlah!

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan danj/atau

Badan Usaha Nonpemerintah'7

a. MNama Perusahaan danfatan Badan
Usaha Nonpemerintah: ..........17=

Alamat Perusahaan dan/atau Badan
Usaha Nonpemerintah: ._.........'"™

Nomor akta pendirian Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nama direksi atau pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

b. Alamat direksi atau pimpinan
Perusahaan danfatau Badan Usaha
Nonpemerintah: ........ .17

c. MNomor Telepon/telepon genggam direksi
atau pimpinan Perusahaan danj/atau
Badan Usaha Nonpemerintah: ..........17

d. Nama Pemegang saham mayoritas:
17h

e. Alamat Pemegang saham mayoritas:

f. HKeterangan tentang status perusahaan
atau badan wusaha nonpemerintah:

Jumlah'®
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BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR* SUMBER DANA KAMPANYE®
UANG (Rp)* | BARANG (Rp)’ JASA (Rp)*
TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN!Y
KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PUSAT/DAERAH PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA")....... 20 PROVINSI/KABUPATEN /KOTA")....... e
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten /Kota dacrah pemilihan sesuai tingkatan.

Diisi dengan periode pembukuan LADK.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima olch Partai

Politik.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Partai

Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan

harga pasar.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Partai
Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan
harga pasar.

9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Partai Politik Peserta Pemilu.

11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
Para Calon Anggota Legislatif:

a. Diisi dengan nama Daecrah Pemilihan Calon Anggota Legislatif.
1) Diisi dengan nomor urut Calon Anggota Legislatif
a) Diisi dengan nama Calon Anggota Legislatif.
b) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota Legislatif.
2) Diisi dengan Calon Anggota Legislatif lainnya (apabila ada).
b. Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif lainnya
(apabila ada).

12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima

dari Partai Politik bersangkutan.

- B B

N

www.peraturan.go.id



2023, No. 696 -196

13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang persecorangan:
Diisi dengan nama penyumbang.
Diisi dengan tanggal lahir dan umur penyumbang,
Diisi dengan alamat penyumbang.
Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat
dihubungi (aktif].
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang,.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perscorangan lainnya (apabila
ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa vang diterima
dari pihak lain perscorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uwang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
a. Diisi dengan nama kelompok.

apop

Mo

b. Diisi dengan alamat kelompok.

c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian Kelompolk.

d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.

e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pimpinan kelompok.

f. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam  kelompok yang dapat
dihubungi jaktif].

g- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.

h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.

i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompolk.

j- Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnyva (apabila

ada).

16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok.

17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas
perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah:

a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

. Diisi dengan alamat perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah.

c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahasn dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

e. Diisi dengan Nama Direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

f. Diisi dengan Alamat Direksi atau pimpinan perusahaan danfatau badan
usaha nonpemerintah.

g- Diisi dengan nomor telepon /nomor telepon genggam direksi atau pimpinan
perusahaan danjatau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi
|aktil]).

h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.

i. Diisi dengan alamat pemegang saham mavoritas.

j- Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha
nonpemerintah.

k. Diisi dengan identitas perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah
lainnya [apabila ada).

18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

19. Diisi dengan total kescluruhan penerimaan sumbangan uang/ barang/jasa yang
bersumber dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan/Pihak lain
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perscorangan/Pihak lain kelompok/perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.

20. Ditandatangani olch Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.

21. Ditandatangani olch Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu
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F. FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK 1

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/ DFRD
KABUPATEN fKOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN KOTA™)

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN FENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Periode sfd .
Nama Calon Anggota Legislatif : '
Nomor Induk Kependudukan I o

Nama Daerah Pemilihan I &
Nomor Pokok Wajib Pajak : ¥
Nomor REekening Calon Anggota Legislatif : ol

BENTUE DANA KAMPANYE

NOMOR® AKTIVITAS!®
UANG [Rp)"! BARANG [Rp)'= JASA [Rp)

Penerimaan sebelum periode

Al
pembukuan®

A2 Penerimaan Sumbangan

1. Partai Politik?®

2 Calon Anggota Legislatifte
JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN'T

A3 Penerimaan Barang Haail
Pembelian
1. Penerimaan  Barang — Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '®
2. Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan / Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN=0

TOTAL PENERIMAAN2:

www.peraturan.go.id
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BENTUK DANA KAMPANYE
UANG (Rp)* BARANG [Rp)* JASA [Rp)*

NOMOR? AKTIVITAS!2

B Pengeluaran sebelum periode
pembukuansz

B.1 Pengreluaran

Rapat Umum?23

2. Pertemuan Terbatas™

3. Pertemuan Tatap Muka2

4. Pembuatan f Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, dan Media
Dalam Jaringan®

5. Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye3"

6. Penyebaran Bahan Kampanye

Partai Politik Kepada Umum
dan/atau pemasangan  Alat
Peraga Kampanye?®

Penyebaran Bahan Kampanye
Calon Anggota Legislatif
Kepada Umum  dan/atau
pemasangan Alat Peraga
Kampanye=

8. Kegiatan Lain vyang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan??

9. Pengeluaran Lain-lain

a. Pembelian Kendaraan?

Pembelian Peralatan®

Pembayaran Utang
Pembelian Barang 32

d. Pengeluaran Lain™

TOTAL PENGELUARAN=

C. Utang

1. Utang Pembelian Barang»

D Saldo

[N ]

Kas*7

3. Barang®®

www.peraturan.go.id



2023, No. 696 -216

Calon Anggota Legislatif*®
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun olch Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota

Legislatif dimasing-masing tingkatan

Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
Diisi nama Provinsi/Kabupaten /Kota dacrah pemilihan sesuai tingkatan.
Diisi dengan periode pembukuan LADK.
Diisi dengan Nama Calon Anggota Legislatif.
Diisi Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota Legislatif.
Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota Legislatif.
Diisi dengan Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif,
Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
. Diisi dengan uraian aktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran Calon
Anggota Legislatif.
. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
Legislatif.

12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan hargs pasar.

14. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Calon Anggota Legislatif sebelum periode pembukuan LADK.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Calon Anggota Legislatif bersangkutan dimasing-masing
tingkatan.

17. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LADK.

18. Diisi dengan jumlah barang vang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Calon Anggota
Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

19. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka secbagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke
dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

20. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang
dan barang.

21. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah
Penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang
dikeluarkan Calon Anggota Legislatif sebelum periode pembukuan LADK.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.
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24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

26. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa clektronik, dan
media dalam jaringan.

27. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa
penycbaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat
peraga kampanye Partai Politik yang discbarkan yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat
peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif yang discbarkan yang telah
dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye
melalui media sosial.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

33. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
metode utang.

34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.

35. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.

36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.

37. Diisi dengan jumlah saldo uang per tanggal Penutupan periode LADK.

38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai

dengan harga pasar.
39. Ditandatangani oleh Calon Anggota Legislatif bersangkutan.

*) Pilih salah satu
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G. FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAIPOLITIK ¢

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA*) >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERIODE _S/D o

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Nomor Induk Kependudukan :
Jabatan :  Ketua Umum/Ketua®)

2. Nama
Alamat
Nomor Induk Kependudukan z
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara®)

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal sampai *

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

a.  bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu.

b. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2023 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e, bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan/atau
fakta yang sebenarnya.

d. bahwa “scluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban perpajakan yang melckat pada
transaksi pengeluarann yang dilakukan.

f. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.
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KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PUSAT/DAERAH PIMPINAN PUSAT /DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA")....... > PROVINSI/KABUPATEN /KOTA")....... &
tud. ttdd,
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:

1. Diisi dengan nama Partai Politik.
Diisi nama Provinsi/Kabupaten /Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
Diuisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye,
Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.

Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

o wEwN

*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LPPDK PARPOL

FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIE

NAMA PARTAI POLITIK

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN fKOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT /DAERAH
PROVINSI /KABUPATEN f KOTA®) 2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode s/d 3

BENTUK DANA KAMPANYE

AKTIVITASS

UANG (Rp)®

BARANG (Rp)’ JASA [Rpf

Penerimaan sebelum periode
pembukuan®

Penerimaan Sumbangan

Partai Politilc12

Calon Anggota Legislatif®!

Sumbangan Pihalk Lain
Perseorangan'?

Sumbangan Pihak Lain
Kelompolk2

Sumbangan Pihak Lain
Perusahaan danj/atau Badan
Usaha Nonpemerintah 14

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN'

Penerimaan Lain-Lain

Bunga Banks
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NOMOR _ BENTUK DANA KAMPANYE
AKTIVITASS : . _
4 UANG (Rpj® BARANG (Rp) JASA (Rpp
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-
LAINT
A4 Penerimaan Barang  Hasil
Pembelian
1. Penerimaan Barang  Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga

Kampanye 18

]

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN™

TOTAL PENERIMAAN™

B Pengeluaran sebelum periode
pembukuan®

B.1 Pengeluaran

Rapat Umum?*?

]

Pertemuan Terbatas

Pertemnuan Tatap Muka?®

el

Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, Media
Sosial, dam Media Dalam
Jaringan®"

g

Pembuatan Bahan/Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye3t

6. Penyebaran Bahan Kampanye
Partai Politik Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat
Peraga Kampanye28

T. Penyebaran Bahan Kampanye
Calon Anggota Legislatif
Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga
Kampanye

8. Kegiatan Lain vyang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan?®

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank>?
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NOMOR BENTUK DANA KAMPANYE
AKTIVITAS: : h : :
‘ UANG (Rp)s BARANG (Rp)’ JASA [RpS

b. Pembelian Kendaraan®®

c. Pembelian Peralatan®®
d. Pembayaran Utang
Pembelian Barang 34

e. Pengeluaran Lain™

TOTAL PENGELUARAN

C. Utang

1. Utang Pembelian Barang??

D. Saldo
L Kas di Rekening Khusus Dana

Kampanye™®

Kas di Bendahara™

Barang*"

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN BENDAHARA UMUM /BENDAHARA DEWAN
PUSAT/DAERAH PIMPINAN PUSAT /DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA®).......% PROVINSI/KEABUPATEN /KOTA*)......42
ttd. ted.

-Nama Lenghkap- -Nama Lenghkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.

Diisi nama Wilayah ProvinsifKabupaten/Kota sesuai tingkatan.

Diisi dengan periode pembukuan LFPDE.

Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta

Pemilu.

6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu, serta jumlah utang dan saldo uang Partai Politik Peserta Pemilu.

7. Diisi dengan jumlah barang vang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu, serta jumlah saldo barang Partai Politik Peserta Pemilu yang
telah dikonwversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu yang telah dikonwversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga

pasar.

Lo Lo ba =
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15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22,
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Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Partai Politik Peserta Pemilu scbelum periode pembukuan LPPDK. Nilai
penerimaan Partai Politik Peserta Pemilu berupa uang/barang/jasa sama
dengan jumlah sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu pada FORMULIR 5
LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yvang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan. Nilai sumbangan
Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan berupa uang/barang/jasa sama
dengan jumlah sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan pada
FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Calon Anggota Legislatif dimasing-masing tingkatan. Nilai
sumbangan Calon Anggota Legislatif berupa uang/barang/jasa sama dengan
Jumlah sumbangan Calon Anggota Legislatif pada FORMULIR 2 DAFTAR
PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perscorangan. Nilai sumbangan
Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak
Lain Perscorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah. Nilai sumbangan Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah pada FORMULIR
2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.

Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.

Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.

Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian
barang metode utang olch Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke
dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah dari pencrimaan barang hasil pembelian dalam bentuk
barang,.

Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah
penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam
bentuk uang, barang, dan jasa.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang
dikeluarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebelum periode pembukuan LPPDK.
Nilai pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu berupa uang/barang/jasa sama
dengan jumlah pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu pada FORMULIR 5
LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
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SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN  DAN
PEMNGELUARAN DANA KAMPANYE.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copyy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

235. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yvang terkait dengan biaya untuk
pertemuan  tatap muka antara lain biava sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumasi, perizinan, dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap mulka.

26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatany produksi iklan di media massa cctak, media massa elektronik,
media sosial, dan media dalam jaringan.

27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan bahan /design dan/atau alat peraga Kampanye.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran Partal Politik dalam bentuk vang untuk biaya
jasa penyebaran danfatau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat
peraga Kampanye yang disebarkan Partai Politik yang telah dikonwversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran Calon Anggota Legislatif dalam bentuk uang
untuk biava jasa penyebaran danfatau jumlah unit barang bahan Kampanye
dan/atau alat peraga Kampanye vang discbarkan Calon Anggota Legislatif yang
telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
vang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial [(bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanve
melalui media sosial.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening
Khusus Dana Kampanye.

32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uwang untuk pembelian
kendaraan.

33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
metode utang.

35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.

36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.

37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang vang belum dilunasi.

38. Diisi dengan jumlah saldo uang yvang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDE.

39. Diisi dengan jumlah saldo uang vang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDE.

40. Diisi dengan jumlah salde barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

41. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.

42. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*} Pilih salah satu

www.peraturan.go.id



- 2023, No. 696
225

B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN /KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT /DAERAH
PROVINSI/ KABUPATEN f KOTA®) 2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode s fd o
BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR: SUMBER DANA KAMPANYE - -
UANG [Rp)* BARANG [RpJ’ JASA (Rp)®
1 Partai Politik *
Jumlah'
2. Para Calon Anggota Legislatifit

a. Dapil Calon Anggota Legislatif 1=

1} Momor Urugiis

a) MNama Calon Anggota
Legialatifi -

b} NIK Calon Anggota Legislatif* '

2] Datue

b. Dat

Jumlah!2

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan'?

a. Nama Penyumbang: ........."*

Tempat Tanggal Lahir dan Umur
Penyumbang: ..........138

Alamat Penyumbang: ..........1%*

Nomor Telepon [ Telepon Gengegam
Penyumbang [aktif): ..........1*

Nomor Induk Kependudukan: ... .13

Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang
[apabila ada): ..........""

b. Dst. 12e

Jumlah'*

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok!
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NOMOR:

SUMBER DANA KAMPANYE

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp)®

BARANG [Rp)” | JASA (Rpf

a. MNama Kelompok: .......... -

Alamat Kelompok: .......... 13k

Nomor Akta Pendirian Kelompok:

Nomor HKeputusan Pengesahan Badan
Hukum: .......... L

Nomor Induk Kependudukan Pimpinan
Kelompok .......... L3

Nomor Telepon [ Telepon Gengegam
Kelompok: .......... 124

Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau
Pimpinan Kelompol: .......... 12

Nama Pimpinan Kelompok: .......... 13k

Alamat Pimpinan Kelompok: ... ... s

b. Dat. 1=

Jumlah'®

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan danj/atau

Badan Usaha Nonpemerintah'”

a. MNama Perusahaan danfatan Badan
Usaha Nonpemerintah: ._....._.. e

Alamat Perusahaan dan/atau Badan
Usaha Nonpemerintah: ._....._.. ITh

Nomor akta pendirian  Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nama direksi atau pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

b. Alamat direksi atau pimpinan
Perusahaan danfatau Badan Usaha
Nonpemerintah: .......... 1

c. MNomor Telepon/telepon genggam direksi
atau pimpinan Perusahaan danj/atan
Badan Usaha Nonpemerintah: .......... 17y

d. Nama Pemegang saham mayoritas:
17k

e. Alamat Pemegang saham mayoritas:

f. Keterangan tentang status perusahaan
atau badan wusaha nonpemerintah:

Jumilahts

www.peraturan.go.id



- 2023, No. 696
227

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR* SUMBER DANA KAMPANYE>
UANG (Rp)* | BARANG (Rp)’ JASA (Rp)*
TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN
KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PUSAT/DAERAH PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA%)....... 20 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA®)....... 21
ted. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten /Kota dacrah pemilihan sesuai tingkatan.

Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima olch Partai

Politik.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima olch Partai

Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan

harga pasar.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Partai
Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan
harga pasar.

9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Partai Politik Peserta Pemilu.

11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
Para Calon Anggota Legislatif:

a. Diisi dengan nama Dacrah Pemilihan Calon Anggota Legislatif.
1) Diisi dengan nomor urut Calon Anggota Legislatif
a) Diisi dengan nama Calon Anggota Legislatif.
b) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota Legislatif.
2) Diisi dengan Calon Anggota Legislatif lainnya (apabila ada).
b. Diisi dengan nama Dacrah Pemilihan Calon Anggota Legislatif lainnya
(apabila ada).

12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima

dari Partai Politik bersangkutan.

i ot o

N
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13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang persecorangan:
Diisi dengan nama penyumbang.
Diisi dengan tanggal lahir dan umur penyumbang,
diisi dengan alamat penyumbang.
Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat
dihubungi (aktif].
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang,.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perscorangan lainnya (apabila
ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa vang diterima
dari pihak lain perscorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uwang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
a. Diisi dengan nama kelompok.

apop

Mo

b. Diisi dengan alamat kelompok.

c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian kelompok.

d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.

e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pimpinan kelompok.

f. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam  kelompok yang dapat
dihubungi jaktif].

g- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.

h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.

i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompolk.

j- Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnyva (apabila

ada).

16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok.

17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas
perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah:

a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

. Diisi dengan alamat perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah.

c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahasn dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

f. Diisi dengan alamat dircksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

g- Diisi dengan nomor telepon /nomor telepon genggam direksi atau pimpinan
perusahaan danjatau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi
|aktil]).

h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.

i. Diisi dengan alamat pemegang saham mavoritas.

j- Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha
nonpemerintah.

k. Diisi dengan identitas perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah
lainnya [apabila ada).

18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

19. Diisi dengan total kescluruhan penerimaan sumbangan uang/ barang/jasa yang
bersumber dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan/Pihak lain
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perscorangan/Pihak lain kelompok/perusahaan danj/atau badan usaha
nonpemerintah.

20. Ditandatangani olch Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.

21. Ditandatangani olch Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu
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PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

LOGD PARTAI

POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD

KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN PUSAT /DAERAH
PROVINSI /KABUPATEN f KOTA®) z

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA

Nama Calon Anggota Legislatif
Nomor Induk Kependudukan
Nama Daerah Pemilihan
Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif

LEGISLATIF

Periode s/d 3

NOMOR

@

AKTIVITAS!'®

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)" BARANG (Rp)" JASA [Rp)=

Al

Penerimaan scbelum periode
pembukuant#

A2

Penerimaan Sumbangan

1.

Partai Politile™

2.

Calon Anggota Legislatifts

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN'?

A3

Penerimaan Barang Hasil
Pembelian

Penerimaan  Barang  Hasil
Pemnbuatan Bahan / Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '®

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pemnbuatan Bahan / Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN20

www.peraturan.go.id



2023, No. 696 -248

NOMOR _ BENTUK DANA KAMPANYE
AKTIVITAS10 : _ _ _
’ UANG (Rp)"! BARANG (Rp)2 | JASA [Rp)©=

TOTAL FENERIMAAN!

B Pengeluaran sebelum periode
pembukuanz2

B.1 Pengeluaran

Rapat Umum?23

Pertemuan Terbatas™

3 Pertemuan Tatap Muka2

4. Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, dan Media
Dalam Jaringan®*

5. Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye?"

6. Penyebaran Bahan Kampanye

Partai Politik Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat
Peraga Kampanye?®

Penyebaran Bahan Kampanye
Calon Anggota Legislatif
Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga

Kampanye®

8. Kegiatan Lain vyang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan?®

9. Pengeluaran Lain-lain

a. Pembelian Kendaraan??

Pembelian Peralatan™
Pembayaran Utang

Pembelian Barang *

d. Pengeluaran Lain®

TOTAL PENGELUARAN®

C. Utang

1. Utang Pembelian Barang?

D. Saldo

kJ

Kas™

3. Barang®s

www.peraturan.go.id
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Calon Anggota Legislatif»
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

Peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota Legislatif dimasing-masing tingkatan

Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota dacrah pemilihan sesuai tingkatan.

Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.

Diisi dengan Nama Calon Anggota Legislatif.

Diisi Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota Legislatif.

Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota Legislatif.

Diisi dengan Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif.

Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

0. Diisi dengan uraian aktivitas kegiatan pencrimaan dan pengeluaran Calon

Anggota Legislatif.

11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
Legislatif.

12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

14. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Calon Anggota Legislatif sebelum periode pembukuan LPPDK

15. Diisi dengan jumlah sumbangan yvang diterima dalam bentuk uang/ barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan yvang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Calon Anggota Legislatif bersangkutan dimasing-masing
tingkatan.

17. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.

18. Diisi dengan jumlah barang vang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Calon Anggota
Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

19. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka scbagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke
dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

20. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang
dan barang.

21. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah
penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa,

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang
dikeluarkan Calon Anggota Legislatif sebelum periode pembukuan LPPDK.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

B0 IN.0 O W N e
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235. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertervian tatap mules.

26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan/ produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan
media dalam jaringan.

27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uwang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat
peraga Kampanye Partai Politik yang discbarkan yang telah dikonwversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uwang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/ataog alat
peraga kampanye Calon Anggota Legislatif yvang discbarkan yang telah
dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
vang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun], dan Kampanye
melalui media sosial.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

33. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakuksn dengan
metode utang.

34. Diiai dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.

35. Diisi dengan total pengeluaran wang, barang, dan jasa.

36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang vang belum dilunasi.

37. Diisi dengan jumlah saldo uang per tanggal penutupan periode LPFDE.

38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai

dengan harga pasar.
39. Ditandatangani oleh Calon Anggota Legislatif bersangkutan.

*] Pilih salah satu
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ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE

POLITIK

[ LOGO PARTAI

J

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

NAMA PARTAI POLITIK

DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
Alamat
Alamat Domisili
Nomor Induk Kependudukan
Jabatan

2. Nama
Alamat
Alamat Domisili
Nomor Induk Kependudukan
Jabatan

Ketua Umum/Ketua*)

Bendahara Umum/Bendahara*)

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten /Kota®),

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. | Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Pembukaan a. Kami

Polittk Peserta Pemilu

membuka RKDK pada
Bank Umum atas nama Partai

dan

Pasal 37 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan

www.peraturan.go.id
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PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
terpisah dan rekening Partal | Umum  téentang Dana
Politik Peserta Pemiha. Kampanye Pemilihan
Umum Nomor 18
Tahun 2023
b. Kami membuka REKDK pada|Pasal 37 ayat (3]
Bank Umum sejak Partai Politik | Peraturan Komisi
Peserta Pemilu ditetapkan | Pemilihan Umum
sebagai Peserta Pemilu sampai | tentang Dana
dengan 1 (satu] Han sebelum | Kampanye Pemilihan
dimulainya masa Kampanye. Umum Nomor 18
Tahun 2023
c. Kami membuka dan melaporkan | Pasal 37 ayat (8]
hanya 1 (satu) nomor REKDK | Peraturan Komisi
kepada KPU, KPU Provinsi, | Pemilihan Umum
dan/atau KPU Kabupaten/Kota. | tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum MNomor 18
Tahun 2023
2. Pengelolaan Kami meneémpatkan Penérimaan | Pasal 36 ayat (2)
Dana Kampanye wang berbeéntuk | Peraturan Komisi
uang pada RKDK terlebih dahulu | Pemilihan Umum
sebelum digunakan untuk kegiatan | tentang Dana
Kampanye Pemilu. Kampanye Pemilihan
Umum Nomor 18
Tahun 2023
3. Penutupan a. Kami menutup RKDK pada|Pasal 38 ayat (1)
bank wmum 1 (satu) Han | Peraturan Komisi
setelah penutupan pembukuan | Pemilihan Umum
LPPDK sampai dengan 1 [satu) | tentang Dana
Hari  sebelum  penyampalan | Kampanye Pemilihan
Laporan Dana Kampanye | Umum Nomor 18
kepada KAP. Tahun 2023
b. Kami menyampaikan surat|Pasal 38 ayat (5
pernyataan penutupan | Peraturan Komisi
rekening khusus dana | Pemilihan Umum
kampanye dari Bank Umum | téntang Dana
kepada KPU/KPU  Provinsi/ | Kampanye Pemilihan
KPU Kabupaten fKota*®), 1 (satu) | Umum Nomor 18
Hari setelah menerima surat | Tahun 2023
pernyataan dar Bank Umum.
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NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

2

3

5

Laporan Awal D

ana Kampanye (LADK)

Muatan
Informasi

Kami
memuat informasi:

a. RKDK;

b. saldo awal RKDK atau saldo

. catatan

. nomor

menyusun LADK  yang

pembukaan dan sumber

perolehan;

. saldo awal pembukuan yang

merupakan sisa saldo hasil
peénérimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kegiatan
kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukuan;
penerimaan dan
pengeluaran  Partai  Politik
Peserta Pemilu termasuk
sebelum pembukaan RKDK;

pokok wajib pajak
masing-masing Partai Politik
Peserta Pemilu; dan

bukti penerimaan
pengeluaran yang

dipertanggungjawabkan.

dan
dapat

Pasal 47
Peraturan
Pemilihan
tentang
Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023

ayat (1)
Komisi
Umum

Dana

Pembukuan

. Kami menyusun LADK dengan

Periode  pembukuan  yang
dimulai sejak 3 (tiga) Hari
setelah Partai Politik ditetapkan
sebagai Peserta Pemilu dan

Pasal 47
Peraturan

Pemilihan Umum
tentang Dana
Kampanye Pemilihan

ayat (2)
Komisi

ditutup 1 (satu) Hari sebelum | Umum  Nomor 18
penyampaian LADK. Tahun 2023
. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 43 ayat (3)
terpisah  dari  pembukuan | Peraturan Komisi
keuangan Partai Politik Peserta | Pemilihan Umum
Pemilu yang bersangkutan. tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 43 ayat (6)
mencakup informasi tentang | Peraturan Komisi
bentuk dan jumlah penerimaan | Pemilihan Umum
dan pengeluaran disertai bukti | tentang Dana
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PATUH
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penerimaan dan pengeluaran | Kampanye Pemilihan
yang dapat | Umum  Nomor 18
dipertanggungjawabkan. Tahun 2023
. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 43 ayat (7)
menjadi tanggung jawab Partai | Peraturan Komisi
Polittk Peserta Pemilu yang | Pemilihan Umum
bersangkutan. tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
3. | Penyampaian . Kami menyampaikan LADK |Pasal 51 ayat (3)
Laporan kepada KPU/KPU Provinsi/ | Peraturan Komisi
KPU Kabupaten/Kota*) dengan | Pemilihan Umum
mengirimkan data dan | tentang Dana
dokumen LADK yang diunggah | Kampanye Pemilihan
melalui Sikadeka; Umum Nomor 18
Tahun 2023
. Kami menyampaikan LADK |Pasal 51 ayat (4)
dilakukan paling lambat 14 | Peraturan Komisi
(empat belas) Han sebelum hari | Pemilihan Umum
pertama jadwal pelaksanaan | tentang Dana
Kampanye Pemilu dalam | Kampanye Pemilihan
bentuk rapat umum, paling|Umum Nomor 18
lambat pukul 23.59 waktu | Tahun 2023
setempat;
. Apabila terdapat perbaikan, |Pasal 51 ayat (7)
maka kami menyampaikan | Peraturan Komisi
LADK perbaikan kepada | Pemilihan Umum
KPU/KPU Provinsi/ KPU | tentang Dana
Kabupaten /Kota*) melalui | Kampanye Pemilihan
Sikadeka paling lambat 5 (lima) | Umum  Nomor 18
Hari sejak menerima tanda | Tahun 2023
pengembalian dan berita acara
hasil pencermatan dari
KPU/KPU Provinsi/ KPU
Kabupaten /Kota*), paling
lambat pukul 23.59 waktu
setempat.
4. | Kelengkapan |a. Kami meényampaikan LADK
secara lengkap yang terdiri atas:
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1 2 3 5
1) FORMULIR 1 LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR
PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR
PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR S5 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekening Koran
Rekening Khusus Dana
Kampanye; dan

9) Bukti-bukti transaksi
pénerimaan dan transaksi
pengeluaran.

. Apabila LADK yang kami

sampaikan dikembalikan oleh
KPU/KPU Provinsi/ KPU
Kabupaten /Kota*), maka kami
wajib  melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK
dimaksud dengan LADK
perbaikan yang terdiri atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN

AWAL DANA KAMPANYE;
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2) FORMULIR 2 DAFTAR
PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA
KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR
PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

5) FORMULIR 5 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

8) Salinan dan Rekéening
Koran Rekening Khusus
Dana Kampanye; dan

9) Bukti-bukt transaksi
penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

C. | Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. | Muatan Kami menyampaikan LPSDK dari | Pasal 49 ayat (1)
Informasi penyumbang kepada KPU yang | Peraturan Komisi
memuat informasi: Pemilihan Umum
a. identitas penyumbang: dan tentang Dana
b. jumlah  sumbangan Dana | Kampanye Pemilihan
Kampanye. Umum  Nomor 18

Tahun 2023
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2. | Penyampaian | Kami menyampaikan LPSDK | Pasal 52 ayat (3]
Laporan kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU | Peraturan Komisi
Kabupaten /Kota®), mulai dari awal | Pemilihan Umum
masa Kampanye sampai dengan 1 | tentang Dana
(satu) Hari setelah masa Kampanye | Kampanye Pemilihan
berakhir. Umum MNomor 18
Tahun 2023
3. | Kelengkapan Kami menyampaikan LPSDK secara
lengkap yang terdin atas:
a. LPSDK Pihak Lain
Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok:
dan
¢. LPSDK Pihak Lain Perusahaan
dan/atau Badan Usaha
Nonpemerintah.
D. | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDEK)
1. | Muatan Kami menyusun LPPDK yang | Pasal 50 ayat (1)
Informasi mfmﬁ'—'-f?{};'?fﬂmﬂsii Peraturan Komisi
E saldc:‘ awal atau saldo Peenilhan U
pembukaan dan sumber | "CNANE Dank
perolehan; Kampanye Pemilihan
¢. saldo awal pembukuan yang | Umum MNomor 18
merupakan sisa saldo hasil | Tahun 2023
penerimaan sumbangan dan
pengeluaran untuk kepiatan
Kampanye apahbila diterima
sebelum perieode pembukuan;
d. catatan penerimaan dan
pengeluaran Partai Politik
Peserta Pemilu termasuk
sebelum pembukaan REDK;
e. nomor pokok wajib  pajak
masing-masing Partan Politik
Peserta Pemilu:
f. bukt penerimaan dan
pengeluaran yang dapat
dipertangpungjawablean;
g. saldo alchir pada gaat
penutupan RKDK; dan
h. Asersi atas Laporan Dana
Kampanye.
2. | Pembukuan a. Kami menyusun LPFDK | Pasal 50 ayat (2]
dimulai sejak 3 ([tiga) Han | Peraturan Komisi
setelah penetapan Partai Politik | Pemilihan Umum
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Peserta Pemilu dan ditutup 7 | téntang Dana
(tujuh) Hari sebelum | Kampanye Pemilihan
penyampaian LPPDK kepada | Umum  Nomor 18
KAP yvang ditunjuk KPU. Tahun 2023
. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 43 ayat (3)
terpisah dari  pembukuan | Peraturan Komisi
keuangan Partai Politik Peserta | Pemilihan Umum
Pemilu yang bersanghutan. tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum Nomor 18
Tahun 2023
. Pembuluan Dana Kampanye Pasal 43 ayat (6
mencakup informasi tentang | Peraturan Komisi
bentuk dan jumlah penérimaan Pemilihan Umum
dan pengeluaran disertal bukti | tentang Dana
penerimaan dan pengeluaran | Kampanye Pemilihan
yang dapat Umum  Nomor 18
dipertangpungjawabkan. Tahun 2023
. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 43 ayat (7]
menjadi tanggung jawab Partai | Peraturan Komisi
Poliik Peserta Pemilu wyang | Pemilihan Umum
bersanghkutan. tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
3. | Penyampaian . Kami menyampaikan LPPDK | Pasal 53 ayat (1) dan
Laporan kepada KAP yvang ditunjuk oleh | ayat  (3) Peraturan
KPU dengan menginmkan data | Komisi Pemilihan
dan dokumen LPPDK yang| Umum tentang Dana
diunggah melalui Sikadela. Kampanye Pemilihan
Umum Nomor 18
Tahun 2023
. Kami menyampaikan LPPDK |Pasal 53 ayat (4
paling lama 15 (lima belas) Hari | Peraturan Komisi
sesudah hari pemungutan suara, | Pemilihan Umum
paling lambat puloual 23.59 waktu | tentang Dana
setempat. Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
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4. | Kelengkapan Kami menyampaikan LPPDK secara

lengkap yang terdiri atas:

1)

2)

3)

4

6)

7)

8)

9)

FORMULIR 1 LAPORAN

PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

FORMULIR 2 DAFTAR
PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA
KAMPANYE;

FORMULIE 3 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

FORMULIR 4 DAFTAR
PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE:
FORMULIR 5 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE;

FORMULIR & LAPORAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN

FORMULIR 7 ASERSI ATAS
LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

Salinan dan  Rekening
Koran Rekening Khusus
Dana Kampanye;

Surat Pernyataan dari Bank
Umum yang menyatakan
bahwa  rekening Partai
Politik Peserta Pemilu yang
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pembelian barang atau jasa yang

melebihi batas kewajaran transalksi

secara umum dan kami laporkan
dalam LADK, LPSDK, dan LFPDE.

Rincian  pembatasan  maksimal

sumbangan sebagai berikout:

a. Dana Kampanye Pemilu
anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota
yang berasal dari perseorangan
paling banyal
Rp2.500.000.000,00 ([dua miliar
lima ratus juta rupiah) selama
masa Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu
anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupatenkota
yvang berasal dan kelompaok,
perusahaan, dan/fatau badan

PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
bersanghutan telah
ditutup; dan
10) Bukti-bulkti transalesi
penerimaan dan transaksi
pengeluaran.
D. | Ketentuan Lainnya
1. | Sumber Dana |Kami menerima Dana Kampanye | Pasal 31 ayat (1)
Kampamnye Pemilu  anggota DPR, DPRD | Peraturan Komisi
provinsi, dan DPED | Pemilihan Umum
kabupaten fkota yang diperoleh | tentang Dana
dari: Kampanye Pemilihan
a. Partai Politik; Umum Nomor 18
b. calon anggota DPR, DPRD | Tahun 2023
provinsi, dan DPRD
kabupaten /kota dari Partai
Politik yang bersanglutan; dan
c. sumbangan yang sah menurut
hulkum dari pihak lain.
2. | Pembatasan Kami mematuhi jumlah maksimal | Pasal 34 Peraturan
Dana batasan penerimaan Sumbangan | Komisi Pemilihan
Kampanye vang mencalkup wuwang, barang | Umum tentang Dana
dan/atau jasa yang dikonversikan | Kampanye Pemilihan
dengan nilai vang, termasuk diskon | Umum  Nomor 18

Tahun 2023
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usaha nonpemerintah paling
banyak Rp25.000.000.000,00
[dua puluh lima miliar rupiah)
selama masa Kampanye.
3. | Sumbangan Kami tidak menggunakan dana dari | Pasal 34 ayat (3) dan
yvang Dilarang | sumbangan yvang dilarang, Apabila | Pasal 116 ayat (2]
kami meénerima sumbangan yang | Peraturan Komisi
dilarang maka kami meématuhi | Pemilihan Umum
ketentuan sebagai berikout: tentang Dana
a. tidak menggunakan sumbangan E.ampanyf Pormiihan
tersebut: mum Nomor 18
b. melaporkan sumbangan yang Tabun 2023
dilarang tersebut kepada KPU,;
dan
c. menyerahkan sumbangan
tersebut ke kas Negara paling
lambat 14 (empat belas) Hari
setelah mAasa Kampanye
berakhir.
4. | Pengeluaran a. Kami mencatat dan | Pasal 41 Peraturan
Dana membukukan seluruh | Komisi Permilihan
Kampamnye pengeluaran  Dana Kampanye | Umum téentang Dana
untuk pembiayaan aktivitas | Kampanye Pemilihan

Kampanye, pembayaran hutang,
dan pengeluaran lain-lain, yang
dinilai berdasarkan harga pasar
VAN Wajar.

Catatan:

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye
termasuk  pembelian  barang
dan fatau pembayaran jasa.

b) Pembayaran hutang merupakan
pembayaran atas hutang Partai
Politikk Peserta Pemilu yang
timbul dari pembelian barang
dari pihak lain dan menjadi
tanggung jawab Partai Politik
Peserta Pemilu yang
bersanglutan.

a) Dana Kampanye
digunakan

tidak dapat
untuk membiayai

Umum MNomor 18
Tahun 2023
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NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
saksi Partai Poliuk Peserta
Pemilu dalam pemungutan dan
penghitungan suara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
KETUA UMUM/KETUA?Y) BENDAHARA UMUM /BENDAHARA®)

td. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:

*) Pilih salah satu,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
td.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN XV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK !

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/ DFRD
KABUPATEN fKOTA")
DEWAN PIMFINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN KOTAY)

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode sfd 1

BENTUK DANA KAMPANYE

NOMOR: ARTIVITASS UANG [Rp]* BARANG (Rp|" JASA [Rp)®
Al Penerimaan scbelum periode
pembukuan®
A2 Penerimaan Sumbangan
L. Partai Politik'®

Calon Anggota Legislatift!

Sumbangan Pihalk Lain
Perseorangan'?

4. Sumbangan Pihak Lain
Kelompok!2
5. Sumbangan Pihalk Lain

Perusahaan danj/atau Badan
Usaha Nonpemerintah 4

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN'

A3 Penerimaan Lain-Lain

L. Bunga Bank®s

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-
LAIN'T
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NOMOR:

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp]®

BARANG (Rp)’ JASA [Rp)*

Ad

Penerimaan Barang  Hasil
Pembelian

Penerimaan Barang  Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '#

ba

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan/Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN

TOTAL PENERIMAAN2

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan®

Pengeluaran

Rapat Umum?*?

k2

Pertemmuan Terbatas®

Pertemuan Tatap Muka?®

el

Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, Media
Sosial, dan Media Dalam
Jaringan®*

g

Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye2t

Penyebaran Bahan Kampanye
Partai Politik Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat
Peraga Kampanye28

Penyebaran Bahan Kampanye
Calon Anggota Legislatif
Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga
Kampanyev

Kegiatan Lain wyang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan?”

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank!

b. Pembelian Kendaraanz

c. Pembelian Peralatan®®

www.peraturan.go.id



- 2023, No. 696
265

BENTUK DANA KAMPANYE
UANG (Rp)® BARANG (Rp)’ JASA (Rp)*

NOMOR+* AKTIVITAS®

d. Pembayaran Utang
Pembelian Barang 3+

e. Pengeluaran Lain™

TOTAL PENGELUARAN*

C. Utang

1. Utang Pembelian Barang®’

D. Saldo

Kas di Rekening Khusus Dana
Kampanye™

2. Kas di Bendahara»

3. Barang*’

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PUSAT/DAERAH PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA")....... 41 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?)....... a
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun olch Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.

Diisi nama Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.

Diisi dengan periode pembukuan LADK.

Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta

Pemilu.

Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik

Peserta Pemilu, serta jumlah utang dan saldo uang Partai Politik Peserta Pemilu.

7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu, serta jumlah saldo barang Partai Politik Peserta Pemilu yang
telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga
pasar.

9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Partai Politik Peserta Pemilu sebelum periode pembukuan LADK. Nilai
penerimaan Partai Politik Peserta Pemilu berupa uang/barang/jasa sama
dengan jumlah sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu pada FORMULIR 5
LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

R L o o
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10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/ jasa
yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan. Nilai sumbangan
Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan berupa uang/barang/jasa sama
dengan jumlah sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan pada
FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari Calon Anggota Legislatif dimasing-masing tingkatan. Nilai
sumbangan Calon Anggota Legislatif berupa uwang/barang/jasa sama dengan
jumlah sumbangan Calon Anggota Legislatii pada FORMULIR 2 DAFTAR
PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/ jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perscorangan. Nilai sumbangan
Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak
Lain Perscorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompolk
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada FORMULIE 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Fihak Lain Perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah. nilai sumbangan perusahaan danfataun badan usaha
nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah pada FORMULIR
2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

15. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanyve dalam bentuk
uang, barang, dan jass pada periode LADK.

16. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kamparnye.

17. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.

18. Diisi dengan jumlah barang vang diterima sebagai hasil pembelian bahan / design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu yang telah dikonwversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga

pasar.

19. Diisi dengan jumlah barang vang diterima dimuka sebagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke
dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

20. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk
barang.

21. Diiai dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah
penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam
bentuk uang, barang, dan jasa.

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang
dikeluarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebelum periode pembukuan LADK.
Nilai pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu berupa uwang/barang/jasa sama
dengan jumlah pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu pada FORMULIR 5
LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copyy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

24, Diiai dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
Jfoto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
pertemuan  tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumasi, perizinan, dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
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26. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya
pembuatany produksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik,
media sosial, dan media dalam jaringan.

27. Diiai dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan bahan /design danfatau alat peraga Kampanye.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran Partai Politik dalam bentuk uang untuk biaya
jasa penyebaran dan/fatau jumlah unit barang bahan Kampanye dan/atau alat
peraga Kampanye yang disebarkan Partai Politik yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran Calon Anggota Legislatif dalam bentuk uang
untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye
dan/atau alat peraga Kampanye vang discbarkan Calon Anggota Legislatif yang
telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain scperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, pancn raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial [bazar, domor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye
melalui media sosial.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening
Khusus Dana Kampanye.

32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
metode utang.

35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.

36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.

37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang vang belum dilunasi.

38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Hampanye per tanggal penutupan periode LADK.

39, Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Hampanye per tanggal penutupan periode LADK.

40. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

41. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.

42. Ditandatangani olech Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*]  Pilih salah satu
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B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIE i

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/ DPRD
KABUPATEN fKOTA®)
DEWAN PIMFPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA™)

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode sfd :
BENTUK DANA KAMFPANYE
NOMOR* SUMBER DANA KAMPANYE - -
UANG [Ep)* BARANG [Rp)” JASA [Rp)®
1. Partai Politik *
Jumlah"
2. Para Calon Anggota Legislatifit

a. Dapil Calon Anggota Legislatif1ta

1) Momor Urat!'e
a) Nama Calon Angpota
Legialatifi -

b} NIK Calon Anggota Legislatiftt
2] Datioe
b. Dt '

Jumilaht2

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan'?

a. Nama Penyumbang: .........."%=
Tempat Tanggal Lahir dan Umur
Penyumbang: .........138

Alamat Penyumbang: .........."7%

Nomor Telepon/telepon Ecnggam

Pemyumbang (aktif): .........."

Nomor Induk Kependudukan: ... 1%

Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang
|apabila ada): .........."™

b. Dst. 12e

Jumlah

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok!
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NOMOR:

SUMBER DANA KAMPANYE

BENTUK DANA KAMPANYE
UANG [Rp)* | BARANG (Rp)” | JASA (Rp)®

a. MNama Kelompok: .......... -

Alamat Kelompok: .......... 13k

Nomor Akta Pendirian Kelompok:

Nomor HKeputusan Pengesahan Badan
Hukum: .......... L

Nomor Induk Kependudukan Pimpinan
Kelompok .......... L3

Nomor Telepon [ Telepon Gengegam
Kelompok: .......... 124

Nomor Pokok Wajib Pajak Kelompok atau
Pimpinan Kelompol: .......... 12

Nama Pimpinan Kelompok: .......... 13k

Alamat Pimpinan Kelompok: ... ... s

b. Dat. 1=

Jumlah'®

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan danj/atau

Badan Usaha Nonpemerintah'”

a. MNama Perusahaan danfatan Badan
Usaha Nonpemerintah: ._....._.. e

Alamat Perusahaan dan/fatau Badan
Usaha Nonpemerintah: ._....._.. ITh

MNomor akta pendirian Perusahaan

dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:
1Tc

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nama direksi atau pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Alamat direksi atau pimpinan
Perusahaan danfatau Badan Usaha
Nonpemerintah: .......... 1

Nomor Telepon/telepon genggam direksi
atau pimpinan Perusahaan danj/atan
Badan Usaha Nonpemerintah: .......... 17y

Nama Pemegang saham mayoritas:
17k

Alamat Pemegang saham mayoritas:

Keterangan tentang status perusahaan
atau badan wusaha nonpemerintah:

Jumilahts
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BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR* SUMBER DANA KAMPANYE>
UANG (Rp)* | BARANG (Rp)’ JASA (Rp)*
TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN
KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PUSAT/DAERAH PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA?)....... 20 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA")....... s
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik Peserta Pemilu dimasing-masing tingkatan

Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten /Kota dacrah pemilihan sesuai tingkatan.

Diisi dengan periode pembukuan LADK.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Partai

Politik.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima olch Partai

Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan

harga pasar.

8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima olch Partai
Politik Peserta Pemilu yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan
harga pasar.

9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Partai Politik Peserta Pemilu.

11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
Para Calon Anggota Legislatif:

a. Diisi dengan nama Daerah Pemilihan Calon Anggota Legislatif.
1} Diisi dengan nomor urut Calon Anggota Legislatif
a) Diisi dengan nama Calon Anggota Legislatif
b) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota Legislatif.
2} Diisi dengan Calon Anggota Legislatif lainnya (apabila ada).
b. Diisi dengan nama Dacrah Pemilihan Calon Anggota Legislatif lainnya
{apabila ada).

12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima

dari Partai Politik bersangkutan.

Ll o

™
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

271

Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang persecorangan:
Diisi dengan nama penyumbang.
Diisi dengan tanggal lahir dan umur penyumbang,
Diisi dengan alamat penyumbang.
Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat
dihubungi (aktif].
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang,.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perscorangan lainnya (apabila
ada).

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari pihak lain perscorangan.
Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:

a. Diisi dengan nama kelompok.

apop

Mo

b. Diisi dengan alamat kelompok.

c. Diisi dengan Nomor Akta Pendirian kelompok.

d. Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.

e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pimpinan kelompok.

f. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam  kelompok yang dapat
dihubungi jaktif].

g- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.

h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.

i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompolk.

j- Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnyva (apabila

ada).
Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari pihak lain kelompok.
Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
pihak lain perusahaan dan/fatau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas
perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:

a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

. Diisi dengan alamat perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah.

c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahasn dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

f. Diisi dengan alamat dircksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

g- Diisi dengan nomor telepon /nomor telepon genggam direksi atau pimpinan
perusahaan danjatau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi
|aktil]).

h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.

i. Diisi dengan alamat pemegang saham mavoritas.

j- Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha
nonpemerintah.

k. Diisi dengan identitas perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah
lainnya [apabila ada).

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang
bersumber dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan/Pihak lain
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persecorangan/Pihak lain  kelompok/perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

20. Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.,

21. Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

*) Pilih salah satu
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F. FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK .

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/ DFRD
KABUPATEN f KOTA*)
DEWAN PIMFINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN KOTA®)

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN FENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF

Periode sfd g
Nama Calon Anggota Legislatif : +
Nomor Induk Kependudukan I o

Nama Daerah Pemilihan : &
Nomor Pokok Wajib Pajak : ¥
Nomor Eekening Calon Anggota Legislatif : -

BENTUK DANA KAMPANYE
UANG [Rp|"! BARANG [Rp)' JASA [Rp)

NOMOR® AKTIVITAS!™®

Penerimaan sebelum  periode

Al
pembukuan’

A2 Penerimaan Sumbangan

1. Partai Politik?®

2 Calon Anggota Legislatifte

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBAMNGAN'?

A3 Penerimaan Barang Hasil
Pembelian

1. Penerimaan  Barang  Hasil
Pembuatan Bahan / Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '#

2. Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN=®

TOTAL PENERIMAAN2

www.peraturan.go.id
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BENTUK DANA KAMPANYE
UANG (Rp)* BARANG [Rp)* JASA [Rp)*

NOMOR? AKTIVITAS!2

B Pengeluaran sebelum periode
pembukuansz

B.1 Pengreluaran

Rapat Umum?23

2. Pertemuan Terbatas™

3. Pertemuan Tatap Muka2

4. Pembuatan f Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, dan Media
Dalam Jaringan®

5. Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye3"

6. Penyebaran Bahan Kampanye

Partai Politik Kepada Umum
dan/atau pemasangan  Alat
Peraga Kampanye?®
Penyebaran Bahan Kampanye
Calon Anggota Legislatif
Kepada Umum  dan/atau
pemasangan Alat Peraga
Kampanye=

8. Kegiatan Lain vyang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan??

9. Pengeluaran Lain-lain

a. Pembelian Kendaraan?

Pembelian Peralatan®
Pembayaran Utang
Pembelian Barang 32

d. Pengeluaran Lain™

TOTAL PENGELUARAN=

C. Utang
1. Utang Pembelian Barang»

D Saldo

[N ]

Kas*7

3. Barang®®

www.peraturan.go.id
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Calon Anggota Legislatif'®
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun olch Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota

bcglslatxf dimasing-masing tingkatan

Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
Diisi nama Provinsi/Kabupaten /Kota dacrah pemilihan sesuai tingkatan.
Diisi dengan periode pembukuan LADK.
Diisi dengan Nama Calon Anggota Legislatif.
Diisi Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota Legislatif.
Diisi dengan nama Dacrah Pemilihan Calon Anggota Legislatif.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota Legislatif.
Diisi dengan Nomor Rekening Calon Anggota Legislatif.
Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
. Diisi dengan uraian aktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran Calon
Anggota Legislatif.
. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
Legislatif.

12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

14. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Calon Anggota Legislatif sebelum periode pembukuan LADK.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu bersangkutan.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari Calon Anggota Legislatif bersangkutan dimasing-masing
tingkatan.

17. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LADK.

18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan /design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Calon Anggota
Legislatif yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

19. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Calon Anggota Legislatif yang telah dikonversi ke
dalam rupiah scsuai dengan harga pasar.

20. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang
dan barang.

21. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah
Penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang
dikeluarkan Calon Anggota Legislatif sebelum periode pembukuan LADK.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,

00N N

—
(=]

[
-
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foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
pertemuan  tatap muka antara lain biaya sewa godung/ruangan, coctak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertervian tatap mules.

26. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran yvang terkait dengan biaya
pembuatany produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan
media dalam jaringan.

27. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran yvang terkait dengan biaya
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uwang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/ataa alat
peraga kampanye Partai Politik yvang discbarkan yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uwang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat
peraga kampanye Calon Anggota Legislatif yang discbarkan yang telah
dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun], dan Kampanye
melalui media sosial.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

33. diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
metode utang.

34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.

35. Diisi dengan total pengeluaran wang, barang, dan jasa.

36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang vang belum dilunasi.

37. Diisi dengan jumlah saldo uang per tanggal penutupan periode LADE.

38. Diisi dengan jumlah saldo barang vang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai

dengan harga pasar.
39. Ditandatangani oleh Calon Anggota Legislatif bersanghkutan.

*] Pilih salah satu
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G. FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAIPOLITIK ¢

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA*) >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERIODE _S/D o

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Nomor Induk Kependudukan
Jabatan : Ketua Umum /Ketua*)

2. Nama
Alamat
Nomor Induk Kependudukan
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara®)

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal sampai :

MENYATAKAN dengan scbenar-benarnya:

a.  bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu;

b.  bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2023 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan sccara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan/atau
fakta yang scbenarnya;

d. bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban perpajakan yang melckat pada
transaksi pengeluarann yang dilakukan; dan

f bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan  diungkapkan dalam laporan  ini,  bersedia  untuk
mempertanggungjawabkannya.

www.peraturan.go.id



2023, No. 696 -294

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA DEWAN PIMPINAN BENDAHARA UMUM/BENDAHARA DEWAN
PUSAT/DAERAH PIMPINAN PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA")....... 5 PROVINSI/KABUPATEN /KOTA*)....... i
trd, ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:
Diisi dengan nama Partai Politik

Diuisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan,
Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.

Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
Ditandatangani oleh Ketua Partai Politik sesuai tingkatannya.
Ditandatangani oleh Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.

LI

*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd,

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK
CALON ANGGOTA DPD

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...,

SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
CALON ANGGOTA DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI...........

N R R T
Kepada
Yibhooan (diisi nama Bank Umum yang dituju)
di-
Tempat

1. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 332 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dana kampanye Pemilu berupa uang
ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pemilu Calon Anggota
DPD yang bersangkutan pada bank.

2. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan Calon
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana terlampir.

3. Berdasarkan Surat ... (diisi dengan nomor surat permohonan Pengantar
pembukaan RKDK dari Calon Anggota DPD) perihal Permohonan Pengantar
Pembukaan RKDK.

Dengan ini disampaikan bahwa:

Nama Calon Anggota DPD R A
Alamat Calon Anggota DPD $U xssnonoaasaaasasanasasanasasaasaasaaaadsansadsansadsaasadsaassasans
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NIK PR ey et s e S v N SV O e R D /s 1 ) S

adalah peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi.......... Tahun 2024.

Berkenaan dengan tersebut diatas, dimohon agar dapat memfasilitasi Pembukaan
Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD dimaksud dengan
keterangan sebagai berikut:

Nama pada Rekening  : RKDK DPD ... (diisi nama Calon Anggota DPD tanpa
gelar)
Jenis Rekening : Tabungan/Giro®)

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

........................ Jesererescnasancrsnananaranerabansnote

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi....

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:
1. *jpilsh salah Satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
ttd.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK
CALON ANGGOTA DPD

SURAT PERMOHONAN
PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMIOR 12/ttt
Perihal : Penutupan RKDK

b 4 1+ FOVAALAL (diisi nama Bank Umum yang dituju)
di-
Tempat

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Calon
Anggota DPD wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah
penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Calon
Anggota DPD wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum kepada
KPU Provinsi 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank

Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan permohonan penutupan
RKDK dengan rincian:

Nama calon anggota DPD R R

Provinsi A A A A A A A A AR eS
Nama RKDK S ed s s e b da N aa s b e s i hanaana (diisi nama sesuai RKDK)
Nomor RKDK R T T T T T T T L T T e T (diisi nomor RKDK)
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Mohon berkenan kepada bank ... (diisi dengan nama bank) untuk dapat
menutup RKDK sebagaimana tersebut diatas dan dapat diberikan surat
pernyataan penutupan RKDK dimaksud.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

........................ R PR

Nama Calon Anggota DPD

(Tanda tangan dan nama lengkap)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
td.,

HASYIM ASY’ARI
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XV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 158 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LADK DPD

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

[ LOGO CALON ]

NAMA CALON __

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode sfd

NOMOR?

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp]®

BARANG (Rp)’ JASA [Rp)®

Al

Penerimaan sebelum pericde
pembukuan®

A2

Penerimaan Sumbangan

L.

Calon Anggota DPD 10

2.

Sumbangan Fihak Lain
Perseorangan?!

Sumbangan Pihak Lain
Kelompok'?

Sumbangan Pihak Lain
Perusahaan danj/atau Badan
Usaha Monpemerintah '

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN:!4

A3

Penerimaan Lain-Lain

Bunga Bank"™

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-
LAIN'S

A4

Penerimaan Barang Hasil Pembelian
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BENTUK DANA KAMPANYE
UANG [Rp]® BARANG (Rp)’ JASA [Rp)®

NOMOR: AKTIVITAS

1. Penerimaan Barang  Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye 17

ka

Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye 18

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN™

TOTAL PENERIMAANY

B Pengeluaran sebelum periode
pembukuan®!

B.1 Pengeluaran

Rapat Umum?*?

b

Pertemuan Terbatas>?

Pertemuan Tatap Muka®?
Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, Media
Sosial, dan Media Dalam
Jaringan®

Sl

o

Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye"

6. Penyebaran Bahan Kampanye
Kepada  Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga
Kampanye37

Kegiatan Lain yang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan?#

a. Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank

Pembelian Kendaraan®™

Pembelian Peralatan®?

alpe =

Pembayaran Utang
Pembelian Barang 2

e. Pengeluaran Lain™

TOTAL PENGELUARAN

C. Utang
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BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR: AKTIVITAS
UANG [Rp)* BARANG (Rp)” JASA [Rp)®
1. Utang Pembelian Barang **
D. Saldo
1 Kas di Eekening Khusus Dana
’ Kampanye®
Kas di Bendahara™”
Barang*®
CALON ANGGOTA DPD™
tid.
-Nama Lengkap-
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

Diiai nama Calon Anggota DPD.

Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.

Diisi dengan periode pembukuan LADK.

Diisi dengan nomor aktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye.

Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD.

6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
DFD.

7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

8. Diisi dengan jumlah jasa vang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Calon Anggota DPD sebelum periode pembulkuan LADK. Nilai penerimaan Calon
Anggota DFD berupa uwang/barang/ jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon
Anggota DPD pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUEKAAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/ jasa
vang berasal dari Calon Anggota DPD. Nilai sumbangan Calon Anggota DFD
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon Anggota DPD
pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perscorangan. Nilai sumbangan
Perasorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak
Lain Perscorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE.

W b

£
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12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/ jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR FPENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Fihak Lain perusahaan danjatau badan usaha
nonpemerintah.  Nilai sumbangan perusahaan danfatan badan usaha
nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain perusahaan dan/fatau badan usaha nonpemerintah pada FORMULIR
2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LADK.

15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanyve.

16. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain dalam bentuk vang.

17. Diisi dengan jumlah barang vang diterima sebagai hasil pembelian bahan/ design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Calon Anggota
DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

18. Diisi dengan jumlah barang yvang diterima dimuka sebagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Calon Anggota DFD yvang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

19. Diisi dengan jumlah dari pencrimaan barang hasil pembelian dalam bentuk
barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangsn dan jumlah
penerimaan lain-lain dalam bentuk vang, barang, dan jasa.

21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Calon Anggota DPD sebelum periode pembukuan LADE. Nilai penerimaan
Pasangan Calon berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PFEMBUKAAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE.

22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biayva sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copyy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biayva sewa gedung/ruangan, cctak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

24, Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
pertemuan  tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, octak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertenmuan tatap muka.

25. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya
pembuatanproduksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik,
media massa, dan media dalam jaringan.

26. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uwang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanyve dan/ataa alat
peraga Kampanye yang discbarkan vang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
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mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye
melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening
Khusus Dana Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
metode utang.

Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.

Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.

Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.

Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada sclain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.

Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
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B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

[ LOGO CALON ]

NAMA CALON ___ !

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode

NOMOR?

SUMBER DANA KAMPANYE

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp)*

BARANG [Rp) | JASA [Rp|

1.

Calon Anggota DPD*

a. Nama Calon Anggota DPDe=

b. NIK Calon Anggota DPD"

c. MNama Daerah Pemilihan%

d. Nomor Urut®™

Jumlah"

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan'!

a. Nama Penyumbang: .........."=

Tempat/Tanggal Lahir dan Umur

Penyumbang: ..........1t

Alamat Penyumbang: ..........'"

Nomor Telepon [ Telepon
Pemyumbang (aktif): .......... 00

Gengegam

Nomor Induk Kependudukan: ..........'"

Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang
[apabila ada): ..........1H

b. Dt e

Jumlah!2

Sumbangan Pihak Lain Kelompok!'?

a. Nama Kelompok: ..........1"7%®

Alamat Kelompok: ......... 13

Nomor Akta Pendirian Kelompok:

Nomor HKeputusan Pengesahan Badan
Hukum: ..........13

Nomor Induk Kependudukan Pimpinan
Kelompok .......... h
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NOMOR:

SUMBER DANA KAMPANYE

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp)®

BARANG [Rp)” | JASA (Rpf

Nomor Telepon [ Telepon
Kelompok: .........."™

Genggam

Nomor Pokok Wajib Pajak Pimpinan
Kelompok: ..........1%

Nama Pimpinan Kelompol: ......... "%

Alamat Pimpinan Kelompok: ..........13%

b. Dat. **

Jumlaht4

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan danjatau

Badan Usaha Nonpemerintah'™

a. Nama Perusahaan danfatan Badan

Usaha Nonpemerintah: ......._.

Alamat Perusahaan dan/atau Badan
Usaha Nonpemerintah: ..........1%0
Nomor akta pendirian Perusahaan

dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nama direksi atau pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Alamat direksi atau pimpinan
Perusahaan danfatau Badan Usaha

Nonpemerintah: ........ .1

Nomor Telepon/telepon pengegam direksi
atau pimpinan Perusahaan danj/atan
Badan Usaha Nonpemerintah: ...._.....1%

Nama Pemegang saham mayoritas:
15k

Alamat Pemegang saham mayoritas:

Keterangan tentang status perusahaan
atau badan wusaha nonpemerintah:

Jumlah!

TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN'?
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CALON ANGGOTA DPD**
ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun olch Calon Anggota DPD

OB W .

N

10.

11.

12.

13.

Diisi nama Calon Anggota DPD.

Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.

Diisi dengan periode pembukuan LADK.
Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPD.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Calon
Anggota DPD.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Calon
Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima olch Calon
Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Calon Anggota DPD.
a. Diisi dengan Nama Calon Anggota DPD.

b. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota DPD.
c. Diisi dengan Nama Daerah Pemilihan Calon Anggota DPD.
d. Diisi dengan Nomor Urut Calon Anggota DPD.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Calon Anggota DPD.

Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perscorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perscorangan:
a. Diisi dengan nama penyumbang.

b. Diisi dengan tempat/tanggal lahir dan umur penyumbang.

c. Diisi dengan alamat penyumbang.

d. Diisi dengan nomor telepon/telcpon genggam penyumbang yang dapat

dihubungi (aktif).

Diisi dengan nomor induk kependudukan penyumbang.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila
ada).
Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari pihak lain perscorangan.

Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
Diisi dengan nama kelompok.
Diisi dengan alamat kelompok.
Diisi dengan Nomor Akta Pendirian Kelompok.
Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok.
Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam kelompok yang dapat
dihubungi (aktif).
g. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.
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h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.

i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.

j- Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila
ada).

14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok.

15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas
perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:

a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah
b. Diisi dengan alamat perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.
c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha

nonpemerintah.

d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

c. Diisi dengan nama dircksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon gengam direksi atau pimpinan
perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi
(aktif).

h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.

i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.

j- Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha
nonpemerintah.

k. Diisi dengan identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah
lainnya (apabila ada).

16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

17. Diisidengan total kescluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang
bersumber dari Calon Anggota DPD Pihak lain perscorangan/Pihak lain
kelompok/perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

18. Ditandatangani olch Calon Anggota DPD bersangkutan.
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F. FORMULIR & SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON L
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DFD
PROVINSL 2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERIODE ____S/D___ 2

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan t

Jabatan :  Calon Anggota DPD

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal sampai dengan

'l

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.

2. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Momor 18 Tahun
2023 dan gsesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. bahwa scluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan sclama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan/atau fakta
vang sebenarnya;

4. bahwa “scluruh penecrimaan berasal dari sumber keuangan dan scluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentamgan
dengan peraturan perundang-undangan;

3. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan
perundang-undangan, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi
pengeluarann vang dilakukan; dan

6. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
dizajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia umnituk
mempertanggungjawablannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON ANGGOTA DPD=
td.

-Nama Lengkap-
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Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:
Diisi dengan nama Calon Anggota DPD,

Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan.

Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

Ok WN -

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
td.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN XIX

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR-MODEL LPPDEK DPD

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE

[ LOGO CALON ]

NAMA CALON __ L

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI

LAPORAN FENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode sfd 1

NOMOR:

AKTIVITAS®

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rpls BARANG (Rp)” JASA [Rp)*

Al

Penerimaan sebelum pericde
pembukuan®

A2

Penerimaan Sumbangan

L.

Calon Anggota DFD ™

2.

Sumbangan Fihak Lain
Perseorangan'’

Sumbangan Pihalk Lain
Kelompok2

Sumbangan Pihak Lain
Perusahaan danj/atau Badan
Usaha Monpemerintah 12

JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN'

Penerimaan Lain-Lain

Bunga Bank?*

JUMLAH PENERIMAAN LAIN-
LAIN:®

Penerimaan Barang Hasil Pembelian

Penerimaan Barang Hasil
Pembuatan Bahan /Design
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BENTUK DANA KAMPANYE
UANG [Rp]® BARANG (Rp)’ JASA [Rp)®

NOMOR: AKTIVITAS

dan/atau Alat Peraga
Kampanye 17

2 Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '#

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN™
TOTAL FENERIMAAN®
B Pengeluaran sebelum periode
pembukuan®!
B.1 Pengeluaran
L. Rapat Umum??
2. Pertemuan Terbatas=
3. Pertemuan Tatap Muka®?
4. Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, Media
Sosial, dan Media Dalam
Jaringan®
5. Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga

Kampanye"
6. Penyebaran Bahan Kampanye
Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga
Kampanye2t

Kegiatan Lain yang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
Perundang-undangan?#

a. Pengeluaran Lain-lain

Administrasi Bank>

A
b. Pembelian Kendaraan™

Pembelian Peralatan®?

n

B

Pembayaran Utang
Pembelian Barang 2

e. Pengeluaran Lain®

TOTAL PENGELUARAN>+

C. Utang

1. Utang Pembelian Barang 2
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BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR# AKTIVITAS®
UANG (Rp)* BARANG (Rp)’ JASA (Rp)*
D. Saldo
) Kas di Rekening Khusus Dana
& Kampanye
2. Kas di Bendahara™
Barang*s
CALON ANGGOTA DPD=
ttd.
-Nama Lengkap-
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.

2. Diisi dengan wilayah dacrah pemilihan Calon Anggota DPD.

3. Diisi dengan Periode pembukuan LPPDK.

4. Diisi dengan nomor aktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye.

Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD.

6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
DPD.

7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan olch Calon Anggota
DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Calon Anggota DPD scbelum periode pembukuan LPPDK. Nilai penerimaan
Calon Anggota DPD berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Calon Anggota DPD pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari Calon Anggota DPD. Nilai sumbangan Calon Anggota DPD
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon Anggota DPD
pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perscorangan. Nilai sumbangan
Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak
Lain Perscorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain

o
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Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
yang berasal dari sumbangan pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah. Nilai sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha
Nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah pada FORMULIR
2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.

15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.

16. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang.

17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Calon Anggota
DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka secbagai hasil pembelian
barang metode utang olch Calon Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

19. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk
barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah
Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
Calon Anggota DPD scbelum periode pembukuan LPPDK. Nilai penerimaan
Calon Anggota DPD berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan
Calon Anggota DPD pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

25. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan/produksi iklan di media massa cetak, media massa elektronik,
media massa, dan media dalam jaringan.

26. Diisi dengan jumlah kescluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya
pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.

27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat
peraga kampanye vang discbarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santal), kegiatan
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38.

39.
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sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye
melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening
Khusus Dana Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
metode utang.

Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.

Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.

Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.

Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.

Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai
dengan harga pasar.

Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
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B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

[ LOGO CALON ]

NAMA CALON ___ 1

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPFD

PROVINSI

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode

NOMOR?

SUMBER DANA KAMPANYE

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp)®

BARANG [Rp)” | JASA (Rp)

1.

Calon Anggota DPD "

a. Nama Calon Anggota DPDe=

b. NIK Calon Anggota DPFD"®

c. Nama Daerah Pemilihan

d. Nomor Urut®

Jumlah!

Sumbangan Pihak Lain Perseorangant!

a. Nama Penyumbang: ........."*

Tempat/Tanggal Lahir dan Umur

Penyumbang: ...t

Alamat Penyumbang: .._........'"

Nomor Telepon/ telepon
Penyumbang [aktif): ......... .14

genggam

Nomor Induk Kependudukan: ...

Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang
[apabila ada): ........._tu

b. Dt ''®

Jumlah!2

Sumbangan Pihak Lain Kelompok!2

a. Nama Kelompol: .........."%"

Alamat Kelompolk: ......... 13

Nomor Akta Pendirian Kelompok:

Nomor HKeputusan Pengesahan Badan
Hukum: _.........13d

Nomor Induk Kependudukan Pimpinan
Kelompok .......... e

Nomor Telepon [ Telepon
Kelompok: ........ .1

Gengegam
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NOMOR:

SUMBER DANA KAMPANYE

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG [Rp)®

BARANG [Rp)” | JASA (Rpf

Nomor Pokok Wajib Pajak Pimpinan
Kelompok: .......... 128

Nama Pimpinan Kelompok: .......... 13k

Alamat Pimpinan Kelompok: ... ..... i

b. Dast. 12

Jumlaht4

Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau

Badan Usaha Nonpemerintah:=

a. Nama Perusahaan danfatan Badan

Usaha Nonpemerintah: ......_.. 18

Alamat Perusahaan dan/atau Badan

Usaha Nonpemerintah: ......._.. il

Nomor akta pendirian Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nama direksi atau pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Alamat direksi atau pimpinan
Perusahaan danfatau Badan Usaha
Nonpemerintah: .......... el

Nomor Telepon/telepon genggam direksi
atau pimpinan Perusahaan danj/atau
Badan Usaha Nonpemerintah: ...._...... 1%

Nama Pemegang saham mayoritas:
15k

Alamat Pemegang saham mayoritas:

Keterangan tentang status perusahaan
atau badan wusaha nonpemerintah:

Jumlah'f

TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN!7
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CALON ANGGOTA DPD!#
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

PRI S

N

10.

11.

12.

13.

Diisi nama Calon Anggota DPD.

Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.

Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPD.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Calon
Anggota DPD.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Calon
Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima olch Calon
Anggota DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Calon Anggota DPD.
a. Diisi dengan Nama Calon Anggota DPD.

b. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota DPD.
c. Diisi dengan Nama Daerah Pemilihan Calon Anggota DPD.
d. Diisi dengan Nomor Urut Calon Anggota DPD.

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Calon Anggota DPD.

Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perscorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perscorangan:
a. Diisi dengan nama penyumbang.

b. Diisi dengan tempat/tanggal lahir dan umur penyumbang.

c. Diisi dengan alamat penyumbang.

d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat

dihubungi (aktif).
e. Diisi dengan nomor induk kependudukan penyumbang.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
g- Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perscorangan lainnya (apabila
ada).

Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari pihak lain perscorangan.

Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
Diisi dengan nama kelompok.
Diisi dengan alamat kelompok.

Diisi dengan Nomor Akta Pendirian Kelompok.
Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pimpinan kelompok.
Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam kelompok yang dapat
dihubungi (aktif).

™

moQnop

www.peraturan.go.id



- 2023, No. 696
333

g- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok.
h. Diisi dengan nama pimpinan kelompok.

i. Diisi dengan alamat pimpinan kelompolk.

j- Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnyva (apabila
ada).

14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok.

15. Penerimaan dalam bentuk uwang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas
pemyvumbang badan usaha nonpemerintah:

a. Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah

b. Diisi dengan alamat perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

c. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan perusahasn danfatau badan
usaha nonpemerintah.

g- Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan
perusahaan danjatau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi
|aktil).

h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.

i. Diisi dengan alamat pemegang saham mavoritas.

j- Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha
nonpemerintah.

k. Diisi dengan identitas perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah
lainnya [apabila ada).

16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

17. Diisi dengan total kescluruhan penerimaan sumbangan uang/ barang/ jasa yang
bersumber dari Calom Anggota DPD Fihak lain perscorangan/Pihak lain
kelompok /perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

18. Ditandatangani olch Calon Anggota DPD bersangkutan.

www.peraturan.go.id



-334

2023, No. 696

RLIN

wldd 0TS

() WY S T TED NEd

s NDUHY i LLANE

o [l ] WWYIN T K E e NVIVAEN BV LIALLYY

HOWON

IVDONYL

oMY

v ! ddq modduy uopey ¥eleg qiiey joxod touioy
H asusdwey e SNENUY SUIUSHIN UEEYNG W] [emy 0pES

adtmdurey vus] snENUY Fumaysy usE nguag efEue ]
HUEEH BB

" - aduedurey vue snsnyy Surusnay I o]

i pfs IPOLI
HANY AWM YNY O NYAYNTED NEd NYO NYYINIHENS d SY.LIALLEY NYHOd1

e ISHIAC M
40 VIODD Y NOTYD WOKWO NYHITIWAL
i HOTY D WINYH

NOTYD ODO1

HANYJWYH YNYJ NYAYOTIONHd NYO NYYIWRIENA SY.LIALLYY NYHOdY'T £ dITNNEod "D

www.peraturan.go.id



2023, No. 696

335

e
1
s+ NITHY wLLANE
HdHloaTvs e AHINYHEYITAEDONE J el N YN ANE WV TR M SV LIALLYY v VDD NYL
HOWON .
ar N
1 DNYLN
180
'
o MY JdLHNA
HHIOaTYS el A INYAYITADNE D crl= | NY Y T AN A re NY IV rrEYLIALLAY e TVODNY.L
S WON w ON
1EYSY
1E(]
1
e NMHY el LMNE NV ALLYE
AdHOaTYS eel ) WYY NTAD NEd el AN YT HANT A X e NYIVAEDN eeSYLIALLYY OO NY.L
HOWON JLIND .1 "ON

dadlh s s

www.peraturan.go.id



-336

2023, No. 696

‘Huen ynuaq wepep usrenaduad yepunl usfuap sng
‘Fuen ynuaq wepep umewmuuad yepunl usfuap 1sug
10711 mteA Juen yniux] weE p usmnPiuad uep usswLsu s unE Jowou usduap 1S

‘Suen ymuaq weep ueienEfuad uep usewpsuad [UnFuesiaq qdq BedFuy uoe) yajo uenjup Jedep vAujeuLo)) NG Jowod UE§uIp 181

“duen ymiusg wejep umenEiusd uep usswLsuad sEAIRE uBSuBIa | /ustEm usFusp 1511
‘Fuen ymuq wepep ueren(aduxd uep uerwiuauad s ueiuap 1sng
‘Fuen ymiusq weEp usenpEpiusd usp usrwsuad 1syEsusn [EETuE] usfuap 1s1q

RN Jowoa usduap s

'ada wedduy uofe) yeled qifey joxod Joutoy usFusp 1suq

‘adurdwey vpue snsnyy Juiuaniey uemnquad [eme opEs yepunl usiuap 1sug
Hueq 1p sduedwey eue( snsngy FUmINEy NG ULW JEEs [BFFur) UETUIp 1STIQ
2Auedwey sue(] snsnyy Suiuaay minquiaw jedws) yueq vuwu usfuap 1sng
'adq medfuy uoje) MMuedwiey vue( snsnyy Furuaniay Jowou uvduap 1snqg
NAdd1 usrenquad sporasd usdusp 1suq

'ada 1edfuy vofe) ueyuuad qeisep qeisim usdusp 1suq

'add odduy uope) vueu 1s1

Lt
‘91
‘st
vl
‘£l
A
i
‘Fuen ynjua wepep ueienpduad uep ueewusuad ueduap 1sng ¢

SN TBON GG D

(14 Bod8uy uoe) ya[o unsnsip my usiode]
e due 1219y

-de{Fua] vwey-
‘P
o:(0dd VLODONY NOTVO

.......................................................

www.peraturan.go.id



2023, No. 696

337

sesed giiey ueiusp ensas Yerdng WeEp 23 S1aaoqIp Ye@ Sues Sue e qrous weep uerenE@usd gepunl uefusp isng
remwd BE Y uedusp ensse gErdng weEp 3 BEA0{Ip qEe) Sued Susneq jnjusq welep usewususd gqepunl uedusp s
UERIEpUSYy (0L
1muey uedeNduapag (091
urmEEsg 1051
e dusnases uep pl s sinnloees e Eue meSsp Enp Jun wpE)

meSuepun-Fuepunasd vermnEsxd uemguss] ueiusp ENs9E BAUE] sduEduey Jnguy B A |
BN JEY ET'T'I
ug  EIET

HWEUL NPEY  [ET

dapuaEy 00Tl

WEEL WU Y B0

eleda] drynuad  gO'T'1

UETENE]  AO0'C'1

PNE 90Tl

MEsod  S0E'l

WBwed  F0ET

meoug  EQE'T

UBIEqARE E0T1

afuedwey vfead 197y (001
NEA URRIEpUSY UEp oy usdeyiuapad

‘uemelsd Cadumduney eued Sueleg ESENSER UENIESERIN] Sunirg YN umpp menpiusd mep meroususd unge owon ueSusp 18
“Hueeg yrgus weEp uemenEiusd uep ueswmausd [UenYIuess (0] F10EEy unEy Yaio ueyrusp mdep edueuaog) nyng Jowou uefusp 1510

LEN TEGESTP UE BN P ETE BuLesgp Sued Suemeq ([p 1sew 8y ‘sad ‘wmsng ‘rpoy) wenges uep jum geponl uedusp sng
Aueaeg yrgusg weep verenEiusd uep veewsusd sepanye ueiuera ey fueremn veSusp s

EEIEG {rgua] WEER eI sFusd uep mee LUl sepane uedusp s

“Huere ynjuaq weEp ueanEiusd uep uenuaueusd 15 Esuen [EfEue) uefusp sng

‘Bureren Ul weEp tmererEiusd mep oreurisosd ueSuap e

Jran aouwon uefusp 1510

HrEn {njus uEEp opEs gepunl oeFusp isng

"B
LE

'ag
‘ST
P
'ET
‘T
‘&
0T
"B
"Bl

www.peraturan.go.id



-338

2023, No. 696

U AUES 1 (0] E1eEEuy unEs g0 ueiusepueg

‘Fueyn wste gepunl uedusp sng

Huen ueseunad ynun verenEiusd gepunl uefusp sng ¢

FuEn Ipoja mESIIp mENNHEN P Sued Sueng uerRquisd 19y 18ESUEL UEp usewipusd gqepunl medusp isng

§0TE

s Sumn wesrunzd ynn uemEnEiusd uep Sumn sposw medusp uenenp fuel Susieq meequisd ey EYESUED UNYE I0Wel EFusp s

“Huen ueseund yogun usrenEiusd uep Fuein 2 pojew ueiuap

EANNE[p Sued Suenrg wesgusd eey s HEsuen (menyauesis (40 Beiany usE) 4o ueinjusyp jedep v AEung) nang owmou dEausp 1sng
‘Humn ueseuniad ynun verenEiusd uep Suen spogew ueiusp uenyE)pE Sued Sueseq e squsd ey EYEs U ueSuelx e fuememn uefuasp s
Fueyn ueswun(d yroun meren]afusd wep Fuen po s ueFusp we e Sued Sue g uer@quisd Eey seymnye wedusp isng

“uen ueseun@d yroun uvemenEiusd uep Sumn spojew uEiuesp ueYnHEN P fues Susieq uenEqusd (sey 1S (Esuen [EiEue) ueiusp sng

“Ermn mEsrunEd yryun uemEnEsusd uep Sumn 2 poew uedus p uenyep Sued Suereq wetjsqwsd peey syEsuen uedusp sng

Jran Jow o uedusp 1SN

rmrEed EEIEy mESULp Ensas YR weEp 2 SRAusqp gepe Suel ssel jnijusg ueep oppEs gqepunl ueduasp isng

aesed vy usiusp rensass yedng weep 3 Sieauoyp yeja Sued esel ynjusg wepep uerenE@usd gepunl uelusp 1sng

remwd BE e ueFusp Ens e qendng weep 2 1210l p e Sued vee [ ynjusg weep umemipusd gqepuonl oedusp ieng

1O e T nues vsel ynjusq weEp usEnEiued uep ursuEued tnye aowou ueiuap sng

wsEl qnjusq weEp ueiEnEEusd vep umewpsusd uenEuesieq Q40 wefFuy uolEn e meyniuaip iedep eAumpEuncg) nyng Jowon uesusp 1sng
‘mge| ynjus umepep uerenEiusd vep uermupsusd seanye ueiuerm sy fueem uelusp s

wael Yrousg wepEp merm|aFusd wep meewusuxd sepanye ueduap 1sng

‘wsel yrjusq weEp ueEnEiusd wep ursueusd 15 yEsuen [EiEue) ueiusp sng

waEl yrjusg wepep merenainsd e p mewusosd meSusp g

Jran Jowou uedusp 1SN0

remwd BEnm] uedusp Ens e YErdng weEp 33 S1aaoe]l poyEe) Sued Suereq jnjus) ueep oppEs gepunl oedusp sng

www.peraturan.go.id



2023, No. 696

339

ZHra RT3 35 “
_.____._ _.____._ _.___._”. _F_
mnaqun-nguiy (g
ynpunds  [F
aum a1
et adumedumy efwiag jumy "
o FLTERTERE LTEROF| o da]
o [da] e [UEYES [N [ dadl vy lUENES fTun) e 1da) v [UEmIEs fyun)
N
HOWON N IWHN el
OCTVS eNVEVITED N (NYVIHITHENE
v pfsT apoliag

HANYAWYH YNV DNYHEYH NYVIOESHEd AV LAY

040 VIODONY NOTYD WOWN NYHITINEd

1S NLACY M

NOTVI Y IYN

NOTYD QD0

HANYJWYH YNYO DNYHYE NYYIOISHHd dV1AVA + dITNNEod "d

www.peraturan.go.id



2023, No. 696 -340

[Rp] @

2
-
=
7 ;
o
=

[Rp]*

PEMGELUAR AN

Jeatuan] i

[umnit

1343]]

PENERIMAATN

Jfeatuan] 7

[unit

o - P o e
o= o7, - ) e = 2 = i = ~
= ;‘ ~ i~ ~ ] ~ 4 ra ~ g ra
=% =l =] === =l =1 ===
e T (& =
o g | |E -
a - T ot = [Z2 & 2 ] .
4+ = e = = - [y = A =
= .| o " B C 0 = m B E = =
TEEEEPFE 1= IE IE |12 EIE |
@ |1 |2 |7 [ [ llF|F |2 | | | |E
W | o v e o = = = = [ =

N

www.peraturan.go.id



341

2023, No. 696

[Rp) =

SALDOF

[t I-"h:lll.l:ll'l' A

[Rp] &

PEMGELUAR AN

.-":-u:llll:ll'll da

[umnit

[Rp]

PENERIMAATN

|l||'|i|.-":-:|| LA e

e . o ' — . —_ =
CE - : o | o | 2 = |
o | ot w [0 2| = ==
E g — — — — —i — — —_
Rl g
= =
= c =]
= &, - .
= g g .' T
- q 2 2 - =
= & H - = =) - | =
= =1 - -, H =
= |&a = i o =
E e gl || £ s =)2] 2| s
% E rad
o= " s -

www.peraturan.go.id



-342

2023, No. 696

nyed usRIgpu| uep ‘Jojuey usdeyduyiad ‘uejepiad Fusieq SEISE]Y] UENIESERIX] UNYE 10U UEduap 1s1(]

~-dmjSua] vumy-
PR
+10d0 VLOODONY NOTVOD

.......................................................

umpew/umup ey 6021
erday) dnnuag  8O'T'L
uwped  L0°C'1

Ms 90'T'l
sod  SO'T'I
wured  p0'T'1
msolg  £0C'l

UBIEQIPS  TO'T'I
sduvdwey edeasg wyy 1021

‘uERIrpuy| uep Joey undeyduspiad ‘vmpepasd ‘Fuerwq uewipasiad ueem uedusp 1s1q
NN J0moed UEusp 1sn(

NAdd wereinguisd spopasd ueduap s

'ada wedduy uoje) ueyruad yeiep yeAsm usduap 1suq

‘(d () modduy uope) vy 151

adq medduy uope) yajo unsnsip m uriede]

HE T S EREAY

Ll I -

www.peraturan.go.id



2023, No. 696

343

‘usnffursiaq gdd ediuy uoE) Yoo iusfumepusig

‘duereq oppEs uep ‘usmEnpiuad ‘usewusuad yepunl usfusp 1sug

‘mEd siqey epn Jusieq uspdnisw useE pusy ustem usiuap 1s1g

ejed siqey Suemq uepedruasm Jojuey uedeyFuapad usrem usduap 1suq

jed siqey yEpn Susieq uepdnisw Jusd unesied ueten usduap 1s1(]

aduedwiey teyeq newe /uep sduedwey eFeiad jep Fueieq ueeipasiad uste.m usduasp 1snq

cmsed viiey usduoap enses yedna wemwp f 1seauoqip yea Sued Fuwieq opps yepunl usfuap 1sng 'q
‘Juereq opps yemwnf uefuap 1snq e

‘Juwieq oppes yepunl usdusp 1sng

aesed gdney ueduap rensas yetdna wepep » 1S12auo1p yula Fued Fueneq uerenpduad yepunl usdusp suq 'q

‘dumaeq usren Piusd uenyes /un yepunl uedusp 1sng e
‘Fuereq uerenEduad gepunl ueduap 1sng
aesed viiey usduap mnses yerdna weep 93 1s1auo{1p yeRl fued Jusieq usswusuad yepunl usfuap 1sng 'q
“Sueneq ueemsuad uenies /jun gepunl uedusp 1sng e
‘Fumeq usswusuad yepunfl usduap 1sug

urBIEpuUIy  [0L'1

1oumy usdefdusiad  109°1

UBREEIdd  [0'S'L

‘(FAusniages uep p| mied sAunfueps edue usluap sIp ynn epusl)

wrSuepun-Fuepuniad vemmpiad vemuaey usiusp mnsae vAuure| AMueduwrey nquyy . gl
siuasly . E0°TI
ud zTI'e'l

weu npey (121
wpusey  O1'Z'1

‘ST
vl
‘El
4
‘T
‘o1

www.peraturan.go.id



-344

2023, No. 696

S

arN Y «1LLAMNE HVALYE
celdHOOTYS eeldd] WY (T30 NEd 1e[dHINYYINIHENT J ) L NVIVEN ASVLIALLMEY VOO NYL
HOWON JLINND 1 ON
rITONYHYH
18Q
1
a MY dLANg
olddloaTys PldINYEYNTTEONE d ol N IWIHE NEd NV IVHEN S LIALLYY TYODNY.L
HOWON ¢ 'ON
vOINY I

HANYAWYH YNV

NVEYVITADNAd NVO N¥YWIHANAd NYHOdYT NYOHNEWEd 300M3Ad WOTIEES SANVINYH VNYO NVAVITADN  3d NV

e 1SHIAC M

O WLODDNY NOTYD WO NYHITINE
1 NOTYO YINYN

NOTYD ODO1

HANYAIWYH YNYO NYHYOTIONEd NY O NYYINIHENAd NYE O]

NYYWIHENAd SVLIALLAY NYAOdV]

NYNHNENEd 300IMEd WNNTIEAS HANYdNYH YNYO NYAYOTIONId NYd NYYIWIMENAd SYLALIMY NYHOdYT 5§ dITnN«od "3

.go.i

www.peraturan



2023, No. 696

345

S
‘1
w1 Y LA NE

el HIO TS ol NV T ADNAL 1ol ) WY T WA e YTV S V.LIALL MY i TV DDNYL

HOWON v 'O N
r WY.L
5[]
1
arNHY aclLANH

relddlOaTYs celdINVEY NTAD NAL el dHINY Y IMANE D #eM YTV (e S LLALLYY e TVDD NY.L

HOMWON e ON

eV

www.peraturan.go.id



-346

2023, No. 696

“Huen yniusg umjep uwenpFusd vep urewnsasd (o Fuesixg (4o modduy o) yajo umprmuap edep wAueuneg) ning Jowou ueduap s

‘Auenq snmusq wepep urenpFusd uep usrwpsusd seAnse uedusp s 9l

‘Suereq ymuq wemep uenenaduad uvep usewpsuad syesuen [EEFUE) ueSusp 1SN Sl
‘e q ymusq wepep umenaiusd uep yeempsasd uedusp s el

‘nun Joutou ueSUIp 1SN g1

Fuwn v wepp oples qepunf uedusp sna 'zl

‘Fuen ynjux wepp uemrnpRdusd yepunlusdusp sug

“Auen ynusq wepep uwwupsasd gl uedusp s 9

TOT T nes Suen yrmuaq wepep uerempduad mep ueeuisuxd unje Jowou ueduap 1S

Fuen ynjuaq wee p uemnpRduad uep urrwauad sepanpe veueiaey /ueEin ueduap 1St
“Huen ymusq wepep uveienEFusd vep umwpsuad swanse uedus p s

‘Fuwn ymuaq weep usmmaduad uep usewpsuad 1SESUEL [EEUE) UESUDP 1S

Auen ymuaq weep umenEFusd uep urnupsasd ueFusp S

AN Jowou uedus p Isn(]

‘ada wiedduy uop) weyuad yeasep quiv(im uerdusp sig

'(1dq 1088uy uoE) vwe 1S1(]

(1dC medduy uoje) Yo unsnsip g cﬁ&j

e due19y

SN T ON GO

ey Fu oy vuey-
m
wddd VLODONY NOTVD

.......................................................

www.peraturan.go.id



2023, No. 696

347

wsE[ yrjuaq weEp usEnEiuad uep umwususd sENANYE UESUI P IO LT
wse yrmusg weEp uermafusd vep uerwususd myEseen [EEFuE] Ueiusp S ag
‘wael ynjusq welep usienEiusd uvep uenuuasd uelusp Bug 5
LN IO o eSS P IR BT
~msed wiiey ueiusp rensss yedno wepep 50 Saeausyp yeps Sues Susieq ynjus weE p opres gepwnl uelusposng go
aemed wEnm] ueiusp mns s gerdng urepep 2 masoyTp g Sued Sueneg qniusg wee p ueenpiusd gepunl oelusp sng e
wesed gy ueiusp mnsss yerdng weEp a3 SIeaoyp yei Suek Sueseq ynusg uepep ueeususd gepwnl ueiusp sng 1o
UBBIEPUIY  TO°A'T
iouey uedeyiuapiag 10971
uEmEElRd (05T
EAusnages uep &) mies siunfuees ey biue ueiusp NP o0 e puE)

uE Surepun-Fuspuntsd werngrisd wermguagee] vedusp ENs s vAue] adue duey nguy Ee
S ey ET°TI
ug  EIE'T

TWEUNMEY (181

DRpUIEN  OT'E'T

UEMEL WU 18y 60T

weda] danuag g0l

ueEtEdEd  LOTT

RS 90Tl

dJMEsnd  SOT°1

WEg 0Tl

amsoag B0ET

uBIEQIRE  TOTCI

adusdwey vfemsdg 18y 10001

e A UFRIEpUS] UEp ‘1muey uedeyduapad
‘wemeiad Csdusdwey sue Susreq seyysE ueMIESEpIa Susieg ynjusg weEp usenEiusd uep usrwususd unye Jowou usSusp BN 0D
A g AU weEEp e rensfusd vep weearisusd (wenySoes 10 40 weFEy une D Ye)o wE i p iedep eluge et Jouod teduap =g 61
UEHIEG 2SR/ UEHIE @ IP NEE Bwip Sue s Sueieq ([[p asew 8y ‘s ad ‘wsn) “poy] uemges uep pun yepwnl uedusp sng g1
‘BuEnEg ynjus] WeEp ueEnEausd mep urewrisusd sejanye uefueiaey i EIn uedusp eng L]

www.peraturan.go.id



-348

2023, No. 696

e NIUES 13 40 MoFERy uolE] Yo e pUEiid it

“Bumn wsis yepunl ueiusp sng e

“duEyn uesEun(Ed o ueEnEdusd gqepunl uedusp sng oy

“Huen spojew usfusp uenyep Susd Susieq uejaquad ey EYyEsuen wep v ausd yepunl uelusp sng e
S0ET

nyEs fuen ueseun(sd ynjun uemenEiusd uep Jusin spogsw ueiusp uenyenp fued Susieq e wesd 1SEY ISHESUEL UNYE Jowou ueiusp S0 O
‘Fumn mrseund run meampiued mwep Sumn spojew meiuap

LEHN e P Sued Susieq ueypquesd pEey syEsuen [ueinyiues e 40 ooy uopen gape meynjua)p jedep eduieuung] nyng owou uefusp S0 68

‘duEyn mesrunEd ynjumn uerenEFusd uep SuEn 2po A e Ssp UE e Sued Sueaeq meaqued 1sey S ESUED UEFueiaey  UETRIN UESup 1SN §E

‘Huen ueseun]ad yrjun verenEiusd vep Surin spojew usfusp ueynyep Sued Susieq ueaquad sEY SENANYE ueSuap s LR

Fumn ueswund yroun ueren]a3Fusd wep Fuen apojan ueFusp weneeE(p Sued Sueneg uepsgqued neey EyEsuen [eEEoe ueduap s ap

‘Huein uesvungad yroun ueren@iusd e p fuen spo s ueiusp ue N e P Fued Suemg ueEquisd PEEY EYESUEL UEEUSE S CSE

LI IO e s pE

cesed sy uelusp rensss gedn wepep 9 sasauoip e Suel esel yniusg weme p opres yepwnl ueSusp s pe

‘mewd iy mednap Ensas geidng weEp 2 1slaaue{ip qeE) Sued esel yniusg uem p uesnEausd gqepuonl oedusposng  ge

aesed wiiey usbusp rensas yedn welep 3 1S1eauoyp e Sued esel ynjusg uepep uesuuausd yepunl ueSusp sng e

e T el esel yrousg weep merenEiusd mep mreurtsusd une 1owon weSusposng o

mEE| v uEep ueren@iusd vep uesreuasd (uepn Sues 1eg Od0 sediuy uo(Ed yaie usmuagp 1edep eANELLI)] YN Jowoun uefuap s 65

waEl ynjusg weEp urEn@Einsd e p uesnieusd sEanye Uedoe 1993 e In ueiusp S C§e

www.peraturan.go.id



349

2023, No. 696

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE

[ LOGO CALON ]

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI:

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Alamat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan

Calon Anggota DPD

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor18
Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 K 5
A. | Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
1. | Pembukaan a. Kami membuka RKDK pada | Pasal 60 ayat (1) dan
Bank Umum atas nama Calon | ayat (2) Peraturan
Anggota DPD dan terpisah dari | Komisi Pemilihan
rekening pribadi Calon Anggota [ Umum tentang Dana
DPD yang bersangkutan. Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
b. Kami membuka RKDK pada|Pasal 60 ayat (3)
Bank Umum sejak Calon Anggota | Peraturan Komisi
DPD ditetapkan sebagai Peserta | Pemilihan Umum
Pemilu sampai dengan 1 (satu) | tentang Dana
Hari sebelum dimulainya masa | Kampanye Pemilihan
Kampanye. Umum  Nomor 18
Tahun 2023
c¢. Kami membuka dan melaporkan | Pasal 60 ayat (8)
hanya 1 (satu) nomor RKDK | Peraturan Komisi
kepada KPU. Pemilihan Umum
tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
-+ Pengelolaan Kami menempatkan Penerimaan | Pasal 59 ayat (2)
Dana Kampanye yang berbentuk | Peraturan Komisi
uang pada RKDK terlebih dahulu | Pemilihan Umum
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PATUH/

N HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK

PATUH
1 2 3 4 3
sebelum digunakan untuk kegiatan | tentang Dana
Kampanye Pemilu. Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
3. Penutupan Kami meénutup RKDK pada bank | Pasal 62 ayat (1)
umum 1 (satu) Hard setelah | Peraturan Komisi
penutupan  pémbukuan  LPPDK | Pemilihan Umum
sampai  dengan 1 (satu) Han | tentang Dana
sebelum  penyampaian  Laporan | Kampanye Pemilihan
Dana Kampanye kepada KAP. Umum  Nomor 18
Tahun 2023
Kami menyampaikan surat | Pasal 62 ayat (3]
pernyataan  peénutupan rekening | Peraturan Komisi
khusus dana kampanye dar bank | Pemilihan Umum
umum kepada KPU Provinsi, 1 | tentang Dana
[satu) Har setelah meénerima surat | Kampanye Pemilihan
pernyataan dari Bank Umum. Umum  Nomor 18
Tahun 2023
B. | Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
1. | Muatan Kami meényusun LADK yang | Pasal 72 ayat (1)
Informasi memuat informasi: Peraturan Komisi
a. RKDK; Pemilihan Umum
b. saldo awal RKDK atau saldo | tentang Dana
pembukaan dan sumber | Kampanye Pemilihan
perolehan; Umum  Nomor 18
c. saldo awal pembuluan yang | Tahun 2023
merupakan sisa saldo hasil
penerimaan  sumbangan dan
pengeluaran  untuk  kegiatan
Kampanye apabila diterima
gebelum periode pembukuan.
d. catatan peneérimaan dan
pengeluaran  Calon  Angpota
DFD termasulk sebelum
pembukaan REDK;
e. nomor pokok wajib pajak Calon
Angpota DPD; dan
f. bukt penérimaan dan
pengeluaran yang dapat
dipertangpungjawablan.

2. [ Pembukuan a. Kami menyusun LADK dengan | Pasal 72 ayat (2]
Periode  pembulkuan  yang | Peraturan Komisi
dimulai sejak 3 (tiga) Har | Pemilihan Umum
getelah Calon Angpota DPD | tentang Dana
ditetapkan sebagai Peserta | Kampanye Pemilihan
Pemilu dan ditutup 1 (satu) Har | Umum Nomor 18
sebelum penyampaian LADK. Tahun 2023

b. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 67 ayat (3]
terpisah  dari  pembukuan | Peraturan Komisi
keuangan pribadi Calon | Pemilihan Umum
Angpgota DPD. tentang Dana

Kampanye Pemilihan
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PATUH/
N HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 3
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 67 ayat (4]
mencalup  informasi tentang | Peraturan Komisi
bentuk dan jumlah penerimaan | Pemilihan Umum
dan pengeluaran disertai bukti | tentang Dana
penérimaan dan pengeluaran | Kampanye Pemilihan
yang dapat | Umum  Nomor 18
dipertanggungjawablan. Tahun 2023
. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 67 ayat (3]
menjadi tangpung jawab Calon | Peraturan Komisi
Angpgota DPD. Pemilihan Umum
tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
3. | Penyampaian . Kami meényampaikan LADK | Pasal 77 ayat (2]
Laporan kepada KPU melalui KPU | Peraturan Komisi
Provinsi dengan mengirimkan | Pemilihan Umum
data dan dokumen LADK yang | tentang Dana
diunggah melalui Sikadelka; Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
. Kami menyampaikan LADK | Pasal 77 ayat (3)
paling lambat 14 (empat belas) | Peraturan Komisi
Hari sebelum hari pertama | Pemilihan Umum
jadwal pelaksanaan Kampanye | tentang Dana
Pemilu  dalam bentuk rapat | Kampanye Pemilihan
umum, paling lambat pukul | Umum — Nomor 18
23.59 waktu setempat; Tahun 2023
. Apabila terdapat perbaikan, | Pasal 77 ayat (&)
maka kami menyampaikan | Peraturan Komisi
LADK kepada KPFU melalui KPU | Pemilihan Umum
Provingi melalui  Sikadeka | tentang Dana
paling lambat 5 (lima) Hari sejak | Kampanye Pemilihan
menerima tanda pengembalian | Umum — Nomor 18
dan  berita acara hasil | Tahun 2023
pencermatan dari KPU melalui
KPU Provinsi, paling lambat
pukul 23.59 waktu setempat.
4. | Kelengkapan . Kami menyampaikan LADK
secara  lenghap yang terdir
atas:
1) FORMULIR 1 LAPORAN

AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR
PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA
KAMPANYE;

3} FORMULIR 3 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
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PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH

1 2 3 a 5

DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR
PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 5 LAPORAN
AKTIVITAS FENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE;

6) FORMULIR <] SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

7} Salinan dan  Rekening
Koran Rekening Khusus
Dana Kampanye; dan

8) Bukti-bulkti transaksi
penerimaan dan transaksi
pengeluaran.

. Apabila LADK vyang kami

sampaikan dikembalikan oleh

KPU melalui KPU Provinsi, maka

Calon Anggota DPD  wajib

melenghkapi dan fatau

memperbaiki  dokumen LADK
dimalksud dengan LADK
perbaikan yang terdiri atas:

1) FORMULIE 1 LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR
PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE;
4} FORMULIR 4 DAFTAR
PERSEDIAAN BARANG

DANA KAMPANYE:

5 FORMULIE 5 LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN AWAL  DANA
KAMPANYE;

6] FORMULIR +] SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG
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PATUH/
N HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
1 2 3 4 3
JAWAB ATAS LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE;
7} Salinan dan Rekening Koran
Rekening Khusus  Dana
Kampanye; dan
8] Bukti-bukti transaksi
penerimaan dan transaksi
pengeluaran.
C. | Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
1. | Muatan Kami menyampaikan LPSDK dari | Pasal 75 ayat (1)
Informasi penyumbang kepada KPU melalui | Peraturan Komisi
KPU Provinsi yang memuat | Pemilihan Umum
informasi: tentang Dana
a. identitas penyumbang; dan Kampanye Pemilihan
b. jumlah sumbangan Dana | Umum  Nomor 18
Kampanye. Tahun 2023
2. | Penyampaian | Kami menyampaikan LPSDEK | Pasal 78 ayat (3)
Laporan kepada KPU melalui KPU Provinsi | Peraturan Komisi
mulai dari awal masa Kampanye | Pemilihan Umum
sampail dengan 1 (satu) hari setelah | tentang Dana
masa Kampanye berakhir. Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
3. | Kelenghkapan Kami menyampaikan LPSDK secara
lengkap yang terdir atas:
a. LPSDK Fihak Lain
Perseorangan;
b. LPSDK Pihak Lain Kelompok;
dan
¢. LPSDK Pihak Lain Perusahaan
dan fatau Badan Usaha
Monpemerintah.
D. | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDEK)

Muatan
Informasi

Kami menyusun LPPDK yang

memuat informasi:

a. RKDK;

b. saldo  awal atau saldo
pembukaan dan sumber
perolehan;

c. saldo awal pembuluan yang
merupakan sisa saldo hasil
penerimaan  sumbangan dan
pengeluaran  untuk  kegiatan
Kampanye apabila ditéerima
gebelum periode pembukouan;

d. catatan penerimaan dan
pengeluaran  Calon Anggota
DFPD termasuk sebelum
pembukaan REDK;

e. nomor pokok wajib pajak Calon
Anggota DPD;

Pasal 7& ayat (1)
Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
tentang Dana

Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
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PATUH/

N HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK

PATUH

1 2 3 4 3
bukty penerimaan dan
pengeluaran yang dapat
dipertangpungjawablean;

. saldo  akhir pada saat
penutupan pembuluan LPPDK;
dan

. Asersi atas Laporan Dana
Kampanye.

2. | Pembukuan . Kami mEenyusun LPPDK | Pasal 76 ayat (2]
dimulai sejak 3 (tiga) Hari | Peraturan Komisi
setelah  penetapan Calon | Pemilihan Umum
Angpota DPD sebagai Peserta | tentang Dana
Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) | Kampanye Pemilihan
Hari sebelum penyampaian | Umum — Nomor 18
LPPDK kepada KAP wyang | Tahun 2023
ditunjuk oleh KPU.

. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 67 ayat (3)
terpisah  dari  pembukuan | Peraturan Komisi
keuangan pribadi Calon | Pemilihan Umum
Anggota DPD. tentang Dana

Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023

. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 67 ayat (4]
mencalup informasi tentang | Peraturan Komisi
bentuk dan jumlah pénérimaan | Pemilihan Umum
dan pengeluaran disertai bulkti | tentang Dana
penerimaan dan pengeluaran | Kampanye Pemilihan
yang dapat | Umum  Nomor 18
dipertangpungjawablean. Tahun 2023

. Pembukuan Dana Kampanye | Pasal 67 ayat (5]
menjadi tanggung jawab Calon | Peraturan Komisi
Angpota DPD. Pemilihan Umum

tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
3. | Penyampaian . Kami menyampaikan LPPDK | Pasal 79 ayat (1) dan
Laporan kepada KAP vang ditunjuk oleh | ayat (2] Peraturan
KPU dan difasilitasi oleh KPU | Komisi Pemilihan
Provinsi dengan mengirimkan | Umum tentang Dana
data dan dokumen LPPDK yang | Kampanye Pemilihan
diunggah melalm Sikadeka. Umum  Nomor 18
Tahun 2023

. Kami menyampaikan LPPDK | Pasal 79 ayat (3)
paling lama 15 (lima belas) Hari | Peraturan Komisi
sesudah hari pemungutan | Pemilihan Umum
suara, paling lambat pukul | tentang Dana
23.59 waktu setempat. Kampanye Pemilihan

Umum  Nomor 18
Tahun 2023
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NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

2

3

a

5

Kelengkapan

Kami menyampaikan LPPDK secara
lengkap yang terdiri atas:

1) FORMULIR 1
PENERIMAAN
PENGELUARAN
KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR
PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3  LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR
PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE;

5) FORMULIR 5  LAPORAN
AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE;

7) Salinan dan Rekening Koran
Rekening Khusus Dana
Kampanye,

8) Surat Pernyataan dari Bank
Umum yang menyatakan
bahwa rekening Calon
Anggota DPD bersangkutan
telah ditutup; dan

9) Bukti-bukti
penerimaan dan
pengeluaran.

LAPORAN
DAN
DANA

transaksi
transaksi

Ketentuan Lainnya

Sumber Dana
Kampanye

Kami menerima Dana Kampanye
Anggota DPD yang diperoleh dari:
a. Calon Anggota DPD yang
bersangkutan; dan
b. sumbangan yang sah menurut
hukum dari pihak lain.

Pasal 54
Peraturan
Pemilihan
tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum Nomor 18
Tahun 2023

ayat (1)
Komisi
Umum

Pembatasan/
Kesesuaian
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah maksimal
batasan penerimaan sumbangan
yang mencakup uang, barang
dan/atau jasa yang dikonversikan
dengan nilai uang, termasuk diskon

Pasal 57 Peraturan
Komisi Pemilihan
Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan
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MO

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

4

5

pembelian barang atau jasa yang

melebihi batas kewajaran transalsi

gecara umum dan kami laporkan
dalam LADK, LPSDK, dan LFPDEK.

Rincian pembatasan maksimal

sumbangan sebagai beriloat:

a. Dana Kam panye Pemilu
anggota DPD yang berasal dari
perseorangan, bernilai paling
banyak Rp750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) selama masa
Kampanye.

b. Dana Kampanye Pemilu
anggota DPD yang berasal dari
kelompaole, perusahaan,
dan fatau badan usaha
nonpemerintah, bernilai paling
banyak  Rpl.500.000.000,00
[satu miliar lima ratus juta
rupiah) selama masa

Kampanye.

Umum Nomor 18
Tahun 2023

Sumbangan
vang Dilarang

Kami tidak menggunakan dana dari
sumbangan yvang dilarang, Apabila
kami meénerima sumbangan yang
dilarang maka kami mematuhi
ketentuan sebapai berilout:

a. tidak menggunakan sumbangan
tersebut;

b. melaporkan sumbangan yang
dilarang tersebut kepada KPU
melalui KPU Provinsi; dan

c. menyerahkan sumbangan
tersebut ke kas Negara paling
lambat 14 [(empat belas) Hari
setelah masa Kampanye
berakhir.

Pasal Pasal 57 ayat (5]
dan Pasal 116 ayat (2]
Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum Nomor 18
Tahun 2023

Pengeluaran
Dana

Kampanye

a. Kami mencatat dan
membukulkan

pengeluaran

seluruh
Dana Kampanye
pembiayaan  aktivitas
Kampanye, pembayaran hutang,
dan Pengeluaran lain-lain, yang
dinilai berdasarkan harga pasar
VANg wajar.

untulk

Catatan:

Pasal 65 Peraturan
Komisi Pemilihan
Umum tentang Dana
Kampanye Pemilihan
Umum  Nomor 18
Tahun 2023
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PATUH/
HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT | TIDAK
PATUH
2 3 4 5

a) Pembiayaan aktivitas Kampanye
termasuk pembelian  barang
dan/ atau pembayaran jasa,

b) Pembayaran hutang merupakan
pembayaran atas hutang Calon
Anggota DPD yang timbul dari
pembelian barang dari pihak lain
dan menjadi tanggung jawab
Calon Anggota DPD yang
bersangkutan.

Dana Kampanye tidak dapat

digunakan untuk membiayai saksi

Calon  Anggota DPD  dalam

pemungutan dan  penghitungan

suara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON ANGGOTA DPD
td.

-Nama Lengkap-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN XX

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-LADK PERBAIKAN DPD

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

[ LOGO CALON ]

NAMA CALON ___ 1

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPFD

PROVINSI

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode sfd J
BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR: AKTIVITAS®
UANG [Rp)* BARANG (Rp)” JASA [Rp)®
Al Penerimaan sebelum pericde
’ pembukuan®
A2 Penerimaan Sumbangan
L. Calon Anggota DPD 10
2. Sumbangan Fihak Lain
Perseorangan'’
3. Sumbangan Pihalk Lain
Kelompok2
4. Sumbangan Pihak Lain
Perusahaan danj/atau Badan
Usaha Monpemerintah 12
JUMLAH PENERIMAAN
SUMBANGAN'
A3 Penerimaan Lain-Lain
1. Bunga Bank?*
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-
LAIN™
A4 Penerimaan Barang Hasil Pembelian
1. Penerimaan  Barang  Hasil
Pembuatan Bahan /Design
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BENTUK DANA KAMPANYE
UANG [Rp]® BARANG (Rp)’ JASA [Rp)®

NOMOR: AKTIVITAS

dan/atau Alat Peraga
Kampanye 17

2 Barang Diterima Dimuka Hasil
Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga
Kampanye '#

JUMLAH PENERIMAAN
BARANG HASIL PEMBELIAN™
TOTAL FENERIMAAN®
B Pengeluaran sebelum periode
pembukuan®!
B.1 Pengeluaran
L. Rapat Umum??
2. Pertemuan Terbatas=
3. Pertemuan Tatap Muka®?
4. Pembuatan / Produksi Iklan di
Media Massa Cetak, Media
Massa Elektronik, Media
Sosial, dan Media Dalam
Jaringan®
5. Pembuatan Bahan /Design
dan/atau Alat Peraga

Kampanye"

6. Penyebaran Bahan Kampanye
Kepada Umum dan/atau
pemasangan Alat Peraga
Kampanye2t

Kegiatan Lain yang Tidak
Melanggar Larangan
Kampanye dan  Peraturan
perundang-undangan?®

a. Pengeluaran Lain-lain

Administrasi Bank>

A
b. Pembelian Kendaraan™

Pembelian Peralatan®?

n

B

Pembayaran Utang
Pembelian Barang 2

e. Pengeluaran Lain®

TOTAL PENGELUARAN>+

C. Utang

1. Utang Pembelian Barang ?
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BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR: AKTIVITAS®
UANG [Rp)* BARANG (Rp)” JASA [Rp)®
D. Saldo
; Kas di Rekening Khusus Dana
’ Kampanye3t
Kas di Bendahara™
Barang*®
CALON ANGGOTA DPFD
tid.
-Nama Lengkap-
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

Diiai nama Calon Anggota DPD.

Diisi dengan wilayah dacrah pemilihan Calon Anggota DPD.

Diisi dengan periode pembukuan LADK.

Diisi dengan nomor aktivitas kegiatan penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye.

Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD.

6. Diisi dengan jumlah uang vang diterima atan dikeluarkan oleh Calon Anggota
DFD.

7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

8. Diisi dengan jumlah jasa vang diterima atau dikeluarkan oleh Calon Anggota
DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk vang/barang/jasa yang diterima
Calon Anggota DPD sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Calon
Anggota DFD berupa uwang/barang/ jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon
Anggota DPD pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE FPEMBUKUAN
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari Calon Anggota DPD. Nilai sumbangan Calon Anggota DFD
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Calon Anggota DPD
pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perscorangan. Nilai sumbangan
Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Fihak

o b —

=
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

232.

23.

24,

235.

26.
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Lain Perscorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE.

Diiai dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok
berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain
Kelompok pada FORMULIR 2 DAFTAR FPENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa
vang berasal dari sumbangan Fihak Lain perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.  Nilai sumbangan perusahasan danfataun badan wusaha
nonpemerintah berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan
Pihak Lain perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah pada FORMULIR
2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk
uang, barang, dan jaza pada periode LADK.

Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang
disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.

Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain dalam bentuk uang.

Diiai dengan jumlah barang vang diterima sebagai hasil pembelian bahan/ design
dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Calon Anggota
DPD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan jumlah barang yvang diterima dimuka sebagai hasil pembelian
barang metode utang oleh Calon Anggota DPD yvang telah dikonversi ke dalam
rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diiai dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk
barang vang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan dan jumlah
Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yvang diterima
Calon Anggota DFD scbelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan
Pasangan Calon berups uang/barang/Jasa sama dengan jumlsh sumbangan
Pasangan Calon pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA EAMPANYE SEBELUM PERIODE FPEMBUEKUAN
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copyy,
alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain
terkait dengan aktivitas rapat umum.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran vang terkait dengan biaya untuk
pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cctak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran
lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk
pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, coctak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yvang terkait dengan biaya
pembuatany produksi iklan di media massa cctak, media massa elektronik,
media massa, dan media dalam jaringan.

Diiai dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yvang terkait dengan biaya
pembuatan bahan /design dan/atau alat peraga Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa
penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/ataoa alat
peraga Kampanye yang discbarkan vang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai

dengan harga pasar.
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28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain
yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan
mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial [bazar, domor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye
melalui media sosial.

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening
Khusus Dana Kampanye.

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
kendaraan.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian
peralatan.

32. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan
metode utang.

33. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.

34. Diisi dengan total pengeluaran wang, barang, dan jasa.

33. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang vang belum dilunasi.

36. Diisi dengan jumlah saldo uwang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.

37. Diisi dengan jumlah saldo uang vang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.

38. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai

dengan harga pasar.
39, Ditandatangani oleh Calon Anggota DFPD.

www.peraturan.go.id



- 2023, No. 696
363

B. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

[ LOGO CALON ]

NAMA CALON !
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPFD
PROVINSI ¢

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA HAMPANYE
Periode s/d

NOMOR:

BENTUK DANA KAMPANYE
UANG [Rpj® | BARANG (Rp)” | JASA (Rpp

SUMBER DANA KAMPANYE

1.

Calon Anggota DPD®

a. Nama Calon Angpota DPD®=

b. NIK Calon Anggota DPDes

c. Nama Daerah Pemilihan™

d. Nomor Urute

Jumlah"

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan'!

a. Nama Penyumbang: .......... 1=

Tempat/Tanggal Lahir dan Umur
Penyumbang: .........."

Alamat Penyumbang: .._...... .15

Nomor Telepon/ telepon EcngEam
Penyumbang [aktif): ..........1"=

Nomor Induk Kependudukan: ... 1

Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang
[apabila ada): ..........'"

b. Dst. 11e

Jumlah'?

Sumbangan Pihak Lain Kelompok!'?

a. MNama Kelompok: ..........19=

Alamat Kelompok: ......... "

Nomor Akta Pendirian Kelompok:

Nomor HKeputusan Pengesahan Badan
Hulmm: .........."

Nomor Induk Kependudukan Pimpinan
Kelompok .......... [EL

Nomor Telepon [ Telepon Gengegam
Kelompok: .........."™

Nomor Pokok Wajibh Pajak Pimpinan
Kelompok: ..........1%
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BENTUK DANA KAMPANYE

dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

NOMOR* SUMBER DANA KAMPANYE - -
UANG [Ep)* BARANG (Rp)” JASA [Rp)®
Nama Pimpinan Kelompok: .......... .
Alamat Pimpinan Kelompok: ... ..... 1
b. Dat. 1=
Jumlah'#
4. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah'®
a. MNama Perusahaan danfatan Badan
Usaha Nonpemerintah: .......... ot
Alamat Perusahaan dan/atau Badan
Usaha Nonpemerintah: ......_.. 15h
Nomor akta pendirian  Perusahaan

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Nama direksi atau pimpinan Perusahaan
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah:

Alamat direksi atau pimpinan
Perusahaan danfatau Badan Usaha
Nonpemerintah: .......... 1

Nomor Telepon/telepon gengegam direksi
atau pimpinan Perusahaan danj/atau
Badan Usaha Nonpemerintah: .......... 1%

Nama Pemegang saham mayoritas:
15k

Alamat Pemegang saham mayoritas:

Keterangan tentang status perusshaan
atau badan wusaha nonpemerintah:

Jumlah!

TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN'”

CALON ANGGOTA DFD'™

ttd.
-Nama Lengkap-
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Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD
Diisi nama Calon Anggota DPD.
Diisi dengan wilayah daerah pemilihan Calon Anggota DPD.
Diisi dengan periode pembukuan LADK.
Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Calon
Anggota DPD.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Calon
Anggota DFD vang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Calon
Anggota DFD yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yvang diterima
dari Calon Anggota DPD.
a. Diisi dengan Nama Calon Anggota DPD.
b. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Calon Anggota DPD.
c. Diisi dengan Nama Daecrah Pemilihan Calon Anggota DPD.
d. Diisi dengan Nomor Urut Calon Anggota DPD.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima
dari Calon Anggota DFD.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari
pihak lain perscorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perscorangan:
Diisi dengan nama penyumbang.
Diisi dengan tempat/tanggal lahir dan umur penyumbang.
Diisi dengan alamat penyumbang.
Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat
dihubungi (aktif].
Diisi dengan nomor induk kependudukan penyumbang.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya {apabila
ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yvang diterima
dari pihak lain perscorangan.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
a. Diisi dengan nama kelompok.
Diisi dengan alamat kelompaolk.
Diisi dengan Nomor Akta Pendirian Kelompolk.
Diisi dengan Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pimpinan Kelompok.
Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam kelompok yang dapat
dihubungi jaktif].
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompolk.
Diisi dengan nama pimpinan kelompok.
Diisi dengan alamat pimpinan kelompok.
Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila
ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari pihak lain kelompok.
15. Penerimaan dalam bentuk uwang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan
pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sesuai identitas
perusahaan danfatau badan usaha nonpemerintah:

= R U S ]
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Diisi dengan nama perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah

Diisi dengan alamat perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

c. Diisi dengan nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan/atau badan usaha
nonpemerintah.

e. Diisi dengan nama dircksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan
usaha nonpemerintah.

g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan
perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang dapat dihubungi
(aktif).

h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.

i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.

J- Diisi dengan keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha
nonpemerintah.

k. Diisi dengan identitas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah
lainnya (apabila ada).

16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang
diterima dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

17. Diisi dengan total kescluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang
bersumber dari Calon Anggota DPD/Pihak lain perscorangan/Pihak lain
kelompok /perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah.

18. Ditandatangani olch Calon Anggota DPD bersangkutan.

-
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F. FORMULIR & SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE

LOGO CALON

NAMA CALON '
FEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DFD

PROVINSI 2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERIODE ____S/D___ 2

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan 1

Jabatan :  Calon Anggota DPD

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal sampai dengan

[

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. bahwa laporan terscbut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.

2. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetaplan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2023 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlakou.

3. bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan/atau fakta
vang sebenarnya.

4. bahwa “scluruh penecrimaan berasal dari sumber keuangan dan scluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan darifuntuk tindak pidana danjatau kegiatan yang bertentamgan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan
perundang-undangan yvang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan vang melekat pada
transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. bahwa apahila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
dizajikan dan diungkaplan dalam laporan ini, bersedia umtuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON ANGGOTA DPD=
trd.

-Nama Lengkap

www.peraturan.go.id
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Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:
Diisi dengan nama Calon Anggota DPD.

Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan.

Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
Ditandatangani oleh Calon Anggota DPD bersangkutan.

A

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN XXI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KOP SURAT

KAP

SURAT PERNYATAAN INDEFENDENSI
KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pada hari ini, ............ tanggal ......cooiciiieiiininn bulan ........... tahun dua
ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik
Nomor Register Akuntan Publik
Alamat Kantor

Nama Akuntan Publik®) 1 1)

Dengan ini menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik kami:

1. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten [ Kota;

3. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau
domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan
kerja sehari-hari;

4. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan
Calon Presiden dan Walkil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Raleyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

www.peraturan.go.id
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5. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau
penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah.

(Tanda tangan) (Tanda tangan) (Tanda tangan) **)

Nama jelas Nama jelas Nama jelas

*) Disesuaikan dengan jumlah AP yang mengikuti pelaksanaan audit Laporan Dana
Kampanye.

**) Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama AP sebagaimana tersebut
di atas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
td.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN XXII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT FERNYATAAN INDEPENDENSI
AKUNTAN PUBLIK

KOP SURAT

KAP

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
AKUNTAN PUBLIK

Pada hari ini, ............ tanggal ......cooiciiieiiininn bulan ........... tahun dua
ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kantor Akuntan Publik

Nama Akuntan Publik

Nomor Register Akuntan Publik

Nama Ketua Tim :

Nama Anggota Tim*) S

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, Pejabat
Selkretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten [ Kota;

3. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau
domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan
kerja sehari-hari;

4. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Raloyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

5. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau
penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,
Angpota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwalilan Rakyat Daerah.

www.peraturan.go.id
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387
(Tanda tangan) (Tanda tangan) (Tanda tangan) **)
Nama AP Nama Ketua Tim Nama Anggota Tim

*) Disesuaikan dengan jumlah AP yang mengikuti pelaksanaan audit Laporan Dana
Kampanye.

**] Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama anggota tim sebagaimana
tersebut di atas,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY’ARI
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LAMPIRAN XXIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-TANGGAPAN MASYARAKAT DANA KAMPANYE

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

TENPAE .Liicooiisiisibeisins 5 T oonisfivareis /20......
Kepada Yth.
Nomor Saasnaibussnisireibtboavdissisendboe Ketua Komisi Pemilihan Umum /Provinsi
Sifat P AR PO PRI .../Kabupaten /Kota ...*)
Lampirtan® laasaaEEiandsiivg di -
Perihal URAGGEGNEGSRSRAERY SN s
1. Pelapor
a. Nama B A G s B R S R I T G N R
b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) S VI IS R HSE s SR RIS AR S Taese
c. Tempat/Tanggal Lahir RS S S PR SR eSS a R
d. Jenis Kelamin B s a5 e s sadaCOn B RN ARE S S8 0AN KB LB A2 050
e. Pekerjaan R R P Y g o
f. Kewarganegaraan R e AR IS e SR A O s S O
g. Alamat T A S SRR RS
h. No.Telp/HP B T R e s e S s b s
i. E-mail S Bds s SRR e NP AN

2. Uraian tanggapan/masukan:

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian
hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelapor

(Tanda tangan dan nama lengkap)

www.peraturan.go.id
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Keterangan:

*) Pilih salah satu

* menyertakan Salinan KTP-¢l, Paspor, Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan
lainnya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI
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LAMPIRAN XXIV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES
SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU

[KOP PESERTA PEMILU]

Nomor HI | Jakarta, [Tanggal|, [Bulan|, [Tahun]
Lampiran : [...]
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses SIKADEKA

Peserta Pemilu Tahun [......... |
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

di -
Jakarta

Dalam rangka menyusun dan menyampaikan laporan Dana
Kampanye Peserta Pemilu dengan memanfaatkan teknologi informasi
dengan berpedoman pada Peraturan KPU, dengan ini kami mengajukan
permohonan pembukaan akses SIKADEKA atas nama:

Peserta Pemilu i [reansnnnesssssnsarsssnsssasssnnsnnssansianssnsssanisasessssrnsents ]
Nama Pengguna §[isssssissinsisiinsisisnsinisssinssasinisaning ]
Jabatan Pengguna @[ |
NIK Pengguna | ]
Nomor Telepon § [aieasiainaninisansassaninssaninssansansanins ]
Alamat Email Alan = [ ]

Mengajukan permohonan pembukaan akses SIKADEKA pada tahapan Dana

Kampanye Pemilihan Umum, berkenaan dengan hal tersebut, terlampir
disampaikan Surat Penunjukan Admin SIKADEKA.

www.peraturan.go.id
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Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima
kasih.

Calon Presiden/Ketua Umum atau Calon Wakil Presiden/Sekretaris

. Jenderal atau
Sebutan Lain*)/Calon Anggota

DPD, Sebutan Lain*),

..............................................................................

(tanda tangan dan nama lengkap) (tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN XXV

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA PESERTA PEMILU

A. FORMULIR 1 TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES
SIKADEKA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PESERTA PEMILIHAN UMUM

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PESERTA PEMILIHAN
UMUM
NAMA PASANGAN CALON ...

Berdasarkan dengan Surat Pasangan Calon ... nomor ... tanggal ... perihal
Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka, KPU menyetujui permohonan
pembukaan akses Sikadeka atas nama:

Nama Pengguna s s s h s ss s as s as s 000 08000800080008000800080048 |
Jabatan Pengguna 8 s s ah0aa 0000 0040008005000540050088000500080208000800880048 ]
NIK Pengguna 8 s a s h0aa 0000 0000004000400540350885000500080208008500880048 ]
Nomor Telp. PENZEUNA I [1iiuiiiiiiiiiiiiiiieiiie i it e ia e i aiasainaaisaisaasaans |
Alamat Email Akun 2l senersnssssssasseasesstassrsssessssssesanssnrsnsssnnssnsssnsanasss |

Pasangan Calon dapat melakukan aktivasi akun Sikadeka melalui tautan
yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Sikadeka
pada saat melakukan pendaftaran akun.

[Tempat|, [Tanggal| [Bulan] [Tahun]|
[Jam]|:[Menit):[Detik]

Admin Sikadeka KPU,
[Tanda Tangan Elektronik]

www.peraturan.go.id
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B. FORMULIR 2 TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES
SIKADEKA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA
PARTAI POLITIK PESERTA FEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR
NAMA PARTAI POLITIK ...

Berdasarkan dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai .... nomor ...
tanggal ... perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka, KPU menyetujui
permohonan pembukaan akses Sikadeka atas nama:

Nama Pengguna I |
Jabatan Pengguna I |
NIK Pengguna - [ ]
Nomor Telp. PENZEUTA & [ i s s st s s 440 4 s s 0 sa 00n ]
Alamat Email Aloun N |

Partai Politik dapat melakukan aktivasi akun Sikadeka melalui tautan
yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Sikadeka
pada saat melakukan pendaftaran akun.

|Tempat], [Tanggal] [Bulan| [Tahun)
|[Jam]:[Menit]:[Detik]

Admin Sikadelka KPU,
|Tanda Tangan Elektronik]

www.peraturan.go.id
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C. FORMULIR 3 TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES
SIKADEKA CALON ANGGOTA DPD PESERTA PEMILIHAN UMUM

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA
CALON ANGGOTA DPD PESERTA PEMILIHAN UMUM
NAMA CALON ANGGOTA DPD ...

Berdasarkan dengan Surat Calon Anggota DPD ... nomor ... tanggal ...
perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka, KPU Provinsi menyetujui
permohonan pembukaan akses Sikadeka atas nama:

Nama Pengguna Sl eavasnvsrnonvenernrasennasaesssnvs s osss borssancn st sare sETESONITED ]
Jabatan Pengguna & e nemanas sasannsarannnnransanninsatraths s bAARHSSRENNDID SN SRCOLR SRS 0Y ]
NIK Pengguna S e R R p e e s AR AL EOAS RO |
Nomor Telp. PENGRUNA : [..vvverrvreerenmsrercessrnsesssrensssssssesssssnsssnanssssssnsnrrnoss ]
Alamat Email Akun 1 . ]

Calon Anggota DPD dapat melakukan aktivasi akun Sikadeka melalui
tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada
Sikadeka pada saat melakukan pendaftaran akun.

[Tempat|, [Tanggal| [Bulan| [Tahun]
[Jam]|:[Menit):|Detik]
Admin Sikadeka KPU Provinsi,
|Tanda Tangan Elektronik]
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN XXVI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES
SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK

[KOP KAP]

Nomor -] Jakarta, [Tanggal|, [Bulan], [Tahun)]

Lampiran :[...]
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses SIKADEKA

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

di -
Jakarta

Dalam rangka menerima dan melakukan Audit laporan Dana
Kampanye Peserta Pemilu dengan memanfaatkan teknologi informasi
dengan berpedoman pada Peraturan KPU, dengan ini kami mengajukan
permohonan pembukaan akses SIKADEKA atas nama:

Nama KAP § [5asesasasinasass sasa e sasa e sasase sasa ve sasa st sasa st pasanibasaniny ]

Alamat Kantor § [reansnnnssssssnsarsssnsssasssnnsanssansianssasssanisasesnssrsenss ]
ettt ]

Nomor Telp. Kantor [ ]

Alamat Email KAP @[ ]

Nama Pengguna §[isssssissinsisiinsisisnsinisssinssasinisaning ]

Jabatan Pengguma [ ]

NIK Pengguna | ]

Nomor Telepon i [resnsnsnssssssnssnsssnsssnsssnsnnnssnnssnnns ]

Alamat Email Abun @[, ]

www.peraturan.go.id
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Mengajukan permohonan pembukaan akses SIKADEKA pada tahapan Dana
Kampanye Pemilihan Umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir
disampaikan Surat Penunjukan Admin SIKADEKA.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima
kasih.

Pimpinan KAP,

.......................................

(tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
td.

HASYIM ASY'ARI

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN XXVII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA KAP

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan dengan Surat Kantor Akuntan Publik .... nomor ... tanggal ...
perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadcka, KPU menyetujui permohonan
pembukaan akses Sikadeka atas nama:

Kantor Akanban PO = f i s i s s Salisiannnnsinsd |
Nama Pengguna o R R A S G R A s |
Jabatan Pengguna o e S ARRRRERR R R AR R |
NIK Pengguna L R S R SR SRS, |
Nomiot Telp: PEnBROIIR: o 1 s TR R R L SRR |
Alamat Email Akun O P TPR AR G R SR |

Kantor Akuntan Publik dapat melakukan aktivasi akun Sikadeka melalui
tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada
Sikadeka pada saat melakukan pendaftaran akun,

[Tempat], [Tanggal] [Bulan| [Tahun]
[Jam]:|[Menit]:[Detik]
Admin Sikadeka,
|Tanda Tangan Elektronik]|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

FORMULIR MODEL-PERSETUJUAN AKSES SISTEM INFORMASI KAMPANYE
DAN DANA KAMPANYE PEMANGKU KEPENTINGAN

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI
KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

Berdasarkan dengan Surat [Nama Lembaga/Instansi] .... nomor ... tanggal
perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka, KPU menyetujui
permohonan pembukaan akses Sikadeka atas nama:

Lembaga/Instansi T Ty memeneRny |
Nama Pengguna B e e BRSBTS RSy S a R YRS |
NIK Pengguna . |
Nomor Telp: Pengrune: 3 Fisvcvisitvmriiimssrmms s mpiss i i ssa s esvsgoss |
Alamat Email Akun s R R R e e e ]

[Nama Lembaga/Instansi] dapat melakukan aktivasi akun Sikadcka
melalui tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar
pada Sikadeka pada saat melakukan pendaftaran akun.

[Tempat], [Tanggal| [Bulan| [Tahun]
|Jam]:[Menit):[Detik]
Admin Sikadeka,
|Tanda Tangan Elektronik|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY'ARI

www.peraturan.go.id





